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Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi 
kuartal kedua Indo-
Pacific Defense FORUM 

pada tahun 2019 tentang 
penyelesaian konflik. 

Negara-negara Indo-
Pasifik tetap berkomitmen 
pada penyelesaian konflik 
secara damai sesuai dengan 
norma, standar, dan hukum 
internasional. Bersama-sama, 
sekutu dan negara-negara 
mitra dapat meningkatkan 

keamanan regional dengan mencegah eskalasi dan terulangnya konflik serta 
dengan bekerja sama untuk mengatasi ancaman yang berkembang, baik 
konvensional maupun non-konvensional.   

Kolonel purnawirawan Angkatan Darat A.S. Art Tulak mempersiapkan 
latar belakang bagi edisi FORUM ini dengan menyerukan pendekatan baru 
untuk penangkalan, mengingat bahwa pendekatan konvensional sebagian 
besar telah gagal menanggulangi proliferasi perang hibrida. Dia mengutip 
penaklukan teritorial fitur-fitur maritim yang dilakukan oleh Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Cina Selatan dan perampasan wilayah 
berdaulat Ukraina di Krimea oleh Rusia sebagai contoh utama. Setelah 
menggunakan taktik hibrida mulai dari proksi hingga propaganda di “zona 
abu-abu” di antara perdamaian dan krisis, rezim otoriter ini kemudian 
mengerahkan aset militer untuk menduduki dan mempertahankan wilayah 
teritorial yang mereka peroleh. Tulak membahas tantangan penangkalan 
yang efektif dalam operasi dan lingkungan informasi saat ini serta apa yang 
diindikasikan oleh manifestasi perang hibrida bagi keseimbangan kekuasaan 
di masa depan di kawasan itu.

Artikel-artikel lain dalam edisi ini didasarkan pada premis bahwa perang 
hibrida terus memperumit keamanan regional. Sebuah investigasi menyelidiki 
bagaimana RRT telah menjadi pelaku spionase ekonomi terbesar di dunia 
(sejenis perang hibrida) dan bagaimana pencurian terang-terangan terhadap 
kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan data teknis mendorong permusuhan 
politik. Artikel lain yang menggugah pikiran berfokus pada apa yang dapat 
dilakukan oleh sekutu dan negara-negara mitra untuk melawan agresi dan 
paksaan RRT di Pasifik Selatan. Pentingnya operasi multi-ranah di kota-kota 
raksasa juga disorot dalam terbitan ini.

Saya berharap edisi ini menggugah pembicaraan regional tentang 
pencegahan konflik, dan saya menyambut baik komentar Anda. Silakan 
hubungi staf FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan 
perspektif Anda.
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Indo-Pacific Defense FORUM melayani 
personel militer dan keamanan di 
kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan 
produk Komando Indo-Pasifik A.S. ini 
menyediakan konten berkualitas tinggi 
dan mendalam mengenai topik-topik yang 
memengaruhi upaya keamanan di seluruh 
kawasan — mulai dari kontraterorisme 
hingga kerja sama internasional dan 
bencana alam. 

FORUM membangkitkan bahasan-
bahasan yang mendalam dan 
mendorong pertukaran gagasan yang 
sehat. Ajukan tulisan, foto-foto, pokok-
pokok bahasan atau tanggapan-
tanggapan lainnya kepada kami lewat 
DUNIA MAYA atau ke: 
Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI  
96861-4013 USA

Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa

Gabung dengan 
Bahasan Ini
Kami ingin mendengar 
dari ANDA!

Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan 
konten online ekstensif, dengan artikel baru 
yang dipasang setiap hari, di 
www.ipdefenseforum.com
Para pengunjung dapat:
n  Membaca tulisan khusus di dunia maya
n  Menengok kembali terbitan sebelumnya 
n  Mengirim umpan balik kepada kami
n  Meminta berlangganan
n  Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan

KOLONEL (PURN.) ARTHUR TULAK adalah dosen 
penelitian di Georgia Tech Research Institute dan bekerja 
di Kantor Lapangan Pearl City untuk Komando Indo-
Pasifik A.S. J81. Dia adalah wakil presiden Asosiasi Old 
Crows cabang Hawaii, asosiasi profesional untuk operasi 
informasi (IO) dan perang elektronik. Karier militernya 
mencakup 15 tahun bekerja di bidang IO, pengembangan 

doktrin, dan di lapangan sebagai perwira staf yang mendukung operasi di 
Bosnia, Kosovo, dan Afganistan. Dia telah bertugas di berbagai markas 
besar Angkatan Darat, pasukan gabungan, dan sekutu di medan perang di 
Kawasan Tengah, Eropa, dan Indo-Pasifik. Ditampilkan pada Halaman 10

MARC JULIENNE lulus dari French National 
Institute of Oriental Languages and Civilizations, 
Paris, dengan gelar master di bidang hubungan 
internasional, dengan spesialisasi pada studi Asia dan 
Tiongkok. Dia merupakan kandidat Ph.D. dan peneliti 
madya residensial selama dua tahun di Asia Centre 
di Paris. Penelitiannya di antaranya berfokus pada 

kebijakan keamanan, urusan militer, dan kebijakan luar negeri Tiongkok.  
Ditampilkan pada Halaman 24

MAYOR JENDERAL JOHN R. BOSWELL, kepala staf 
Angkatan Darat Selandia Baru, bergabung dengan 
Angkatan Darat pada tahun 1984 dan memiliki 
pengalaman yang luas dalam penugasan internasional. 
Dia telah ditugaskan di beberapa operasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa di Angola, Timor-Leste, Timur 
Tengah, dan, pada April 2010, dia ditugaskan ke 

Afganistan, sebagai perwira nasional senior dan komandan Tim 
Rekonstruksi Provinsi Selandia Baru, Bamyan. Boswell menerima 
penghargaan Distinguished Service Decoration sebagai pengakuan 
atas pengabdiannya di sana. Baru-baru ini, dia menjabat sebagai 
kepala manajemen strategi (Angkatan Darat, dari 2010 hingga 2012), 
pelaksana tugas wakil kepala Angkatan Darat (Maret hingga Juni 2012), 
kepala perwira perencana Markas Besar Pasukan Gabungan (2012 
hingga 2014), dan asisten kepala Komitmen dan Keterlibatan Strategis 
(2016 hingga Februari 2018, setelah menjalani pendidikan di National 
Defence College of India).  Ditampilkan pada Halaman 46
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KOLONEL ROBERT T. HENDRICKSON berdinas 
sebagai kepala, Divisi Respons, Distrik Pasukan 
Penjaga Pantai ke-14, Pasukan Penjaga Pantai 
A.S., tempat dia mengawasi operasi pencarian dan 
penyelamatan, penegakan hukum, respons polusi laut, 
dan keamanan dalam negeri harian di seluruh Pasifik 
Barat dan Tengah. Dia merupakan veteran Pasukan 

Penjaga Pantai A.S. yang sudah berdinas selama 37 tahun dan menerima 
berbagai penghargaan. Berbagai penugasan yang pernah diembannya 
di darat antara lain mencakup kepala instruktur di National Search and 
Rescue School, wakil kepala Program Penegakan Hukum Perikanan 
Pasukan Penjaga Pantai A.S., dan petugas penghubung di National 
Oceanic and Atmospheric Administration. Ditampilkan pada Halaman 42

SAROSH BANA merupakan editor eksekutif Business 
India di Mumbai, India. Ia banyak menulis tentang 
pertahanan dan keamanan, keamanan siber, ruang 
angkasa, energi, lingkungan, urusan luar negeri, 
pangan dan pertanian, perkapalan dan pelabuhan, 
serta pembangunan perkotaan dan pedesaan. Dia 
merupakan Jefferson fellow di East-West Center 

(EWC), Hawaii dan menjabat sebagai bendahara/sekretaris dalam 
dewan Asosiasi EWC.  Ditampilkan pada Halaman 54
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Pesawat ruang angkasa Jepang melepaskan 
dua wahana ruang angkasa kecil di sebuah asteroid pada 
September 2018 dalam sebuah misi yang dapat memberikan 
petunjuk tentang asal usul tata surya.

Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang (Japan Space 
Exploration Agency - JAXA) mengatakan bahwa dua wahana 
ruang angkasa Minerva-II-1 diturunkan dari pesawat ruang 
angkasa tak berawak Hayabusa2 ke asteroid Ryugu. Pesawat 
ruang angkasa tersebut tiba di dekat asteroid itu, yang 
jaraknya sekitar 280 juta kilometer dari Bumi, pada Juni 2018.

Hayabusa2 merapat hingga 55 meter dari asteroid untuk 
menurunkan kedua wahana, menunggu selama satu menit 
dan kemudian naik kembali ke posisi menunggu sekitar 20 
kilometer di atas permukaan asteroid. JAXA mengatakan 
pelepasan itu berhasil.

Voltase wahana bertenaga surya itu turun ketika malam 
tiba di Ryugu, tanda bahwa kedua wahana itu berada di 
asteroid, demikian ungkap juru bicara tim proyek Hayabusa, 
Takashi Kubota.

“Kami menaruh harapan besar,” ungkap manajer proyek 
Yuichi Tsuda. “Saya merasa antusias melihat foto-foto itu. 
Saya ingin melihat pemandangan ruang angkasa dilihat dari 
permukaan Ryugu.”

Kedua wahana ruang angkasa itu, masing-masing seukuran 
kaleng kue, dirancang untuk menangkap citra asteroid dan 
mengukur suhu permukaan sebelum wahana penjelajah yang 
lebih besar dan wahana pendarat diluncurkan di kemudian hari. 
Wahana itu bergerak dengan “melompat” hingga 15 meter 
pada satu waktu karena gravitasi yang sangat lemah di asteroid 
itu membuatnya sulit untuk bergulir. JAXA mengatakan bahwa 
kedua wahana itu dapat terus melompat selama panel dan 
tenaga surya mereka berfungsi.  The Associated Press

WAHANA RUANG 
ANGKASA MENJELAJAHI

ASTEROID

JEPANG

ndonesia akan melipatgandakan anggaran tanggap 
bencananya menjadi 15 triliun rupiah (1,06 miliar dolar 

A.S.) pada tahun 2019, demikian ungkap para pejabat, 
setelah serangkaian bencana alam besar menghancurkan tiga 
daerah di negara kepulauan yang luas itu pada tahun 2018.

Negara di Asia Tenggara itu mengalami tahun paling 
mematikan dalam lebih dari satu dekade pada tahun 2018, 
ketika lebih dari 3.000 orang meninggal akibat tsunami dan 
gempa bumi di pulau Sulawesi, Lombok, dan Jawa Barat 
serta Sumatra.

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik yang aktif secara 
seismik dan sering kali mengalami gempa bumi, letusan 
gunung berapi, tsunami, dan insiden terlokalisir, termasuk 
tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan.

Lima triliun rupiah akan dialokasikan untuk rehabilitasi dan 
rekonstruksi, sementara itu 10 triliun rupiah akan disediakan 
untuk tanggap bencana, demikian ujar juru bicara Kementerian 
Keuangan Nufransa Wira Sakti.

Presiden Joko Widodo mengatakan lebih banyak anggaran 
akan disalurkan untuk pendidikan dan tanggap bencana.

“Mengingat kondisi geografis kita yang rawan bencana, 
kita harus siap, responsif, waspada, dan tangguh dalam 
menghadapi bencana alam apa pun,” ungkapnya dalam rapat 
kabinet pertama pada tahun 2019.

Joko Widodo juga menyerukan agar kesiapsiagaan bencana 
dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah nasional dan agar 
sistem peringatan dini tsunami yang sudah tidak beroperasi di 
berbagai penjuru negara itu diperbarui.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mengatakan 
bahwa pihaknya berencana untuk meluncurkan strategi baru 
pada tahun 2019 untuk mendanai pemulihan bencana, 
yang dapat mencakup menjual “obligasi bencana alam.” 
Pemerintah pusat akan mengasuransikan aset negara 
terhadap bencana dan kemudian membuat instrumen 
pembiayaan risiko bencana agar dapat dimanfaatkan oleh 
kawasan yang terkena dampak bencana.  Reuters

I

TANGGAP 
BENCANA

ANGGARAN NAIK DUA KALI LIPAT

SELURUH KAWASANIPDF
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I ndia meresmikan patung 
tertinggi di dunia — 
setinggi 182 meter — pada 

akhir Oktober 2018. Patung 
itu merupakan penggambaran 
pahlawan kemerdekaan India. 

Perdana Menteri Narendra 
Modi secara resmi membuka 
penghormatan terhadap 
Sardar Vallabhbhai Patel yang 
dirayakan dengan penerbangan 
melintas pesawat jet Angkatan 
Udara, helikopter yang 
menghujani patung itu dengan 
bunga, dan kembang api dalam 
warna nasional hijau, oranye, 
dan putih.

“Hari ini adalah hari 
yang akan diingat dalam 
sejarah India,” ungkap Modi, 
yang memuji “pemikiran 
strategis” Sardar Patel dalam 
menyatukan negara yang 
heterogen itu setelah meraih 
kemerdekaan pada tahun 1947 

dan Patung Persatuan sebagai 
“simbol kemahiran rekayasa 
dan teknik kita.”

Patung itu, yang menelan 
biaya 29,9 miliar rupee 
(400 juta dolar A.S.) dan 
penyelesaiannya membutuhkan 
waktu hampir empat tahun, 
terbuat dari hampir 100.000 
ton beton dan baja.

Nama Sardar Patel kalah 
pamor dengan dinasti Nehru-
Gandhi yang telah mendominasi 
politik India sejak tahun 1947. 
Kelompok nasionalis yang 
terinspirasi oleh Modi telah 
berupaya menempatkan kembali 
pahlawan mereka di garis depan.

Patung itu mengalahkan 
Spring Temple Buddha 
setinggi 128 meter di 
Tiongkok, patung terbesar 
kedua di dunia.

Pihak berwenang India 
berharap patung itu akan 
menarik 15.000 pengunjung 
per hari ke sudut terpencil 
Gujarat, yang berjarak sekitar 
100 kilometer dari kota 
terdekat Vadodora.
Agence France-Presse

TEGAK
BERDIRIINDIA

erdana Menteri Jepang Shinzo Abe memenangkan 
pemilihan umum untuk masa jabatan berikutnya sebagai 

ketua Partai Demokrat Liberal yang berkuasa melalui 
kemenangan telak pada September 2018 sehingga membuka 
jalan untuk menjadi pemimpin negara itu hingga tiga tahun 
lagi dan dorongan ke arah revisi konstitusi yang akan memberi 
militer lebih banyak kelonggaran untuk melakukan operasi.

Kemenangan yang menentukan itu dapat memberi keberanian 
pada Abe untuk melanjutkan amandemen yang telah lama 
didambakan terhadap konstitusi cinta damai yang dirancang oleh 
A.S., meskipun rintangan tetap tinggi dan hal itu akan membawa 
risiko politik. “Sudah waktunya untuk mengerjakan revisi 
konstitusi,” ungkap Abe dalam pidato kemenangan.

Abe mengatakan bahwa dia bertekad menggunakan masa 
jabatan terakhirnya untuk melanjutkan sasaran kebijakannya 
guna “menyimpulkan” diplomasi pascaperang Jepang untuk 
memastikan perdamaian di negara itu. “Mari kita bekerja 
bersama-sama untuk membuat Jepang baru,” ujarnya.

Abe, yang telah menjadi perdana menteri sejak Desember 
2012, telah memperkuat kontrol atas partainya dan siap 
menjadi perdana menteri terlama di Jepang pada Agustus 
2021. Dia menghadapi beberapa tantangan kebijakan, 
termasuk menangani populasi Jepang yang menua dan 
menurun, suksesi kekaisaran pada musim semi, dan kenaikan 
pajak konsumsi hingga 10 persen yang telah ditunda dua kali.

Di tengah upaya internasional untuk melakukan denuklirisasi 
Korea Utara, Abe berusaha untuk bertemu dengan Kim Jong Un 
guna menyelesaikan perselisihan mereka, termasuk masalah 
warga Jepang yang diculik ke Korea Utara yang sudah berlangsung 
selama puluhan tahun. Dia juga menghadapi aktivitas Tiongkok 
yang semakin agresif di kawasan ini.  The Associated Press

P

 PANDANGAN TERTUJU KE 

KONSTITUSI
GETTY IMAGES

JEPANG



ihak berwenang mendakwa seorang 
programmer komputer yang bekerja 

untuk pemerintah Korea Utara atas 
serangan siber menghancurkan yang meretas 
Sony Pictures Entertainment dan melepaskan 
virus ransomware WannaCry yang menginfeksi 
komputer di 150 negara dan melumpuhkan 
berbagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan 
Inggris, demikian ungkap jaksa federal pada 
September 2018.

Park Jin Hyok, yang diyakini berada di Korea 
Utara, berkonspirasi untuk melakukan serangkaian 
serangan yang juga mencuri uang senilai 1,17 
triliun rupiah (81 juta dolar A.S.) dari bank di 
Bangladesh, demikian menurut dakwaan yang 
tidak berada di bawah perlindungan hukum 
kerahasiaan di pengadilan federal Los Angeles 
setelah investigasi selama bertahun-tahun. A.S. 
yakin dia bekerja untuk organisasi peretasan yang 
disponsori Korea Utara.

Pemerintah A.S. sebelumnya mengatakan 
bahwa Korea Utara bertanggung jawab 
atas peretasan Sony pada tahun 2014 yang 
menyebabkan bocornya sejumlah informasi 
pribadi karyawan yang bersifat sensitif, termasuk 
nomor Jaminan Sosial, catatan keuangan, 
informasi gaji, serta email yang memalukan 
di antara para eksekutif utama. Peretasan itu 
termasuk empat film Sony yang belum dirilis, 
di antaranya Annie dan satu film yang sedang 

diputar di bioskop, film Brad Pitt, Fury, dan 
mengakibatkan kerugian puluhan juta dolar 
terhadap perusahaan itu.

FBI telah lama mencurigai bahwa Korea Utara 
juga berada di balik serangan siber WannaCry 
tahun lalu, yang menggunakan malware untuk 
mengacak data di ratusan ribu komputer di rumah 
sakit, pabrik, lembaga pemerintah, bank, dan 
bisnis lainnya di seluruh dunia.

“Tindak kriminal yang diuraikan dalam 
kasus ini tidak dapat ditoleransi,” ungkap Tracy 
Wilkison, asisten pertama jaksa A.S. di Los 
Angeles. “Konspirasi yang didukung Korea Utara 
berusaha menghancurkan kebebasan berbicara di 
A.S. dan Inggris. Konspirasi itu merampok bank-
bank di seluruh dunia, dan menciptakan malware 
tidak pandang bulu yang melumpuhkan komputer 
dan mengganggu pemberian layanan medis.”

Jaksa penuntut mengajukan dakwaan itu di 
bawah perlindungan hukum kerahasiaan pada 
8 Juni 2018, empat hari sebelum pertemuan 
bersejarah antara Presiden A.S. Donald Trump 
dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, 
untuk membahas diakhirinya puluhan tahun 
permusuhan di antara kedua negara. Jaksa 
penuntut mengatakan pengaduan itu ditempatkan 
di bawah perlindungan hukum kerahasiaan 
karena berbagai alasan dan tidak dilakukan untuk 
mencegah gangguan terhadap pembicaraan di 
Singapura.

P

Warga Korea Utara

DIDAKWA
dalam kasus virus WannaCry dan 
peretasan yang melumpuhkan Sony
KISAH DAN FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS

PERKEMBANGAN TERORISIPDF
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“Ini tidak ada hubungannya dengan KTT itu dan tidak 
ada hubungannya dengan denuklirisasi,” ungkap Wilkison.

Para pejabat A.S. percaya bahwa peretasan terhadap 
Sony adalah upaya balas dendam terhadap The 
Interview, film komedi yang dibintangi Seth Rogen 
dan James Franco yang mengisahkan konspirasi untuk 
membunuh Kim. Sony membatalkan perilisan film itu di 
bioskop karena munculnya ancaman terhadap penonton 
bioskop. Perusahaan itu merilisnya secara online melalui 
YouTube dan situs lainnya.

Para peretas menggunakan alias dan akun yang sama 
dari serangan Sony ketika mereka mengirim email spear-
phishing kepada beberapa kontraktor pertahanan A.S., 
termasuk Lockheed Martin, dan kontraktor lainnya di 
Korea Selatan, demikian ungkap para pejabat.

Pengaduan pidana itu mengatakan bahwa para peretas 
melakukan beberapa serangan dari tahun 2014 hingga 
2018, berusaha mencuri lebih dari 14,5 triliun rupiah 
(1 miliar dolar A.S.) dari bank-bank di seluruh dunia. 
Investigasi terus berlanjut.

Peretas juga menarget industri teknologi dan mata 
uang virtual, serta kalangan akademi dan utilitas listrik, 
demikian ujar pihak berwenang.

“Kasus ini membutuhkan perhatian baik Anda 
seorang individu, bisnis kecil, atau perusahaan besar,” 
ungkap Agen Khusus FBI Jennifer Boone. “Istilah yang 
akan Anda lihat dalam pengaduan itu, seperti lubang air 
dan pintu belakang, tidak terdengar mengancam, tetapi 
kenyataannya, istilah ini menggambarkan teknik siber 
berbahaya yang mendatangkan malapetaka pada sistem 
komputer dan kehidupan kita.”

Pakar keamanan siber mengatakan sebagian dari 
program WannaCry menggunakan kode yang sama 
dengan malware yang sebelumnya didistribusikan oleh 
kelompok peretas yang dikenal sebagai Grup Lazarus, 
yang diyakini bertanggung jawab atas peretasan Sony.

Pengaduan itu mengatakan bahwa Park berada di tim 
programmer yang dipekerjakan oleh organisasi bernama 
Chosun Expo yang beroperasi di Dalian, Tiongkok, dan 
digambarkan oleh FBI sebagai “perusahaan samaran 
pemerintah.”

Situs web yang terdaftar di Korea Utara yang 
menggunakan nama perusahaan itu menggambarkannya 
sebagai “perusahaan internet pertama” di negara itu, 
yang didirikan pada tahun 2002.

Situs web Chosun Expo versi tahun 2015 mengatakan 
bahwa perusahaan itu berfokus pada permainan, 
perjudian, pembayaran elektronik, dan perangkat lunak 
pengenalan gambar. Perusahaan itu dalam banyak 
cara tampak seperti perusahaan teknologi umum yang 
membanggakan kepuasan pelanggan dan bakat teknologi 
informasi keperintisannya. Pada Juli 2016, catatan arsip 
internet menunjukkan bahwa perusahaan itu menghapus 
rujukan ke Korea Utara dari halaman berandanya. Situs 
tersebut kemudian menghilang dari web.

Ini adalah pertama kalinya Departemen Kehakiman 
A.S. mengajukan tuntutan pidana terhadap peretas yang 
dikatakan berasal dari Korea Utara. Dalam beberapa 
tahun terakhir ini, Departemen Kehakiman A.S. telah 
mendakwa peretas dari Tiongkok, Iran, dan Rusia 
dengan harapan mempermalukan negara-negara lain 
secara terbuka karena mensponsori serangan siber 
terhadap perusahaan-perusahaan A.S.

Pada tahun 2014, misalnya, pemerintahan Obama 
mendakwa lima peretas militer Tiongkok atas 
serangkaian pembobolan digital di beberapa perusahaan 
Amerika. Penangkapan serupa terus berlanjut di 
bawah Presiden Trump. A.S. pada Desember 2018 
mengungkapkan dakwaan terhadap tersangka peretas 
Tiongkok Zhu Hua dan Shang Shilong, yang didakwa 
atas konspirasi untuk melakukan intrusi komputer, 
konspirasi untuk melakukan penipuan informasi dan 
transaksi elektronik, dan pencurian identitas berat. 
Kedua pria itu merupakan bagian dari kelompok peretas 
yang dikenal sebagai Advanced Persistent Threat 10.

Hanya dua bulan sebelumnya, petugas intelijen 
Tiongkok dan peretas yang bekerja untuk petugas 
intelijen Tiongkok didakwa melakukan spionase 
komersial yang mencakup mencoba mencuri informasi 
tentang mesin jet komersial. Surat dakwaan tersebut 
menyebutkan dua petugas yang bekerja di cabang 
intelijen asing Kementerian Keamanan Negara 
Tiongkok yang bermarkas di Nanjing dan enam 
terdakwa lainnya yang diduga berkonspirasi untuk 
mencuri teknologi mesin turbofan.

Iran juga terlibat. Pada Maret 2018, A.S. 
mengumumkan dakwaan pidana terhadap jaringan 
peretas Iran yang menarget kekayaan intelektual ratusan 
universitas A.S. dan asing, serta lusinan perusahaan dan 
lembaga pemerintah A.S.

Adapun untuk peretasan terhadap Sony, Departemen 
Keuangan menambahkan nama Park Jin Hyok ke daftar 
sanksinya, yang melarang bank yang melakukan bisnis di 
A.S. untuk menyediakan rekening kepadanya atau Chosun 
Expo. Park, yang usianya tidak diketahui, didakwa dengan 
dua tuduhan dugaan konspirasi untuk melakukan penipuan 
komputer, informasi, dan transaksi elektronik — tindak 
pidana yang bisa dikenai hukuman penjara hingga 25 tahun.

Pemerintah A.S. 
mendakwa Park 
Jin Hyok, seorang 
programmer komputer 
yang dituduh bekerja 
untuk pemerintah 
Korea Utara, pada 
September 2018 
karena melakukan 
serangkaian 
serangan siber yang 
menghancurkan.
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ERA BARU
KEMBALINYA PERSAINGAN KEKUATAN BESAR MENGABURKAN 
BATASAN ANTARA KONFLIK DAN PERDAMAIAN

KOL. (PURN.) ARTHUR TULAK/ANGKATAN DARAT A.S.

Dunia saat ini tidak berperang, tetapi juga tidak benar-benar 
dalam kondisi damai. Untuk membantu memvisualisasikan 
kompleksitas dan ruang lingkup lingkungan keamanan 
abad ke-21, kunjungi Pelacak Konflik Global (Global 
Conflict Tracker) online dari Council on Foreign Relations 
(halaman 14). Peta itu menunjukkan 25 konflik yang sedang 
berlangsung — enam di antaranya dinilai memiliki potensi 
dampak kritis terhadap kepentingan strategis A.S., dan enam 
di antaranya ditandai sebagai sengketa teritorial. Sengketa ini 
termasuk konflik ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
dan Rusia yang berhaluan komunis mengajukan klaim atas 
wilayah berdaulat atau hak maritim negara-negara lain, tetapi 
tidak semua sengketa yang belum terselesaikan tersebut 
dimasukkan, sehingga konflik saat ini dan potensi konflik 
sebenarnya lebih banyak jumlahnya.

Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy 
- NSS) A.S., yang diterbitkan pada Desember 2017, dan 
Strategi Pertahanan Nasional, yang diterbitkan pada Maret 
2018, telah mempertajam fokus nasional pada persaingan 
dan konflik antarnegara dan meningkatkan kebutuhan untuk 
penangkalan yang efektif.

Dalam pendekatan baru itu, penangkalan kembali menjadi 
prioritas dalam menanggapi tindakan agresif dan kebijakan 
negara-negara besar yang berusaha merongrong dan 
menggulingkan tatanan dunia saat ini. 

Bangkitnya kembali minat pada penangkalan sejalan 
dengan kemunduran dalam lingkungan keamanan, yang oleh 
Angkatan Darat A.S. telah digambarkan sebagai “dunia yang 
kompleks” yang terus berubah, ketika musuh yang diantisipasi 
beroperasi dengan keunggulan lini interior, sembari juga 
menerjunkan sistem tempur yang semakin modern dan 
meningkat kemampuannya. Tidak mengherankan, di 
Eropa, tempat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) 
menghadapi kebangkitan dan revisionis Rusia, penangkalan 
hadir kembali ketika NATO sekali lagi mengkaji ulang peran 
penangkalan untuk mencegah perang. Di Indo-Pasifik, A.S. 
dan sekutu serta mitranya berkolaborasi untuk menangkal 
RRT yang berupaya melakukan ekspansi lebih lanjut ke arah 
timur dengan mengorbankan negara-negara tetangganya, dan 
terus berkembangnya klaim ruang udara dan laut RRT yang 
diperoleh melalui cara militer.

P E N A N G K A L A N

Prajurit Pasukan Bela Diri Darat Jepang 
menjaga kendaraan peluncur pencegat 
rudal permukaan-ke-udara Patriot Advanced 
Capability-3 di Area Latihan Narashino di 
Funabashi, prefektur Chiba, bagian timur Tokyo.  
THE ASSOCIATED PRESS
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NSS 2017 mencantumkan musuh 
potensial Amerika Serikat dengan 
urutan sebagai berikut: Tiongkok 
dan Rusia, diikuti oleh Korea Utara 
dan Iran, yang semuanya telah 
mengalami pertumbuhan luar biasa 
dalam kemampuan militer utama yang 
dirancang untuk melawan strategi, 
operasi, akses medan, konsep perang, 
dan sistem persenjataan A.S. Demikian 
juga, rencana strategis gabungan 
Departemen Luar Negeri A.S. dan 
Badan Pembangunan Internasional 
A.S. (USAID) menyiratkan bahwa RRT 
mengancam tatanan berbasis aturan 
internasional.

Di seluruh dunia, Amerika Serikat 
menghadapi musuh yang memiliki 
kemampuan hampir setara yang 
berusaha mematahkan aliansi A.S. 
dan mengalahkan sekutu dan mitra 
keamanan A.S. di bawah ambang batas 
konflik bersenjata, menggunakan 
perang hibrida, yang “menantang 
metrik penangkalan tradisional dengan 
melakukan operasi yang membuat 
perbedaan antara perdamaian dan 
perang menjadi tidak jelas,” demikian 
menurut doktrin Angkatan Darat A.S.  

NSS 2017 secara konsisten 
mengidentifikasi RRT dan Rusia 
sebagai menantang kekuatan, pengaruh, 
dan kepentingan A.S. sembari berupaya 
mengikis keamanan dan kemakmuran 
A.S. NSS juga mengarakterisasi kedua 
negara itu sebagai “kekuatan revisionis” 
dan menyatakan bahwa RRT berupaya 
untuk “menggusur Amerika Serikat di 
kawasan Indo-Pasifik.” Karakteristik 
bersama dari kedua negara itu adalah 
penggunaan perang hibrida dalam 
persaingan masa damai untuk mencapai 
tujuan militer di bawah ambang batas 
yang akan memicu respons militer 
langsung dan potensi konflik militer 
yang lebih besar, demikian menurut 
Konsep Kampanye Terpadu Gabungan 
Kepala Staf Gabungan A.S. yang 
diterbitkan pada Maret 2018. Ketika 
musuh potensial A.S. terus mengejar 
ketinggalan terhadap kemampuan A.S. 
dan melakukan penaklukan wilayah 
yang agresif, “risiko benar-benar 
mengalami perang besar jauh lebih 
signifikan daripada sebelumnya,” 
ungkap Michael Mazarr, seorang  
analis Rand.

PERANG HIBRIDA
Strategi Militer Nasional A.S. yang 
diterbitkan pada tahun 2015 adalah 
strategi pertama yang menyebut 
tentang perang hibrida. Perang hibrida 
digambarkan sebagai perpaduan dari 
geng konvensional, non-konvensional, 
penegak hukum, dan kriminal, perang 
informasi, perang media, dan bahkan 
cara dan metode teroris dalam tindakan 
disengaja yang dilakukan oleh militer, 
paramiliter, tentara bayaran, dan pasukan 
nonmiliter untuk mencapai tujuan militer 
tradisional, termasuk pengendalian atau 
penaklukan teritorial. Perang hibrida 
berupaya menciptakan ketidakpastian 
dengan meningkatkan ambiguitas 
tujuan nasional dan keterlibatan resmi, 
memberikan penyangkalan yang masuk 
akal. Perang hibrida juga berupaya 
menyulitkan pengambilan keputusan 
musuh tentang cara merespons dengan 
tepat dan memperlambat koordinasi 
respons yang efektif.

Dengan cara ini, negara-negara yang 
mengerahkan perang hibrida melakukan 
operasi dengan cara yang dirancang 
untuk menghindari memicu konflik 
militer yang lebih besar. Seperti yang 
dikatakan oleh Menteri Pertahanan A.S. 
saat itu Jim Mattis, kekuatan revisionis 
dan rezim jahat saat ini mengerahkan 
teknik perang hibrida seperti “korupsi, 
praktik ekonomi predator, propaganda, 
subversi politik, proksi, dan ancaman 
atau penggunaan kekuatan militer 
untuk mengubah fakta di lapangan.” 

Sebagaimana digunakan oleh RRT 
dan Rusia, perang hibrida mengganggu 
dan menghindari upaya penangkalan 
tradisional dengan menggunakan 
kombinasi pihak pengganti dan proksi, 
bersama dengan pasukan militer, 
paramiliter, dan nonmiliter yang 
didukung oleh perang informasi, 
subversi, paksaan, dan perang non-
konvensional. Konsep Kampanye 
Terpadu Gabungan A.S. memprediksi 
bahwa persaingan antarnegara yang 
menantang Amerika Serikat akan terus 
berlanjut dan bertahan lama dan bahwa 
musuh akan terus menggunakan teknik 
perang hibrida dan paksaan dalam 
mencapai tujuan strategis mereka.

Rezim diktator sekarang 
berupaya melakukan penaklukan 
teritorial dengan cara militer secara 

Prajurit Ukraina membawa salib 
untuk ditempatkan di depan 
Kedutaan Besar Rusia di Kiev, 
Ukraina, pada 29 Agustus 2018, 
untuk melambangkan Prajurit 
Ukraina yang gugur dalam perang 
yang sedang berlangsung di 
Ukraina bagian timur.  
THE ASSOCIATED PRESS

Pesawat jet tempur J15 memadati 
kapal induk pengangkut 
pesawat terbang pertama yang 
dioperasikan Republik Rakyat 
Tiongkok, Liaoning, pada April 
2018 sebagai bagian dari latihan 
tempur dengan amunisi aktif di 
Laut Cina Timur yang memicu 
kegusaran negara-negara 
tetangganya.  AGENCE FRANCE-PRESSE
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simultan di medan Eropa dan Pasifik untuk pertama 
kalinya sejak Perang Dunia II. RRT, menggunakan 
armada pengerukan samudra terbesar di dunia, telah 
menciptakan pulau-pulau buatan di atas fitur maritim 
yang berada dalam zona ekonomi eksklusif negara-
negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan sangat jauh dari 
pantai Tiongkok. Setelah memperoleh pulau-pulau itu 
dengan perang hibrida, RRT membangun landasan udara 
yang mampu menangani pesawat pengebom strategis 
antarbenua, memasang tempat perlindungan pesawat 
tempur yang diperkuat pengamanannya, rudal anti-
pesawat terbang dan anti-kapal, dan banyak lagi. Salah 
satu contoh paling terkenal dari pertarungan ini adalah 
Scarborough Shoal, yang hanya berjarak 354 kilometer 
dari Manila, ibu kota Filipina, tetapi 2.658 kilometer 
dari pantai terdekat Tiongkok. Fitur maritim ini, yang 
dulunya merupakan tempat penangkapan ikan populer 
bagi nelayan Filipina, sekarang dipatroli oleh Milisi 
Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat RRT dan Pasukan 
Penjaga Pantai Kepolisian Bersenjata Rakyat Tiongkok 
— keduanya diawasi dari kejauhan oleh Angkatan Laut 
Tentara Pembebasan Rakyat. RRT telah secara ekstensif 
melakukan militerisasi pada pos-pos terluar lainnya di 
Kepulauan Paracel dan Laut Cina Selatan sehingga 
meningkatkan ketegangan di kawasan itu. 

Di Eropa, Rusia menggunakan perang hibrida untuk 
mendukung perebutan Krimea dari Ukraina pada tahun 
2014, dan untuk memulai dan memicu pemberontakan 
di kawasan Donbass di Ukraina timur. Di sana, Rusia 

telah mengerahkan senjata perang elektronik canggih 
dan kendaraan udara tak berawak untuk mendukung 
penargetan dan pengintaian, tank modern, dan bahkan 
sistem rudal anti-pesawat terbang canggih. Sistem rudal 
ini, yang diawaki oleh tentara Rusia yang menyamar 
sebagai separatis, berhasil menembak jatuh pesawat 
Malaysia Airlines Nomor Penerbangan 17, menewaskan 
298 warga sipil pada tahun 2014. Rusia mendorong perang 
hibrida mereka ke daerah baru dengan menggunakan 
tentara bayaran di Suriah untuk meluncurkan serangan 
darat terhadap pasukan A.S., dan serangan perang 
elektronik terhadap pesawat terbang A.S. meningkat, 
demikian yang dilaporkan Jane’s Defence Weekly. 

Apa yang sangat mengkhawatirkan dari contoh-
contoh perang hibrida di atas adalah bahwa setelah 
menguasai wilayah dengan menggunakan pasukan 
hibrida dalam operasi militer, RRT dan Rusia kemudian 
mengerahkan kemampuan militer canggih yang baru 
saja diuraikan untuk menduduki dan mempertahankan 
wilayah yang mereka peroleh. RRT dan Rusia kemudian 
memproyeksikan kekuatan tempur di sepanjang lingkar 
jangkauan yang terus berkembang, memperluas kendali 
ruang pertempuran mereka melalui kemampuan anti-
akses dan penolakan area (anti-access and area denial 
- A2/AD), sembari menggunakan beragam strategi yang 
akan menunda dan menyulitkan pengerahan militer A.S. 
dalam kondisi krisis. 

Konsep penangkalan konvensional sedang ditantang 
dengan cara-cara baru oleh perang hibrida, ketika 
lawan menggunakan metode ini untuk terus mencapai 

PELACAK KONFLIK GLOBAL

DAMPAK PADA 
KEPENTINGAN A.S.

KRITIS

SIGNIFIKAN

TERBATAS

Sumber: Council on Foreign Relations Center for Preventive Action, November 2018; 
https://www.Cfr.Org/interactives/global-conflict-tracker#!/Global-conflict-tracker
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kemenangan teritorial, tanpa berperang, sembari 
mengubah geometri medan pertempuran untuk 
keunggulan tempur mereka di masa depan, semisal terjadi 
konflik bersenjata.

ZONA ABU-ABU 
Dari contoh-contoh sebelumnya, jelas terlihat bahwa A.S. 
terjerat dalam konflik baru dengan RRT dan Rusia terkait 
perbedaan ideologis, konflik yang dilaksanakan dengan 
metode yang tidak menggunakan aksi militer terang-
terangan secara berkelanjutan tanpa memutus hubungan 
diplomatik. Penangkalan konvensional tradisional yang 
dirancang untuk menangkal konflik bersenjata sebagian 
besar telah gagal untuk menangkal perang hibrida yang 
berhasil digunakan oleh RRT dan Rusia.

Konsekuensi dari strategi penangkalan yang gagal itu 
adalah siklus yang tampaknya terjadi secara terus-menerus 
dari negara-negara pesaing yang menggunakan perang 
hibrida untuk merampas wilayah guna mengendalikan 
ruang pertempuran, diikuti oleh rangkaian ancaman 
A2/AD melalui pengerahan sistem persenjataan untuk 
menangkal akses masuk, didukung oleh kampanye 
informasi reguler yang menyerang kekuatan dan kohesi 
aliansi dan kemitraan keamanan A.S. Amerika Serikat dan 
sekutunya memiliki kebutuhan mendesak untuk memutus 
siklus itu melalui penangkalan, dan upaya ini harus 
dilakukan selama fase persaingan (masa damai). NSS A.S. 
yang baru membahas mengenai hal ini, menyoroti bahwa 
penangkalan saat ini “jauh lebih kompleks untuk dicapai 
daripada selama Perang Dingin.”

Lingkungan keamanan baru pada abad ke-21 
menghadirkan kondisi baru “penangkalan tertantang,” 
yang telah didefinisikan oleh Angkatan Darat dan 
Korps Marinir A.S. sebagai “efektivitas penangkalan 
konvensional A.S. yang dipertanyakan baik oleh 
penggunaan tindakan di bawah ambang batas konflik 
yang dilakukan musuh untuk mencapai tujuan strategis, 
maupun oleh kemampuan potensial musuh untuk 
melakukan tindakan agresif dan mengonsolidasikan 
keuntungan dengan cepat sebelum A.S. dan sekutu dapat 
merespons.” 

Konsep penangkalan tertantang itu menyoroti dampak 
subversi, perang informasi, perang hibrida, dan non-
konvensional pada penangkalan konvensional, ketika 
negara yang menggunakan metode ini akan menggunakan 
cara dan metode hibrida untuk mengeksploitasi peluang, 
sementara itu secara bersamaan menghindari tanggung 
jawab dan keterlibatan dalam tindakan pasukan hibrida.

OPSI RESPONS A.S.
Konsep tradisional penangkalan sangat jelas, seperti 
yang dijelaskan oleh para analis di Brookings Institution: 
“Membujuk musuh potensial bahwa risiko dan biaya dari 
tindakan yang diusulkannya jauh lebih besar daripada 
keuntungan apa pun yang mungkin ingin dicapai.” Mazarr 
dari Rand menyediakan kerangka kerja penangkalan, 
menjelaskan bahwa penangkalan bisa bersifat langsung 

atau diperluas, umum atau segera. Penangkalan 
langsung ditandai oleh upaya untuk mencegah musuh 
menyerang A.S. dan wilayah serta harta bendanya, 
sementara penangkalan yang diperluas bertujuan untuk 
menangkal serangan dan agresi terhadap sekutu dan 
mitra A.S. Penangkalan yang diperluas lebih menantang 
daripada penangkalan langsung, dengan mengandalkan 
proyeksi pasukan kredibel yang dapat diandalkan untuk 
memperkuat sekutu atau mitra yang terancam. Ketika 
penangkalan yang diperluas A.S. gagal, seperti yang terjadi 
dalam Perang Korea dan sebelum operasi Desert Shield, 
maka akan diikuti oleh perang yang mahal. Menurut 
Mazarr, penangkalan umum adalah upaya mapan dalam 
fase persaingan, atau dalam situasi non-krisis. Sebaliknya, 
penangkalan segera adalah upaya jangka pendek dan 
mendesak untuk mencegah serangan yang akan segera 
terjadi yang akan dianggap sebagai fase krisis. Pengerahan 
pasukan dan kemampuan ke garis depan yang melakukan 
penangkalan umum dalam fase persaingan menyediakan 
pasukan terlatih dan siap tempur yang dapat merespons 
krisis untuk penangkalan segera. 

Telah muncul beberapa pelajaran yang dapat dipetik 
mengenai penangkalan perang hibrida, demikian 
kesaksian yang diberikan oleh Dr. Christopher Chivvis, 
seorang ilmuwan politik senior Rand Corp., pada tahun 
2017 di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR A.S. 
Pertama, pasukan militer saja tidak dapat menangkal 
strategi perang hibrida: Para ahli berpendapat bahwa 
penangkalan yang efektif akan membutuhkan upaya 
dan kemampuan nonmiliter, seperti diplomasi dan 
bantuan asing. Kedua, menanggapi tindakan perang 
hibrida dengan sekadar mengerahkan pasukan ke daerah 
kejadian biasanya tidak cukup, meskipun dikerahkan 
dengan cepat, karena tindakan musuh ini dirancang untuk 
terungkap “di bawah radar,” dengan sengaja menunda dan 
membingungkan pembuatan keputusan Amerika Serikat 
dan sekutu untuk mencapai tujuan sebelum pasukan yang 
bersahabat mampu menegaskan pengaruhnya.

Ketiga, strategi perang hibrida senantiasa berlangsung, 
tersebar di seluruh ruang pertempuran, memodulasi 
amplitudo aksi, mengambil keuntungan dari peluang di 
zona abu-abu di antara perdamaian dan krisis, yang saat 
ini dikenal sebagai “fase persaingan,” dan penggunaan 
pasukan militer pada peristiwa yang diakui sebagai krisis 
yang membutuhkan respons militer segera.

Konsep Kampanye Terpadu Gabungan menjelaskan 
bahwa “persaingan di bawah [ambang batas] konflik 
bersenjata membutuhkan cara berpikir yang berbeda 
tentang eskalasi dan penangkalan” dan menyediakan 
kerangka kerja tiga pilar untuk operasi militer dalam fase 
persaingan — tentang, lawan, dan tingkatkan. Contohnya, 
saat ini dimungkinkan untuk mempertahankan atau 
mengurangi efek dari serangan siber. Akan tetapi, 
penangkalan perlu difokuskan pada pembentukan perilaku 
aktor yang ditargetkan dan tindakan penangkalan (secara 
individu atau sebagai bagian dari kampanye yang lebih 
besar) di atas ambang batas tertentu, dan bukannya 
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mencegah semua bentuk serangan siber, yang tidak 
mungkin dilakukan. 

Penangkalan dalam dunia kompleks yang ditandai 
oleh perang hibrida dan A2/AD dapat dicapai dengan 
melakukan operasi dan kegiatan militer dalam fase 
persaingan yang dirancang untuk mencapai efek dalam 
kerangka kerja ini. Upaya untuk mencegah pesaing 
mencapai tujuannya dan meningkatkan posisi strategis 
keseluruhan, upaya untuk mencegah musuh mencapai 
keuntungan lebih lanjut, dan upaya menentang tindakan 
musuh yang berusaha untuk mendapatkan kemungkinan 
hasil strategis (sasaran kebijakan) terbaik, sembari 
mengelola risiko.

Upaya pencegahan dalam persaingan dapat dicapai 
dengan menggunakan pasukan konvensional untuk 
memperkuat kemampuan konvensional dan tidak 

beraturan dari sekutu dan mitra A.S. dan dengan 
beroperasi di area atau ruang yang ingin dikendalikan oleh 
musuh. Komando Pelatihan dan Doktrin Angkatan Darat 
A.S. menjelaskan pendekatan ini sebagai “menunjukkan 
kemampuan untuk mengubah ruang yang dapat 
ditolak musuh menjadi ruang yang disengketakan dan 
menunjukkan kemampuan untuk bermanuver dari jarak 
operasional dan strategis.”

Dalam lingkungan yang kompleks ini, upaya penangkalan 
untuk menentang tindakan musuh akan membutuhkan 
tindakan yang dapat diamati, karena model postur pasukan 
medan statis saja tidak cukup untuk menangkal perang 
hibrida. Yang diperlukan untuk mengalahkan agresi 
adalah dengan secara aktif mengacaukan sistem musuh 
yang memungkinkan pendekatan operasionalnya untuk 
menggunakan perang hibrida.

K onsep penangkalan tradisional 
di era modern dicontohkan 
oleh “konflik beku” garis 

depan Perang Dingin di sepanjang 
perbatasan dalam negeri Jerman 
dan Korea. Laporan Rand Corp. 
pada tahun 2008 memprediksikan 
bahwa penangkalan sekali lagi 
akan tampil secara menonjol dalam 
strategi keamanan dan pertahanan 
nasional A.S. dan menyarankan 
bahwa memahami logika penangkalan 
Perang Dingin akan sangat penting 
untuk mengembangkan penangkalan 
yang efektif terhadap pesaing yang 
memiliki kemampuan setara/hampir 
setara, kekuatan regional, dan aktor 
non-negara. Karakter konflik beku ini 
adalah bahwa pasukan konvensional 
yang ditempatkan di garis depan siap 
untuk terlibat dalam pertempuran 
di dalam geometri tiga bidang 
keterlibatan medan perang yang 
dikenal dengan baik: dekat, dalam, 
dan belakang. Dalam situasi ini, 
pasukan konvensional, yang didukung 
oleh pasukan nuklir taktis, medan, 
dan strategis, menahan pasukan 
lawan dari jarak jauh. 

Ruang pertempuran ekstensif yang 
menjadi fokus bagi NATO dan militer 
Pakta Warsawa dibatasi di bagian 
utara dan selatan oleh laut Baltik 
dan Mediterania, diorganisasikan ke 

dalam sektor-sektor Grup Angkatan 
Darat, dan dipisahkan oleh Tirai 
Besi. Pasukan yang siap siaga 
dan ditempatkan di garis depan, 
didukung dengan persediaan perang 
yang sudah disiapkan sebelumnya, 
melakukan latihan tahunan untuk 
mempraktikkan rencana perang 
dan menunjukkan kesiapan segera. 
Ini juga telah menjadi model bagi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Komando Pasukan Gabungan, yang 
menempatkan pasukan Amerika 
Serikat dan Korea Selatan untuk siap 
mengambil tindakan di sepanjang 
Zona Demiliterisasi (DMZ) guna 
melawan militer Korea Utara. Medan 
tempur Perang Dingin ini cocok 
dengan pola ruang pertempuran yang 
berdekatan, terdefinisi dengan baik, 
dan sebagian besar terkurung, dengan 
sedikit ruang untuk bermanuver 
karena kurangnya ruang yang tidak 
disengketakan di garis depan. Dalam 
kedua kasus, perbatasan merupakan 
lini pertahanan pertama dalam postur 
“pertahanan ke depan.”   

Medan tempur Perang Dingin dari 
konflik-konflik beku ini tidak melihat 
pergerakan garis depan, yang tetap 
statis sampai berakhirnya Perang 
Dingin di Eropa dan masih ditempatkan 
hingga sekarang di Semenanjung 
Korea. Ruang yang disengketakan 

itu sesekali dipenuhi oleh kobaran 
api mendadak, demonstrasi di dekat 
medan perang utama, dan oleh 
perang proksi di Asia, Afrika, Amerika 
Selatan, dan Amerika Tengah. Sebagai 
perbandingan, garis depan lingkungan 
keamanan abad ke-21 sedang 
berubah, karena perbatasan nasional 
digeser oleh cara dan metode perang 
hibrida yang tidak beraturan, dan 
kemudian dikuasai dan dipertahankan 
oleh pasukan militer konvensional dan 
kemampuan anti-akses dan penolakan 
area (A2/AD). 

Dengan pengecualian DMZ di 
Semenanjung Korea tempat Perang 
Dingin pertama tidak pernah berakhir, 
ruang pertempuran saat ini di Indo-
Pasifik ditandai dengan pasukan yang 
berlawanan yang dipisahkan oleh 
jarak yang sangat jauh. Sebagian 
besar ruang pertempuran, atau ruang 
persaingan itu, yang berada di antara 
berbagai pasukan ini disengketakan, 
seperti yang ditunjukkan oleh operasi 
kebebasan navigasi Angkatan 
Laut A.S., klaim teritorial tumpang 
tindih, dan upaya berbagai negara 
untuk menegaskan kontrol fisik 
dalam mendukung klaim mereka. 
Lingkungan ini memberikan banyak 
peluang bagi musuh yang beroperasi 
sesuai dengan aturan perang hibrida 
mereka sendiri.

PENANGKALAN SEBAGAI PRAKARSA 
YANG KOMPLEKS DAN BERBEDA
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TUGAS YANG MENANTANG
Jika A.S. dan sekutu serta mitranya berniat menghentikan 
kemajuan musuh, perang hibrida harus ditentang dengan 
lebih dari sekadar demonstrasi pasukan dan kemampuan. 
Kemajuan musuh di garis depan harus diblokir dengan 
mengubah area yang menurut musuh dikendalikan atau 
dapat dikendalikan menjadi ruang yang disengketakan. 
Penangkalan efektif, yang mencegah musuh mengerahkan 
perang hibrida, atau memulai konflik bersenjata terbuka, 
mengharuskan A.S. dan sekutu serta mitranya mengalahkan 
sistem musuh selama fase persaingan masa damai.

Rusia sekarang dalam keadaan konfrontasi permanen 
dengan Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, 
demikian menurut Jenderal Valery Gerasimov, kepala staf 
angkatan darat Rusia. Agresi Rusia yang biasa disebut 
Doktrin Gerasimov baru-baru ini ditampilkan pada 26 
November 2018, ketika kapal pasukan penjaga pantai 
Rusia menabrak, menembaki, naik, dan menyita tiga 
kapal Angkatan Laut Ukraina yang melakukan transit 
secara damai di Selat Kerch yang disengketakan yang 
memisahkan Laut Azov dan Laut Hitam. Kapal-kapal 
penegak hukum Rusia menggunakan asimetri pasukan 

untuk menyerang kapal-kapal militer Ukraina, melukai 
dua pelaut, memenjarakan awak kapal, dan menyita kapal-
kapal itu, demikian yang dilaporkan Associated Press. 

Di Indo-Pasifik, Tiongkok yang berhaluan komunis 
telah meningkatkan ketegangan, menunjukkan “mentalitas 
Perang Dingin” yang dituduhkannya kepada Amerika 
Serikat dan sekutunya. Berbicara sebagai panglima 
tertinggi pasukan militer Tiongkok, selama tur di 
beberapa komando militer, Xi Jinping mengatakan kepada 
para laksamana dan jenderalnya untuk “mempersiapkan 
perang” dan untuk meningkatkan perlawanan terhadap 
operasi Kebebasan Navigasi A.S. di perairan internasional, 
demikian menurut laporan Australia News Corporation. 
Ancaman aksi militer Xi itu menyusul manuver agresif 
aktual yang dilakukan oleh Lanzhou, Kapal Perusak 
Kelas Luyang Angkatan Laut Tiongkok, terhadap USS 
Decatur pada 30 September 2018. Konfrontasi berbahaya 
itu melanggar Konvensi tentang Peraturan Internasional 
untuk Mencegah Tabrakan di Laut dan Pedoman 
untuk Pertemuan yang Tidak Terencana di Laut, yang 
ditandatangani Tiongkok pada tahun 2014, demikian 
menurut laporan Maritime Executive pada Oktober 2018.

ARAH MASA DEPAN 
Dengan serangkaian strategi 
keamanan, pertahanan, dan 
diplomasi terbaru, A.S. memiliki 
kerangka kerja yang koheren 
untuk melawan kegiatan 
musuh. Lebih banyak sumber 
daya, termasuk pasukan yang 
lebih besar, dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan kebijakan 
ini dan memungkinkan strategi 
ini. Saat ini dunia menjadi lebih 
kompleks, lebih fluktuatif, tidak 
pasti, dan ambigu daripada 
bertahun-tahun sebelumnya. 
Jenderal Martin Dempsey, 
ketua Kepala Staf Gabungan 
saat itu, mengatakan bahwa 
lingkungan keamanan global 
saat ini merupakan lingkungan 
“yang paling tak terduga yang 
pernah saya lihat dalam 40 tahun 
berdinas.” Ini merupakan kondisi 
keamanan yang harus diikuti 
oleh para profesional militer dan 
warga.  o

Pelaut Angkatan Laut A.S. 
mengawasi perairan dari 
anjungan operasi USS Carl 
Vinson selama latihan 
kebebasan navigasi rutin di 
Laut Cina Selatan pada Maret 
2017.  REUTERS
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B
eroperasi di luar batas norma-norma global 
untuk mencuri rahasia teknologi dan 
perusahaan, Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) menempuh kebijakan agresi ekonomi 
yang mengancam keamanan kekayaan 

intelektual dan membahayakan ekonomi global, demikian 
ungkap laporan Gedung Putih.

Dalam analisisnya, “How China’s Economic 
Aggression Threatens the Technologies and Intellectual 
Property of the United States and the World (Bagaimana 
Agresi Ekonomi Tiongkok Mengancam Teknologi dan 
Kekayaan Intelektual Amerika Serikat dan Dunia),” 
Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung 
Putih mengatakan bahwa RRT ingin memperoleh 
industri teknologi tinggi yang sedang berkembang yang 
akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan, 
termasuk kemajuan dalam industri pertahanan.

“Republik Rakyat Tiongkok telah mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga menjadi 
ekonomi terbesar kedua di dunia sembari memodernisasi 
basis industrinya dan meningkatkan rantai nilai 
globalnya,” ungkap laporan yang diterbitkan pada Juni 
2018 itu. “Akan tetapi, banyak dari pertumbuhan ini 
sebagian besar dicapai melalui tindakan, kebijakan, dan 
praktik agresif yang berada di luar norma dan aturan 
global (secara kolektif, agresi ekonomi).”

Sasaran strategis RRT, menurut laporan “Foreign 
Economic Espionage in Cyberspace (Spionase Ekonomi 
Asing di Ruang Siber)” pada tahun 2018 yang dibuat 
oleh National Counterintelligence and Security Center 
(NCSC), adalah untuk mencapai kekuatan nasional 
yang komprehensif, model pertumbuhan ekonomi yang 
digerakkan oleh inovasi, dan modernisasi militer. Untuk 
mencapai sasaran ini, kebijakan industri RRT bertujuan 
untuk “memperkenalkan, mencerna, menyerap, dan 
menginovasi kembali” teknologi dan kekayaan intelektual 
dari seluruh dunia, demikian ungkap laporan Gedung Putih.

 Metode RRT mencakup pencurian kekayaan 
intelektual yang disponsori negara, spionase siber, 
penghindaran undang-undang pengendalian ekspor, 

pemalsuan, dan pembajakan, demikian ujar laporan itu. 
“Tiongkok tampaknya melakukan kampanye spionase 
komersial terhadap perusahaan A.S. yang melibatkan 
... infiltrasi manusia untuk secara sistematis menembus 
sistem informasi perusahaan A.S. guna mencuri 
kekayaan intelektual mereka, menurunkan nilainya, dan 
memperolehnya dengan harga yang jauh lebih rendah,” 
demikian menurut Komisi Tinjauan Ekonomi dan 
Keamanan A.S.-Tiongkok.

Upaya RRT itu menarget inovasi perusahaan swasta 
dan pemerintah. Komisi independen tentang Pencurian 
Kekayaan Intelektual Amerika menyimpulkan bahwa 
RRT merupakan penyebab utama dalam kerugian antara 
3,26 kuadriliun rupiah (225 miliar dolar A.S.) hingga 
8,69 kuadriliun rupiah (600 miliar dolar A.S.) setiap 
tahunnya dari pencurian kekayaan intelektual. RRT 
juga menarget perekonomian negara-negara Indo-
Pasifik lainnya. SecureWorks, sebuah perusahaan yang 
berbasis di A.S. yang menyediakan keamanan informasi, 
mengatakan dalam sebuah laporan pada Oktober 2017 
bahwa kelompok yang berbasis di Tiongkok yang 
bernama Bronze Butler telah berusaha mencuri kekayaan 
intelektual perusahaan-perusahaan teknologi di Jepang 
sejak tahun 2012.

Analisis yang dilakukan oleh Unit Kontra Ancaman 
SecureWorks menemukan bahwa Bronze Butler 
mengeksploitasi kelemahan perangkat lunak yang tidak 
diketahui dan celah keamanan dalam sistem komputer, 
menciptakan pembobolan web strategis, dan juga 
menggunakan teknik yang disebut spearphishing, yang 
merupakan metode untuk memperoleh informasi sensitif 
dengan menyamar sebagai orang atau entitas tepercaya.

Terkadang, upaya RRT untuk mencuri rahasia 
teknologi itu memiliki aplikasi militer. Seorang pengusaha 
Tiongkok dijatuhi hukuman empat tahun penjara di 
A.S. pada Juli 2016 karena berkonspirasi untuk meretas 
jaringan komputer kontraktor pertahanan utama. Su Bin, 
51 tahun, dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam 
skema yang dirancang oleh perwira militer Tiongkok untuk 
mendapatkan informasi militer yang sensitif, termasuk 

STAF FORUM

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGGUNAKAN 
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desain yang berkaitan dengan pesawat angkut militer C-17 
dan pesawat jet tempur F-22 dan F-35. Dia menerima 
hukuman penjara 46 bulan dan diperintahkan untuk 
membayar denda 144,8 juta rupiah (10.000 dolar A.S.).

“Hukuman Su Bin adalah hukuman yang adil atas 
peran yang diakuinya dalam konspirasi dengan peretas 
dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat untuk 
mengakses secara ilegal dan mencuri informasi militer 
A.S. yang sensitif,” ungkap John Carlin, asisten jaksa 
agung di bidang keamanan nasional, dalam sebuah 
pernyataan.

Hanya beberapa tahun sebelumnya, para pejabat di 
perusahaan pelaporan kredit Equifax Inc. mengatakan 
kepada FBI dan Badan Intelijen Pusat (CIA) bahwa 
perusahaan itu menjadi korban spionase perusahaan 
yang dilakukan oleh RRT, demikian yang dilaporkan 
surat kabar The Wall Street Journal. Pejabat keamanan 
perusahaan itu pada tahun 2015 mengkhawatirkan bahwa 
mantan karyawan telah menghapus ribuan halaman 
informasi berhak milik sebelum meninggalkan perusahaan 
dan kembali ke Tiongkok.

Materi itu mencakup kode untuk produk yang 
direncanakan, file personel, dan manual. Yang menambah 
kecurigaan tersebut adalah fakta bahwa pemerintah 

Tiongkok pada waktu itu telah meminta delapan 
perusahaan untuk membantunya membangun sistem 
pelaporan kredit nasional. Kasus FBI itu akhirnya terhenti 
meskipun lembaga itu percaya bahwa telah terjadi 
pencurian rahasia dagang, demikian yang dilaporkan surat 
kabar itu. 

RRT menginvestasikan sumber daya yang sangat besar 
dalam mengumpulkan intelijen. Laporan Gedung Putih 
mengatakan bahwa Kementerian Keamanan Negara 
RRT mengerahkan 40.000 perwira intelijen di luar 
negeri dan memiliki lebih dari 50.000 perwira intelijen 
lainnya di Tiongkok daratan. Investasi ini memungkinkan 
RRT untuk bertanggung jawab atas 50 hingga 80 
persen pencurian kekayaan intelektual lintas perbatasan 
di seluruh dunia dan lebih dari 90 persen dari semua 
spionase ekonomi berbasis siber di Amerika Serikat, 
demikian menurut laporan dari Foundation for Defense 
of Democracies.

ANCAMAN SIBER
Tiongkok terlibat dalam upaya ekspansif untuk 
memperoleh teknologi A.S. dengan mengungkap rahasia 
dagang sensitif dan informasi berhak milik melalui 
spionase siber, demikian menurut laporan NCSC. 
Pencurian rahasia dagang saja dapat menyebabkan 
kerugian antara 2,6 kuadriliun rupiah (180 miliar dolar 
A.S.) hingga 7,8 kuadriliun rupiah (540 miliar dolar A.S.) 
di Amerika Serikat setiap tahunnya, demikian menurut 
laporan Gedung Putih.

Verizon bekerja dengan perusahaan swasta dan lembaga 
pemerintah untuk membuat studi intrusi siber tahun 
2012. Studi itu menganalisis lebih dari 47.000 insiden 
keamanan yang menyebabkan 621 pengungkapan data 
yang dikonfirmasi. Setidaknya 44 juta catatan dibobol. Dari 
pengungkapan yang terkait dengan spionase ekonomi, 96 
persen dikaitkan dengan “aktor ancaman di Tiongkok.”

MENGHINDARI UNDANG-UNDANG EKSPOR
Kadang-kadang, anggota intelijen RRT secara fisik 
membawa inovasi teknologi ke tanah air mereka untuk 
dipelajari dan digandakan. Pada September 2016, seorang 
hakim federal A.S. menjatuhkan hukuman hampir dua 
tahun penjara kepada seorang perempuan Tiongkok atas 

pengiriman suku cadang kendaraan selam secara ilegal 
ke sebuah universitas Tiongkok, termasuk beberapa yang 
dia masukkan dalam kopernya, demikian yang dilaporkan 
surat kabar Orlando Sentinel.

Amin Yu, yang berusia 55 tahun pada saat dijatuhi 
hukuman dan mantan karyawan di University of Central 
Florida, dituduh lalai mengungkapkan bahwa dia bekerja 
atas nama pemerintah Tiongkok dan berbohong tentang 
apa yang dia kirim ke Tiongkok. Dia mengaku bersalah 
atas tindakan mengekspor barang ke negara asing tanpa 
mendaftarkan diri sebagai agen asing dan berkonspirasi 
untuk melakukan pencucian uang internasional. Hakim 
Distrik A.S. Roy B. Dalton Jr. menjatuhkan hukuman 21 
bulan penjara kepadanya diikuti dengan dua tahun masa 
percobaan.

Yu, menurut Asisten Jaksa A.S. Daniel Irick, adalah 
bagian dari konspirasi yang melibatkan perusahaan 
samaran, rekening luar negeri, dan dokumen palsu, 

Verizon bekerja sama dengan perusahaan swasta dan lembaga 

pemerintah untuk membuat studi intrusi siber tahun 2012. 

Studi itu menganalisis lebih dari 47.000 insiden keamanan yang 

mengakibatkan 621 pengungkapan data yang dikonfirmasi.
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demikian yang dilaporkan Sentinel. Dia terlibat dalam 
transaksi ilegal sebesar 37,66 miliar rupiah (2,6 juta 
dolar A.S.).

Dalam negosiasi tuntutannya, dia mengaku bekerja 
untuk Harbin Engineering University, entitas milik 
negara RRT. Yu memperoleh sistem dan komponen 
untuk kendaraan selam laut dari beberapa perusahaan di 
Amerika Serikat dan mengekspornya ke Tiongkok untuk 
pengembangan kendaraan selam laut, kendaraan bawah 
laut tak berawak, kendaraan yang dioperasikan dari 
jarak jauh, dan kendaraan bawah air otonom, demikian 
menurut laporan Gedung Putih.

Kasusnya menggambarkan 
masalah signifikan bagi berbagai 
negara yang berusaha menegakkan 
undang-undang pengendalian 
ekspor — pertumbuhan teknologi 
penggunaan ganda yang 
memiliki aplikasi militer dan 
sipil. “Misalnya, teknologi mesin 
pesawat terbang memiliki aplikasi 
komersial yang jelas,” ungkap 
laporan Gedung Putih. “Ketika 
diperoleh oleh pesaing ekonomi 
dan militer strategis seperti 

Tiongkok, barang-barang komersial dapat dieksploitasi 
untuk keperluan militer.”

INFILTRASI MEDIA SOSIAL RRT
Seperti tindakan yang diambil oleh badan intelijen 
negara lain, Tiongkok telah menyusup ke situs media 
sosial di A.S. untuk merekrut sumber daya manusia. 
William Evanina, direktur Pusat Kontra Intelijen dan 
Keamanan Nasional, mengatakan kepada Reuters pada 
Agustus 2018 bahwa Beijing menggunakan LinkedIn, 
situs jejaring bisnis populer, dengan bebas untuk 
merekrut warga negara A.S. yang memiliki akses ke 

rahasia pemerintah dan komersial.
Dia mengatakan bahwa pejabat intelijen Tiongkok 

telah menghubungi ribuan anggota LinkedIn. 
Pemerintah Inggris dan Jerman sebelumnya 
memperingatkan bahwa RRT menggunakan situs media 
sosial untuk merekrut mata-mata potensial. Evanina 
mendesak LinkedIn, yang dimiliki oleh Microsoft Corp., 
untuk meniru tanggapan dari Twitter, Google, dan 
Facebook, yang semuanya membersihkan akun palsu 
yang terhubung dengan lembaga intelijen Iran dan Rusia. 

“Baru-baru ini saya melihat bahwa Twitter sedang 
membatalkan, saya tidak tahu, jutaan akun palsu, 
dan permintaan kami adalah mungkin LinkedIn bisa 
melakukan dan menjadi bagian darinya,” ungkap 
Evanina, yang mengepalai Pusat Kontra Intelijen dan 
Keamanan Nasional A.S. 

Meskipun Iran, Korea Utara, dan Rusia juga 
menggunakan LinkedIn dan platform lain untuk 
mengidentifikasi target intelijen, para pejabat intelijen 
A.S. mengatakan bahwa RRT merupakan ancaman 
terbesar. Reuters melaporkan bahwa sekitar 70 persen 
dari keseluruhan spionase Tiongkok ditujukan pada 
sektor swasta A.S., dan bukannya pemerintah, demikian 
ungkap Joshua Skule, kepala cabang intelijen FBI. 
“Mereka melakukan spionase ekonomi pada tingkat 
yang tak tertandingi dalam sejarah kita,” ungkapnya.

Para ahli telah mengeluarkan peringatan tentang 
kampanye agresif Tiongkok selama lebih dari setahun. 
Pada Juni 2017, para ahli mengatakan kepada Komite 
Hubungan Luar Negeri Senat A.S. bahwa peretas 
Tiongkok memusatkan perhatiannya pada perusahaan-
perusahaan A.S. Setelah adanya jeda singkat dalam 
aktivitas itu, tampak bahwa spionase siber terhadap 
perusahaan-perusahaan A.S. kembali ke “bisnis seperti 
biasa, yang berarti pencurian [kekayaan intelektual] 
besar-besaran di sisi sektor swasta,” ungkap Samantha 
Ravich, penasihat di Foundation for Defense of 

Pengusaha Tiongkok Su 
Bin dijatuhi hukuman 
hampir empat tahun 
penjara di A.S. pada 
tahun 2016 karena 
melakukan konspirasi 
untuk mencuri rahasia 
tentang pesawat 
terbang militer seperti 
pesawat jet tempur 
siluman F-35B.
REUTERS
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Democracies, kelompok cendekiawan yang berbasis di 
Washington, D.C.

Perlambatan dalam peretasan yang dilakukan pihak 
Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan Amerika 
terjadi setelah perjanjian tahun 2015 ketika Presiden 

A.S. saat itu Barack Obama dan 
Presiden Tiongkok Xi Jinping 
sepakat bahwa A.S. maupun 
Tiongkok “tidak akan melakukan 
atau dengan sengaja mendukung 
pencurian kekayaan intelektual yang 
dimungkinkan oleh siber, termasuk 
rahasia dagang atau informasi 
bisnis rahasia lainnya,” demi 
mencapai keunggulan komersial. 
Meskipun perusahaan intelijen siber 
melaporkan penurunan awal dalam 
spionase siber yang dilakukan oleh 
RRT pada tahun 2016, mereka 
mengeluarkan beberapa laporan 
pada tahun 2017 bahwa aktivitas itu 
kembali mengalami kenaikan. 

RRT juga menarget negara-
negara Eropa Barat melalui media 
sosial. Kantor Perlindungan 

Konstitusi Federal Jerman menduga pada akhir 
tahun 2017 bahwa intelijen Tiongkok menggunakan 
LinkedIn untuk menarget setidaknya 10.000 warga 
Jerman, mungkin untuk merekrut mereka sebagai 
informan. Surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung 
juga melaporkan pada Juni 2018 bahwa agen-agen 
Tiongkok menggunakan profil media sosial palsu untuk 
menghubungi anggota parlemen Jerman dan menawari 
mereka uang dengan imbalan keahlian dan pengetahuan 
orang dalam. Agen-agen itu akan mengundang mereka 

ke Tiongkok untuk mencoba menekan mereka agar 
mendapatkan informasi.

Badan intelijen domestik Jerman pada akhir 
tahun 2017 memublikasikan rincian profil jejaring 
sosial yang dikatakannya merupakan profil samaran 
yang dipalsukan oleh intelijen Tiongkok untuk 
mengumpulkan informasi pribadi tentang pejabat dan 
politisi Jerman. 

Badan intelijen itu memperingatkan pejabat 
publik tentang risiko bocornya informasi pribadi 
yang berharga di situs media sosial. “Badan intelijen 
Tiongkok aktif di jaringan seperti LinkedIn dan telah 
mencoba selama beberapa waktu untuk mengekstrak 
informasi dan menemukan sumber intelijen dengan cara 
ini,” ungkap badan itu dalam sebuah pernyataan. 

OPERATOR DI LINGKUNGAN AKADEMIK
Anggota intelijen RRT secara aktif merekrut para 
cendekiawan, peneliti, pakar teknologi, dan ilmuwan 
terbaik di bidang keahlian mereka, demikian ungkap 
laporan Gedung Putih. Upaya tersebut biasanya 
menarget karyawan puncak perusahaan yang ingin 
dibeli, dijadikan mitra, ditanami modal oleh entitas 
Tiongkok. Rencana Ribuan Bakat RRT, program 
rekrutmen yang dijalankan oleh pemerintah, menarget 
para cendekiawan dengan kemampuan penelitian 
tingkat atas yang mungkin memegang hak kekayaan 
intelektual, teknologi, atau paten utama di berbagai 
bidang teknologi. Mereka sering kali ditawari posisi 
yang menguntungkan dan bergengsi di lembaga 
penelitian, laboratorium, atau universitas Tiongkok.

Tiongkok juga mengisi universitas, kelompok 
cendekiawan, dan laboratorium A.S. dengan para 
cendekiawannya. Lebih dari 300.000 warga negara 
Tiongkok setiap tahun mengikuti kuliah di universitas 

Bawah: Rahasia 
militer yang terkait 
dengan kapal selam, 
seperti Bluefin-21 
milik Angkatan Laut 
A.S. ini, dikirim 
ke Beijing oleh 
seorang perempuan 
Florida yang lahir di 
Tiongkok. 
ANGKATAN LAUT A.S.

Kanan bawah: Badan 
intelijen Tiongkok 
menggunakan 
banyak aplikasi 
jejaring media sosial 
untuk mengungkap 
rahasia perusahaan. 
AFP/GETTY IMAGES
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A.S. atau mencari pekerjaan di laboratorium nasional, 
pusat inovasi, inkubator, dan kelompok cendekiawan 
A.S., demikian ungkap laporan Gedung Putih. Sekitar 25 
persen mahasiswa pascasarjana Tiongkok berspesialisasi di 
bidang sains, teknologi, teknik, atau matematika. Laporan 
itu mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah 
membuat “program yang bertujuan mendorong pelajar 
sains dan teknik Tiongkok untuk menguasai teknologi 
yang kemudian menjadi teknologi penting bagi sistem 
militer utama.”

Direktur FBI Christopher Wray, berbicara di 
hadapan Komite Intelijen Senat A.S. pada Februari 2018, 
memperingatkan tentang kemungkinan adanya anggota 
intelijen di pusat-pusat pembelajaran negara itu yang 
berprofesi sebagai profesor, ilmuwan, dan mahasiswa. FBI 
sedang memantau akademisi di dalam universitas yang 
disponsori oleh pemerintah Tiongkok. Dia mengatakan 
bahwa beberapa lembaga tampaknya tidak mengetahui 
siapa yang bisa memata-matai kampus mereka. “Saya 
kira tingkat kenaifan di sektor akademik tentang hal ini 
menciptakan masalahnya sendiri,” ungkap Wray.

Kekhawatiran dalam dunia akademis tidak terbatas 
pada A.S. Pada Oktober 2017, Direktur Jenderal 
Organisasi Intelijen Keamanan Australia Duncan Lewis 
mengatakan kepada para politisi di Canberra bahwa 
universitas perlu “sangat menyadari” akan pengaruh asing 
di kampus-kampus Australia.

Lewis juga mengatakan bahwa kekuatan asing “secara 
sembunyi-sembunyi berusaha untuk membentuk” opini 
publik Australia, organisasi media, dan pejabat pemerintah 
untuk mempromosikan tujuan politik negara mereka 
sendiri, demikian menurut laporan Reuters. 

Laporan yang diterbitkan oleh Australian Strategic 
Policy Institute pada Oktober 2018 menjelaskan bahwa 
risiko infiltrasi Tiongkok ke dalam universitas negeri lebih 

besar daripada penggunaan pengaruh. 
Rahasia militer dipertaruhkan. Sejak 
tahun 2007, Tentara Pembebasan Rakyat 
(PLA) Tiongkok mensponsori lebih 
dari 2.500 ilmuwan dan insinyur militer 
untuk belajar di luar negeri, terutama 
di negara-negara Five Eyes. Five Eyes 
adalah aliansi pembagian intelijen yang 
melibatkan Australia, Kanada, Selandia 
Baru, Inggris, dan A.S.

“Lusinan ilmuwan PLA telah 
mengaburkan afiliasi militer mereka 
untuk melakukan perjalanan ke negara-
negara Five Eyes dan Uni Eropa, 
termasuk setidaknya 17 ilmuwan PLA 
ke Australia, ketika mereka bekerja 
di berbagai bidang seperti rudal 
hipersonik dan teknologi navigasi,” 
ungkap laporan itu. “Negara-negara 
itu tidak menganggap Tiongkok 
sebagai sekutu keamanan tetapi 
memperlakukannya sebagai salah satu 

musuh utama intelijen mereka.”
PLA menggambarkan proses pengumpulan rahasia 

militer di lingkungan akademik sebagai “memetik bunga 
di negeri asing untuk membuat madu di Tiongkok,” 
ungkap laporan itu.

KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJUAL
Salah satu cara RRT mendapatkan keunggulan teknologi 
adalah melalui buku ceknya. Orang-orang yang bekerja 
atas nama pemerintah RRT menggunakan metode yang 
mencakup merger dan akuisisi serta pendanaan bisnis 
pada tahapan inkubasi gagasan dan modal ventura untuk 
secara strategis membidik industri teknologi tinggi di 
seluruh dunia.

Pada tahun 2016, akuisisi menyumbang 96 persen dari 
investasi Tiongkok di Amerika Serikat, demikian menurut 
Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok. 
Pada paruh pertama tahun 2017, tren itu berlanjut dengan 
akuisisi yang menyumbang 97,6 persen dari investasi 
Tiongkok di A.S. 

Fenomena yang relatif lebih baru adalah kesediaan 
Tiongkok untuk terlibat dalam kesepakatan pendanaan 
ventura yang membiayai perusahaan rintisan dan 
perusahaan teknologi tahap awal. Sejak didirikan 
pada tahun 2009, dana modal ventura yang berbasis 
di Tiongkok, Sinovation telah mengumpulkan modal 
senilai 17,34 triliun rupiah (1,2 miliar dolar A.S.) dan 
telah berinvestasi di hampir 300 perusahaan rintisan, 
termasuk 25 perusahaan yang mengerjakan proyek 
yang menangani kecerdasan buatan, demikian menurut 
laporan Departemen Pertahanan A.S. berjudul, “China’s 
Technology Transfer Strategy: How Chinese Investments 
in Emerging Technology Enable A Strategic Competitor 
to Access the Crown Jewels of U.S. Innovation.” 
Sinovation didirikan oleh mantan pemimpin Google 
Tiongkok, Kai-Fu Lee.

Salah satu cara RRT memperoleh teknologi ini 
adalah dengan mengamati pengadilan kebangkrutan A.S. 
Perusahaan Tiongkok menargetkan perusahaan kecil yang 
menghasilkan teknologi penting, seperti semikonduktor, 
demikian menurut laporan National Public Radio pada 
Oktober 2018. Selain itu, RRT telah belajar bahwa terlibat 
dalam usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan A.S. 
memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk 
lepas dari pengawasan ketat Komite Investasi Asing di 
Amerika Serikat. 

Laporan Gedung Putih memperingatkan risiko yang 
terkait dengan pendanaan ventura Tiongkok. “Teknologi 
yang diinvestasikan oleh Tiongkok merupakan teknologi 
yang sama dengan teknologi yang kami harapkan akan 
menjadi dasar bagi inovasi masa depan di A.S.: kecerdasan 
buatan, kendaraan otonom, realitas virtual/tertambah, 
robotika, dan teknologi blockchain,” ungkap laporan 
Gedung Putih. “Selain itu, teknologi ini merupakan 
beberapa teknologi yang sama yang menjadi perhatian 
utama Departemen Pertahanan A.S. untuk membangun 
keunggulan teknologi militer A.S. saat ini.” o
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Kampanye 

DISKRIMINASI
di Xinjiang

MARC JULIENNE

PENINDASAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK KEMUNGKINAN MENJADI BUMERANG

Pada September 2018, muslim India di Mumbai memprotes penahanan yang 
dilakukan Republik Rakyat Tiongkok terhadap ribuan anggota kelompok 
etnis minoritas Muslim Uighur di pusat-pusat indoktrinasi politik di kawasan 
Xinjiang, Tiongkok. Plakat bertuliskan, kiri, “Pemerintah Tiongkok harus 
menghentikan kekejaman terhadap Muslim” dan “Tiongkok menghentikan 
keanggotaan Grup Pemasok Nuklir (Nuclear Suppliers Group - NSG) India 
melalui hak veto. Akhiri hak veto Tiongkok.”  THE ASSOCIATED PRESS
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B
aru-baru ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
membantah dengan tegas laporan tentang “kamp 
pendidikan ulang” di kawasan barat Xinjiang, 
tempat ditahannya minoritas Muslim, terutama 

warga Uighur dan Kazakh. Pejabat Tiongkok Hu Lianhe 
menyatakan di depan Komite Penghapusan Diskriminasi 
Rasial (Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination - CERD) Perserikatan Bangsa-Bangsa 
bahwa “tidak ada penahanan sewenang-wenang” dan “tidak 
ada yang namanya pusat pendidikan ulang” di Xinjiang. 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua 
Chunying menyatakan bahwa laporan tentang kamp-kamp 
penahanan Xinjiang “didasarkan pada 'informasi' yang 
tidak diverifikasi dan tidak bertanggung jawab yang tidak 
memiliki dasar faktual sama sekali.”

Namun, sejumlah besar materi faktual yang tersedia 
untuk umum membuktikan sebaliknya: dokumen publik 
pemerintah daerah, gambar dan citra satelit, sejumlah 
besar kesaksian. Berdasarkan metodologi akademik, karya 
cemerlang cendekiawan internasional seperti Adrian 
Zenz, Rian Thum, Jessica Batke, dan Shawn Zhang 
(sebagai beberapa contoh) sangat membantu mengungkap 
kenyataan ini.

Dengan terselesaikannya perdebatan tentang 
keberadaan kamp itu, membahas kemungkinan dampak 
kebijakan ini terhadap kepentingan Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) itu sendiri sekarang lebih relevan.

Singkatnya, sasaran RRT adalah untuk memerangi 
ekstremisme, separatisme, dan terorisme (“tiga kekuatan 
jahat”) melalui sistem pengawasan besar-besaran dan “de-
ekstremisasi.” Alih-alih mencapai sukses, strategi ini dapat 
menghasilkan alienasi definitif terhadap populasi Uighur 
serta minoritas Muslim lainnya dan dapat memperburuk 
radikalisme secara drastis di dalam dan luar negeri.

Tiongkok mengalami peningkatan tajam di bidang 
terorisme pada tahun 2013 dan 2014, dengan ratusan 
korban di berbagai penjuru negara itu. Di luar Tiongkok, 
beberapa ribu pejuang Uighur telah mengangkat senjata di 
Suriah sejak tahun 2013, mendapatkan pelatihan dengan 
tujuan akhir untuk memerangi musuh utama mereka, 
pihak berwenang Tiongkok di Xinjiang. Kampanye anti-
terorisme Tiongkok sejak tahun 2015 telah terbukti efisien 
karena hampir tidak ada serangan di Tiongkok sejak 
itu. Penurunan ini disebabkan oleh pengerahan aparat 
keamanan setiap saatnya di berbagai penjuru Xinjiang. 
Pengawasan dilaksanakan secara lebih ketat daripada yang 
pernah dilakukan sebelumnya di Tiongkok atau bahkan di 
tempat lain di dunia ini. Personel kepolisian dan militer 
terus-menerus mengawasi dan berpatroli di jalan-jalan dan 
pedesaan Xinjiang. Teknologi merupakan faktor baru di sini, 
dengan pengawasan internet, pengenalan wajah dan suara, 
kamera CCTV terintegrasi, data DNA, dan sebagainya. 
Selain itu, kampanye “transformasi melalui pendidikan” telah 
mengakibatkan penahanan sejumlah besar warga Muslim 
Tiongkok (setidaknya beberapa ratus ribu). Mereka ditahan 
di kamp-kamp baru yang dibangun untuk melakukan upaya 
de-ekstremisasi terhadap elemen masyarakat yang “terinfeksi 
oleh ekstremisme agama dan ideologi teror kekerasan.”

Meskipun efektif di permukaan, pendekatan kejam RRT 
akan memiliki konsekuensi.

Pertama, ekstremisme dan separatisme dapat tumbuh 
lebih kuat secara diam-diam. Di bawah aparat keamanan 
saat ini, kekerasan teroris tampaknya kecil kemungkinan 
terjadi karena upaya tindakan apa pun akan segera ditindas. 
Akan tetapi, ekstremisme agama dapat tumbuh jauh lebih 
kuat dalam hati dan pikiran orang-orang yang merasa 
dianiaya dan ditindas oleh karena identitas budaya dan 
kepercayaan agama mereka.

Kedua, kebijakan RRT terhadap Uighur telah 
memperkuat diaspora Uighur dan lembaga swadaya 
masyarakat hak asasi manusia di seluruh dunia untuk 
menekan berbagai pemerintah dan P.B.B. untuk menentang 
RRT mengenai masalah ini. Alih-alih menuduh Amerika 
Serikat dan media Barat dengan sengaja menyebarkan 
informasi palsu untuk merugikan Tiongkok, Beijing harus 
memberikan lebih banyak informasi dan transparansi 
tentang situasi di Xinjiang. Faktanya, wacana media Barat 
bukanlah penyebab utama yang merusak pandangan dunia 
tentang RRT (sebagian besar informasi diungkapkan oleh 
cendekiawan internasional); penyebab utamanya adalah fakta 
bahwa RRT tidak pernah memberikan komentar apa pun 
mengenai masalah ini sampai terpaksa melakukannya, di 
depan CERD Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia 
P.B.B., pada 13 Agustus 2018. Menyatakan bahwa “Kawasan 
Otonomi Xinjiang selalu menghormati dan menjamin 
hak asasi manusia semua kelompok etnis dan melindungi 
kebebasan dan hak warga negara dari semua kelompok 
etnis” dan bahwa “kebebasan beragama mereka dijamin 
sepenuhnya” tidak mencapai apa-apa selain mendiskreditkan 
suara Beijing di panggung internasional.

Ketiga, tindakan RRT juga akan membangkitkan 
kelompok militan di seluruh dunia. Organisasi separatis 
Uighur berada di luar perbatasan Tiongkok, yaitu Partai 
Islam Turkestan (Turkestan Islamic Party - TIP) yang 
beroperasi di Afganistan, Pakistan, dan Suriah. TIP dan 
organisasi lain seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) 
besar kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari 
kebencian terhadap RRT di kalangan populasi Uighur dan 
Kazakh di Asia Selatan dan Tengah untuk merekrut para 
pejuang. Tiongkok memiliki banyak proyek infrastruktur 
di luar negeri, terutama di Asia Tengah dan Pakistan, 
yang dapat dipilih sebagai target teroris yang ingin 
membalaskan dendam rekan kelompok etnis dan agama 
mereka di Xinjiang.

Ketika menganalisis situasi Xinjiang dari perspektif 
kepentingan pemerintah Tiongkok, sulit untuk melihat 
bagaimana RRT mendapatkan keuntungan dari penindasan 
masif terhadap populasi Muslim. Ada risiko yang 
sangat signifikan bahwa kebijakan semacam ini dapat 
memperburuk kebencian antaretnis, separatisme, dan 
ekstremisme di dalam negeri, merusak citra internasional 
RRT, dan menjadikan Tiongkok target organisasi teroris 
di luar negeri. Singkatnya, obatnya mungkin terbukti lebih 
buruk daripada penyakitnya.  o

Majalah berita online The Diplomat awalnya menerbitkan artikel ini pada 15 September 2018. 
Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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Operasi

MULTI-RANAH

ILUSTRASI FORUM



27IPD FORUM

Mendatangi kota raksasa di dekat Anda
Dalam beberapa dekade mendatang, militer di Indo-Pasifik akan terlibat dalam operasi di kota-kota 
dengan populasi lebih dari 10 juta orang. Misi-misi kompleks ini berpotensi akan mengaktifkan 
semua komponen angkatan bersenjata dan ranah operasi pada saat yang sama untuk mengatasi 
berbagai ancaman baik ancaman alam atau buatan manusia. Itulah kenyataan yang muncul di 
kawasan ini, demikian menurut Jenderal Stephen Townsend, panglima Komando Pelatihan dan 

Doktrin (Training and Doctrine Command - TRADOC) Angkatan Darat A.S.

STAF FORUM

“Tidak mungkin menghindari 
pertempuran di kota-kota raksasa dan kota-
kota besar di masa depan,” ungkap Jenderal 
Townsend selama presentasinya melalui satelit 
di simposium dan pameran tahunan Land Forces 
of the Pacific (LANPAC) keenam yang diselenggarakan 
pada 22-24 Mei 2018, di Honolulu, Hawaii. Konferensi 
itu mengumpulkan lebih dari 1.600 peserta dari angkatan 
darat dan sektor industri pertahanan, termasuk para 
pemimpin militer dari 26 negara Indo-Pasifik, untuk 
membahas tantangan masa depan.

Berdasarkan konsep operasi multi-ranah, militer A.S. 
dan sekutu serta mitranya akan beroperasi dan bekerja 
secara efektif di semua ranah — darat, udara, maritim, 
siber, dan ruang angkasa — dan dengan semua komponen 
angkatan bersenjata — angkatan darat, angkatan udara, 
angkatan laut, marinir, dan pasukan penjaga pantai 
— untuk menangkal dan mengatasi manuver musuh 
potensial yang semakin meningkat kemampuannya dan 
mengelola masalah keamanan lainnya secara efektif.

Pada tahun 2030, dua pertiga populasi dunia 
akan tinggal di kota-kota besar, demikian menurut 
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Jumlah kota raksasa akan meningkat 
dari 33 menjadi 43 kota dan jumlah kota besar 
dengan populasi antara 5 juta hingga 10 juta jiwa akan 
meningkat dari 45 menjadi 63 kota. Boleh dikatakan, 
lebih dari setengah kota-kota raksasa di dunia berada 
di Indo-Pasifik. Tokyo, kota terbesar di dunia, memiliki 
aglomerasi 37 juta penduduk, diikuti oleh New Delhi 
dengan 29 juta penduduk, dan Shanghai dengan 26 juta 
penduduk, demikian menurut data P.B.B. pada tahun 
2018. Mumbai, Beijing, dan Dhaka masing-masing 
memiliki hampir 20 juta penduduk.

“Kompleksitas yang terjadi dalam skala ini tidak dapat 
dibayangkan,” ungkap Letnan Jenderal purnawirawan 
James Dubik, peneliti senior dari Asosiasi Angkatan Darat 
A.S., di LANPAC.

Hal yang lebih 
merumitkan dinamika 

kawasan ini adalah bahwa 
banyak dari negara-negara 

terkemukanya terletak di atas 
cincin api (ring of fire), cekungan luas 
di Samudra Pasifik tempat gempa bumi dan aktivitas 
vulkanik terjadi secara rutin, dan negara-negara itu 
sering kali mengalami bencana alam dengan frekuensi 
yang lebih besar daripada bagian lain di dunia ini. 
Kawasan itu berkontribusi terhadap sekitar 57 persen 
dari angka kematian global akibat bencana alam atau 
lebih dari 2 juta kematian sejak tahun 1970, terutama 
akibat gempa bumi, badai, dan banjir, demikian menurut 
analisis Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, 
“Asia-Pacific Disaster Report 2017 – Leave No One 
Behind” (Laporan Bencana Asia-Pasifik 2017 – Tidak 
Menyisakan Seorang Pun).

Kompleksitas itu tidak hanya berpusat pada cara 
bertarung di lingkungan kota raksasa tetapi juga cara 
melakukan kampanye nontempur di dalamnya. Itulah 
sebabnya Angkatan Darat A.S. memperluas konsep 
pertempuran multi-ranah untuk mencerminkan bahwa 
banyak operasi di masa depan yang menggunakan doktrin 
yang berkembang itu akan memerlukan penyediaan 
bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana serta bentuk 
bantuan dan layanan nontempur lainnya.

Meningkatnya kerentanan perkotaan
Kota-kota raksasa dibedakan oleh ukuran populasinya 
yaitu di atas 10 juta penduduk. Kota raksasa didefinisikan 
sebagai “area perkotaan dengan jumlah populasi, 
penyebaran geografis, kompleksitas fisik dan sosial yang 
luar biasa, dan karakteristik luar biasa yang serupa, 
termasuk memiliki pengaruh dengan cakupan yang 
setidaknya bersifat internasional dan regional yang lebih 
luas,” ungkap Dr. Russell Glenn, direktur, rencana dan 
kebijakan untuk intelijen di TRADOC A.S., di LANPAC.

Cahaya bulan 
menerangi 
cakrawala 
Bangkok, 
Thailand.
THE ASSOCIATED PRESS
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Kota-kota raksasa itu berbeda, “karena pengaruh yang 
mereka miliki jauh melebihi kota-kota lain di suatu negara 
atau di kawasan itu,” ungkap Glenn.

Pertimbangkan Tokyo. Kota itu tidak hanya memiliki 
populasi perkotaan terbesar di dunia tetapi juga pengaruh 
terbesar di negara Jepang. Area kota Tokyo memiliki 
luas 3.925 kilometer persegi dan menampung 30 persen 
populasi Jepang, 37 juta orang, atau sekitar 8.790 orang 
per kilometer persegi. Kota itu menghasilkan hampir 35 
persen dari produk domestik bruto (PDB) Jepang. 
PDB Tokyo lebih besar dari PDB Spanyol dan 
hampir sama dengan PDB Texas. Setengah 
dari perusahaan besar dan 84 persen 
perusahaan asing yang beroperasi di 
Jepang berbasis di sana.

Jika Tokyo lumpuh, sebagian 
besar perekonomian Jepang, dan 
ekonomi kawasan itu, juga dapat 
terpengaruh. Bayangkan tantangan 
logistik yang terlibat jika Jepang perlu 
mengevakuasi kota itu saja. Mencari 
tempat menginap bagi lebih dari 
37 juta orang dalam semalam akan 
menjadi tugas yang menakutkan.

“Jadi, ketika kita mengamati 
keharusan untuk beroperasi di kota-
kota raksasa, baik di masa perang atau 
karena bencana alam atau peristiwa 
lainnya, elemen komando dan 
kontrol logistik yang akan melekat 
harus bersifat mudah ditangani dan 
sederhana,” ungkap Glenn. “Tantangan 
kota-kota raksasa tidak seperti apa 
yang harus kita hadapi dalam sejarah 
di masa lalu.”

Dalam konflik sebelumnya, 
seperti Perang Dunia II atau perang 
Korea dan Vietnam, pasukan tidak 
pernah beroperasi pada sesuatu 
yang mirip dengan skala ini. Seoul, 
misalnya, merupakan kota dengan 1 
juta penduduk selama Perang Korea. 
Saat ini, Seoul memiliki bentangan 
perkotaan yang populasinya lebih dari 
25 juta jika kawasan metropolitan di 
sekitarnya diperhitungkan.

Jangkauan kota-kota raksasa akan 
semakin berkembang dan meningkat. “Urbanisasi dimulai 
di era industri, dipercepat oleh era industri, dan sekarang 
sedang semakin jauh dipercepat di era informasi untuk 
banyak alasan yang sama dan banyak alasan yang berbeda,” 
ungkap Dubik, yang juga merupakan mantan komandan 
Komando Transisi Keamanan Multi-Nasional di Irak.

Operasi tempur
Pertarungan di kota-kota raksasa akan sangat menantang, 
demikian yang diperingatkan para ahli di LANPAC.

“Pertempuran perkotaan, terutama di kota raksasa, 
akan penuh dengan kekerasan dan kehancuran dengan 
skala yang luar biasa baik bagi pasukan keamanan di sisi 
kita maupun musuh kita serta orang-orang yang tinggal 
di sana,” ungkap Townsend.

Operasi selama sembilan bulan di Mosul, Irak, dari 
Oktober 2016 hingga Juli 2017 yang diluncurkan oleh 
pemerintah Irak dan sekutunya untuk membebaskan kota 
dan kawasan itu dari Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) 

memberikan pandangan sekilas tentang apa yang 
akan dihadapi.

“Sensor kami terdegradasi di lingkungan 
perkotaan, jangkauan sensor terdegradasi, 

jangkauan persenjataan kami 
terdegradasi, efek persenjataan kami 
terdegradasi,” ungkap Townsend.

“Tak peduli seberapa kuatnya 
sistem komando misi kami, semuanya 
ditantang oleh lingkungan — medan 
kompleks kota ... kota modern,” ungkap 
Townsend. “Anda tidak bisa pergi 
lebih dari satu lantai tanpa kehilangan 
[komunikasi] dengan semua orang yang 
berada di permukaan. ... Jadi, seluruh 
gagasan tentang menyampaikan niat 
komandan, dan memberdayakan 
bawahan ... untuk mencapai niat 
komandan itu, dan memercayai mereka 
untuk melakukannya, itulah persisnya 
cara kita harus bertarung di kota-kota 
kecil sekalipun.

“Prajurit kami, pasukan koalisi, 
jika kami berperang di Mosul, kami 
seharusnya menyelesaikannya dengan 
lebih cepat dan dengan lebih sedikit 
kehancuran serta mungkin lebih 
sedikit korban tewas, tetapi meskipun 
demikian, Mosul juga menjadi 
masalah yang sangat sulit bagi kami,” 
ungkap Townsend.

Kota Mosul memiliki ukuran yang 
kecil dibandingkan dengan kota-kota 
raksasa yang muncul di dunia. Pada 
saat pertempuran dimulai, populasi 
Mosul mencapai sekitar 1,5 juta 
orang. Kurang dari 150.000 tentara 
berpartisipasi dalam pertempuran itu, 

dan korban tewas mencapai 15.000 orang.
“Musuh telah menyaksikan Mosul, ISIS telah 

menyaksikannya, semakin tinggi ancaman yang dialami 
dunia, berbagai negara telah menyaksikannya. Saya 
kira mereka akan dengan sengaja pergi ke kota-kota 
itu untuk menggelar pertarungan karena medan 
perang semacam itu merampas banyak keunggulan 
teknologi kami,” ungkap Townsend. “Kita akan melihat 
pertempuran di kota-kota raksasa, dan hanya ada sedikit 
cara untuk menghindarinya.”

Jenderal Angkatan Darat A.S. Stephen 
Townsend, kanan, berbicara dengan 
seorang perwira Irak selama tur di 

Baghdad pada Februari 2018.
THE ASSOCIATED PRESS

“Pertempuran perkotaan, 
terutama di kota 
raksasa, akan penuh 
dengan kekerasan dan 
kehancuran dengan 
skala yang luar biasa 
baik bagi pasukan 
keamanan di sisi kita 
maupun musuh kita 
serta orang-orang yang 
tinggal di sana.”
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2028 
Tahun ketika Delhi 
diperkirakan akan 
melampaui Tokyo 
sebagai kota 
terbesar di dunia

Statistik Perkotaan
10 Kota Terbesar di Dunia

JUTA ORANG (POPULASI 2015)

Jumlah orang yang tinggal di kota saat ini 

4,2 miliar atau 55 persen dari 
populasi dunia

1 dari 8 orang tinggal di salah satu dari 33 kota 
raksasa di seluruh dunia

AFRIKAASIANEGARA KEPULAUAN 
PASIFIK

EROPAAMERIKA LATIN 
DAN KARIBIA

AMERIKA 
UTARA

Persentase populasi saat ini yang tinggal di kota
Gunung Fuji yang tertutup 
salju menjulang di atas 
gedung pencakar langit 
Tokyo, menyoroti potensi 
ancaman alam dan buatan 
manusia terhadap kota 
raksasa terbesar di dunia.
THE ASSOCIATED PRESS
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Antara tahun 2018 dan 2050, P.B.B. 
memperkirakan bahwa 

35 persen urbanisasi akan terjadi 
di Tiongkok, India, dan Nigeria.

Sumber: Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa: “2018 Revision of World Urbanization Prospects (Revisi Prospek Urbanisasi Dunia 2018),” berdasarkan data populasi 2015; 
https://www.un.org/development/desa/publications

35%

90%

Hampir 90 persen 
penduduk pedesaan di 
dunia tinggal di Afrika 
dan Asia.

India memiliki populasi pedesaan terbesar. 

893 juta

Tiongkok memiliki populasi pedesaan terbesar kedua. 

578 juta

Statistik Pedesaan
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“Medan perkotaan merupakan penyeimbang kekuatan 
yang luar biasa ketika menghadapi kombatan yang 
gigih,” ungkap Letnan Jenderal Michael Bills, kepala 
staf Pasukan Gabungan Korea, di LANPAC. “Kota 
raksasa memperbesar kekuatan pasukan bertahan dan 
mengurangi keunggulan pasukan penyerang dalam daya 
tembak dan mobilitas.”

Pertimbangkan tantangan mempertahankan Seoul 
saat ini, misalnya, ketika terdapat ratusan kilometer jalur 
kereta bawah tanah dan ratusan stasiun kereta bawah 
tanah dan pusat perbelanjaan yang dibangun di bawah 
kota itu. Meskipun ada beberapa kemajuan teknologi 
dalam sistem komunikasi, seperti repeater berukuran 
cakram hoki yang digunakan dalam terowongan, 
konstruksi yang ada saat ini akan membatasi kegiatan, 
demikian ungkap Bills.

Untuk alasan ini, operasi multi-ranah akan sangat 
penting bagi misi di kota-kota raksasa, demikian ujar para 
pemimpin senior A.S. di LANPAC.

Operasi multi-ranah menawarkan rangkaian 
pilihan yang lebih besar bagi pimpinan militer untuk 
menyelesaikan ancaman yang muncul. Doktrin baru 
itu berusaha untuk mengintegrasikan kemampuan dari 
berbagai angkatan bersenjata dan militer mitra dari negara 
lain untuk mengalahkan musuh. Misalnya, negara tertentu 
seperti Australia dapat mendeteksi ancaman, Korea Selatan 
dapat melacaknya, dan Jepang dapat melenyapkannya.

Uji lapangan
Angkatan Darat A.S. menerapkan konsep operasi multi-
ranahnya di lapangan untuk pertama kalinya pada 
pertengahan Juli 2018 selama latihan Rim of the Pacific 
(RIMPAC), latihan maritim internasional terbesar di 
dunia. Dua puluh lima negara, 46 kapal, lima kapal selam, 
dan sekitar 200 pesawat terbang dan 25.000 personel 
berpartisipasi dalam RIMPAC 2018 dari 27 Juni hingga 
2 Agustus di dan di sekitar Kepulauan Hawaii dan 

California Selatan.
Selama operasi multi-ranah Latihan Penenggelaman 

(Sinking Exercise - SINKEX), Pasukan Gabungan A.S. 
bersama-sama dengan personel angkatan bersenjata dari 
Jepang dan Australia melakukan serangkaian serangan 
presisi terkoordinasi melalui darat, laut, dan udara yang 
menghubungkan semua angkatan bersenjata di seluruh 
ranah. Mereka menarget dan menenggelamkan USS 
Racine, kapal angkatan laut yang dinonaktifkan, ke dalam 
Samudra Pasifik.

Pasukan multinasional menghantam kapal amfibi itu 
dengan artileri jarak jauh, serangan udara dan berbasis 
kapal selam, dan rudal berbasis darat secara langsung, 
demikian menurut laporan media. Contohnya, Pasukan 
Bela Diri Darat Jepang menembakkan rudal permukaan-
ke-kapal Tipe 12 yang meluncur pada kecepatan subsonik 
tinggi dengan jangkauan lebih dari 100 mil laut.

“Operasi Multi-Ranah mengandalkan penargetan 
multi-ranah,” ujar Kolonel Christopher Wendland, 
komandan Brigade Artileri Lapangan ke-17, yang 
berpartisipasi dalam SINKEX. Brigade itu menjadi 
landasan bagi Satuan Tugas Multi-Ranah, yang didirikan 
untuk menguji doktrin multi-ranah di lapangan.

“Sasaran kami adalah menciptakan interoperabilitas 
gabungan untuk mampu menangkal musuh kami di semua 
ranah,” ungkap Wendland.

Ini memerlukan koordinasi untuk menyintesis 
informasi dari semua ranah guna mengidentifikasi dan 
menyerang target pada waktu yang tepat.

Operasi multi-ranah berupaya untuk mengatasi 
ancaman penolakan akses musuh yang memiliki 
kemampuan hampir setara dengan mengintegrasikan 
dan menyinkronkan kemampuan seperti aset 
pengawasan tak berawak, penerbangan, artileri jarak 
jauh, pertahanan udara, peperangan elektronik, siber, 
dan aset ruang angkasa.

Kolonel purnawirawan Christopher Garver, yang 
saat itu menjadi juru bicara Angkatan Darat A.S. di 
Pasifik, mengatakan bahwa operasi multi-ranah dibangun 
berdasarkan upaya persenjataan gabungan dari masa lalu 
dan menambahkan ranah siber dan ruang angkasa.

“Apa yang akan dilihat oleh Prajurit di lapangan di 
masa mendatang adalah akses yang lebih langsung di 
tingkat yang lebih rendah ke dalam kelima ranah itu,” 
ungkap Garver.

Tantangan sistem perkotaan besar
Secara historis, pasukan A.S. berupaya mengepung, 
mengisolasi, atau menghindari kota-kota besar. Akan 
tetapi, sekarang, mereka harus belajar cara bertarung di 
dalam dan di sekitar kota-kota raksasa. Bills mengatakan 
bahwa meskipun masih dimungkinkan untuk mengepung 
Mosul, tidak mungkin mengepung kota dengan populasi 
lebih dari 10 juta orang.

“Anda tidak dapat mengepung kota raksasa, Anda 
tidak dapat menghindari kota raksasa, jika Anda ingin 
memengaruhi pusat gravitasi di masa depan medan 

Warga sipil Irak yang 
melarikan diri berjalan 
melewati masjid al-Nuri 
yang rusak saat pasukan 
Irak melanjutkan serangan 
mereka melawan kelompok 
militan Negara Islam Suriah 
dan Irak (ISIS) di Kota Tua 
Mosul pada Juli 2017.
THE ASSOCIATED PRESS
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manusia, Anda harus masuk dan 
beroperasi di dalam kota ini.”

Selain ukurannya yang 
sangat besar, kota-kota raksasa 
menghadirkan tantangan lain. 
Meskipun tindakan militer dapat 
diisolasi di lingkungan pedesaan, 
tindakan itu cenderung memiliki 
lebih banyak efek domino atau 
riak di kota.

“Setiap tindakan yang Anda 
lakukan di kota bergema,” ungkap 
Townsend.

Para pemimpin militer juga harus mempertimbangkan 
dampak dari suatu tindakan dalam kota raksasa di 
kawasan tersebut.

“Kota raksasa sendiri merupakan sistem yang terdiri 
dari begitu banyak subsistem, tetapi juga bagian dari sistem 
yang jauh lebih besar yang dapat meluas ke seluruh dunia,” 
ujar Glenn.

Ada sumber kekuatan formal dan informal dan 
ancaman yang melekat.

“Struktur sosial mungkin lebih penting daripada 
struktur fisik. ... Medan yang menentukan mungkin bukan 
berupa daratan atau bahkan mungkin juga tidak berada di 
daerah perkotaan.”

Karena alasan ini, “Kota-kota raksasa kemungkinan 
akan memiliki keunggulan strategis yang lebih besar 
selain keunggulan militer,” ungkap Bills.

Selain itu, krisis dan konflik mengganggu aliran 
normal kota besar dan menciptakan aliran baru. 
Memahami aliran kota yang unik akan menjadi tantangan 
utama bagi para pemimpin militer. Masalah sipil 
seperti memberikan tata kelola yang baik dan masalah 
lingkungan seperti melindungi pasokan air dan listrik juga 
akan membatasi kegiatan.

Kota raksasa tidak hanya berubah blok demi blok tetapi 
hari demi hari. “Lanskap perkotaan berubah dengan begitu 
cepatnya,” ungkap Townsend. Di Mosul, misalnya, “Sistem 
C2 kami, sistem penargetan kami ... menjadi usang dengan 
cepat karena lanskap kota berubah lebih cepat daripada 
pembaruan citra yang dapat kami lakukan.”

Perluasan kawasan perkotaan (urban sprawl) juga 
terus mengubah dinamika kota selama masa damai. “Zona 
pendaratan menjadi pusat perbelanjaan atau tempat parkir 
dalam semalam,” ungkap Bills.

Operasi informasi, siber, dan elektronik akan menjadi 
kunci dalam operasi multi-ranah di kota-kota raksasa. 
Besarnya informasi dan analisis yang diperlukan untuk 
mempertahankan kesadaran situasional saja sudah 
sungguh menakutkan. Kefasihan dalam bahasa dan 

budaya juga akan menjadi hal penting untuk mengelola 
operasi dan respons.

“Kami tidak memiliki waktu berbulan-bulan dan 
bertahun-tahun di kota raksasa, jadi kami perlu meminta 
bantuan warga untuk mengetahui apa yang normal untuk 
dipulihkan setelah bencana,” ungkap Bills.

Terus membangun hubungan, membagikan informasi, 
dan bekerja untuk memahami seluk-beluk kemitraan akan 
menjadi kunci keberhasilan, demikian ujar para pemimpin 
senior. Dengan “memanfaatkan [hubungan] militer 
dan sipil itu, barulah kita dapat sepenuhnya memahami 
lingkungan tempat kerja kita,” jelas Glenn.

Memerlukan interoperabilitas
Perubahan demografi berarti bencana dan konflik besar 
kemungkinan besar akan terjadi di kota-kota raksasa di 
masa depan dan terutama di Indo-Pasifik, mengingat 
kawasan tersebut sudah kondusif untuk keduanya. Selain 
itu, operasi di kota-kota raksasa akan menimbulkan 
permintaan mendesak pada semua ranah di semua 
angkatan bersenjata dan menantang aliansi, demikian 
ungkap para pemimpin senior.

“Ada musuh di sana yang akan menentang kemitraan 
kita di kawasan ini, dan kita harus terus mengupayakan 
pemahaman bersama kita mengenai tantangan ini dan 
interoperabilitas kita,” ungkap Townsend kepada peserta 
LANPAC, yang berasal dari berbagai negara mulai dari 
Australia dan Selandia Baru, Filipina dan Indonesia, Jepang 
dan Korea Selatan, Mongolia, Nepal, dan Taiwan hingga 
Fiji dan Vanuatu.

“Kami akan membutuhkan bantuan Anda saat kami 
mengembangkan konsep yang kami sebut operasi multi-
ranah. Kami akan membutuhkan bantuan Anda, dan 
saat kami melihat pertempuran di kota-kota raksasa, 
kami akan membutuhkan bantuan Anda untuk itu,” 
ungkap Townsend kepada para pemimpin militer. 
“Untuk pertempuran di kota-kota raksasa, Anda dapat 
mengandalkan A.S. sebagai mitra, dan kami berupaya 
meningkatkan interoperabilitas kami.”  o

Penumpang di stasiun kereta bawah 
tanah Seoul menyaksikan petugas 
kepolisian Korea Selatan selama 
latihan anti-teror sebagai bagian dari 
latihan Ulchi Freedom Guardian pada 
Agustus 2017.  THE ASSOCIATED PRESS
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Pertemuan tatap muka bersejarah antara Presiden A.S. 
Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong 
Un masih belum menghasilkan konsensus tentang cara 
mendenuklirisasi Semenanjung Korea.

Akan tetapi, para pejabat A.S. tetap optimis bahwa 
pembicaraan pada Juni 2018 di Singapura dan Februari 
2019 di Vietnam masih dapat mengarah pada perjanjian 
pembangunan kepercayaan lebih kecil yang pada akhirnya 
dapat mengarah pada denuklirisasi Korea Utara.

“Ada berbagai kesepakatan lebih kecil yang mungkin 
bisa terjadi,” ungkap Presiden Trump pada April 2019, 
berbicara bersama dengan Presiden Korea Selatan 
Moon Jae-in di Washington, D.C., demikian menurut 
surat kabar The New York Times. “Segalanya bisa terjadi. 
Anda dapat mengembangkan potongan langkah demi 
langkah, tetapi pada saat ini kita berbicara tentang 
kesepakatan besar. Kesepakatan besarnya adalah kita harus 
menyingkirkan persenjataan nuklir.”

Tantangan pada jalan berliku menuju pelucutan senjata 
ini sungguh menakutkan. Sejak perundingan itu, Korea 
Utara mengatakan pada April 2019 bahwa pihaknya 
melakukan uji coba peluru kendali taktis jenis baru, 
demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP). AP 
melaporkan bahwa uji coba itu tampaknya bukan rudal 
balistik jarak menengah atau jarak jauh yang dilarang, 
melainkan upaya untuk menunjukkan kepada audiensi 
militer domestik bahwa pembicaraan dengan Washington 
bukan merupakan tanda kelemahan. Kemudian pada awal 
Mei 2019, Korea Utara tampaknya melakukan uji coba 
peluru kendali taktis serupa, yang diyakini para ahli sebagai 
rudal balistik jarak pendek, demikian yang dilaporkan AP.

Tambahan terhadap tantangan itu adalah kurangnya 
transparansi Korea Utara. Pada November 2018, Center 
for Strategic and International Studies di Washington, 
D.C., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan 
13 dari sekitar 20 pangkalan operasi rudal Korea Utara 
yang belum dinyatakan oleh pemerintah.

Akan tetapi, di sepanjang upaya perundingan itu, para 
pemimpin Jepang dan Korea Selatan telah melangkah 
maju untuk membantu melunakkan pimpinan Korea 
Utara dan mendukung dorongan A.S. untuk melakukan 
denuklirisasi pada saat Kim berupaya mendapatkan 
peningkatan dukungan bagi posisinya dari Rusia.

Bahkan saat mengalami kemunduran, A.S. dan sekutunya 
terus berupaya keras untuk membuat kesepakatan. Dalam 
pertemuan pada September 2018 di New York dengan 
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Donald 
Trump memuji Presiden Moon Jae-in atas keberhasilannya 
dalam menyelenggarakan KTT antar-Korea ketiga, 
meskipun mengakui masih banyak pekerjaan yang harus 
dilakukan. Presiden Trump baru saja membatalkan 
perjalanan Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo ke 
Korea Utara pada akhir Agustus 2018, mengutip kurangnya 
kemajuan dalam upaya denuklirisasi. Presiden Moon Jae-in 
dan Donald Trump sepakat tentang pentingnya memelihara 
upaya penindakan yang kuat terhadap sanksi yang ada untuk 
memastikan Korea Utara memahami bahwa denuklirisasi 

adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran ekonomi dan 
perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Akan tetapi Kim mengkritik sanksi tersebut, selama 
pidato 30 menit pada Hari Tahun Baru 2019, dan 
membuat permintaan eksplisit kepada Amerika Serikat. 
Dia memperingatkan bahwa Korea Utara dapat memilih 
“jalan baru” jika Amerika Serikat terus “melanggar janjinya 
dan salah menilai kesabaran kami dengan secara sepihak 
menuntut hal-hal tertentu dan mendorong pelaksanaan 
sanksi dan tekanan.” Dia juga menyerukan diakhirinya 
latihan militer gabungan A.S. dan Korea Selatan.

Saat melalui semua itu, pihak-pihak yang merasa 
skeptis terus mencermati setiap pertemuan dan komunike 
serta dengan cepatnya terus mengkritik setiap langkah. 
Beberapa analis, misalnya, mengatakan janji Kim untuk 
menutup secara permanen lokasi uji coba rudal utama 
— di hadapan para inspektur internasional — tidak 
berpengaruh pada kemampuan Korea Utara untuk 
melanjutkan program rudal dan persenjataan nuklirnya. 

Menutup lokasi itu “mungkin tidak sepenuhnya bebas 
biaya, tetapi dalam skema besar, tindakan itu khususnya 
bukan langkah besar menuju pelucutan senjata,” ungkap 
Vipin Narang, seorang peneliti pengendalian persenjataan 
di Massachusetts Institute of Technology yang mengikuti 
program Korea Utara, kepada National Public Radio 
(NPR) pada September 2018. 

Narang mencatat bahwa lokasi yang disebut-sebut 
Kim ditutup secara permanen adalah lokasi yang sama 
yang dia janjikan untuk dibongkar sebagian menyusul 
pembicaraan dengan Presiden Trump. “Fakta bahwa Kim 
mengeksploitasi satu lokasi uji coba selama berbulan-
bulan tanpa henti-hentinya sungguh luar biasa,” ungkap 
Narang kepada NPR.

Lokasi itu juga memiliki beberapa nama: Tongchang-
ri, Dongchang-ri, dan Sohae. Setelah pembicaraan dengan 
Presiden Trump, lokasi itu kebanyakan disebut sebagai 
Sohae. Dalam sebuah pernyataan yang lebih baru dari 
Kim, dia menyebutnya sebagai Dongchang-ri. Narang 
menyatakan bahwa penggunaan nama-nama yang berbeda 
itu sengaja dilakukan agar menimbulkan kebingungan. 
Narang mengatakan bahwa merotasi penggunaan nama-
nama itu dapat meyakinkan beberapa pihak bahwa Korea 
Utara membuat konsesi baru, padahal sebenarnya tidak. 

MENGEMBANGKAN HUBUNGAN DAN PELUANG BARU
Presiden Trump bukan satu-satunya pemimpin yang 
mengarahkan hubungan baru dan berkembang dengan 
Kim. Hubungan diplomatik antara Kim dan presiden 
Korea Selatan juga mengalami peningkatan dramatis.

Korea Utara dan Korea Selatan mengadakan lima 
KTT antar-Korea sejak tahun 2000. Hasil paling 
signifikan dari KTT terbaru melibatkan penandatanganan 
kesepakatan untuk mengurangi ketegangan militer di 
sepanjang perbatasan yang memisahkan kedua negara oleh 
menteri pertahanan masing-masing. Perjanjian tersebut 
menyerukan ketentuan untuk mengelola dan menurunkan 
kehadiran militer di udara, di darat, dan di laut, demikian 
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yang dilaporkan pada September 2018.
AP melaporkan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan 

menyelesaikan penarikan pasukan dan senjata api dari 22 
pos penjaga garis depan pada November 2018 sebagai 
bagian dari kesepakatan untuk mengurangi ketegangan di 
Zona Demiliterisasi. Perjanjian tersebut — yang dicapai 
pada September 2018 — menyerukan implementasi 
langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, 
menstabilkan perdamaian, dan bergerak menuju 
rekonsiliasi. AP mengatakan bahwa lebih banyak kontak 
di antara keluarga yang terpisah oleh Perang Korea 
juga akan terjadi. Hubungan yang menghangat itu juga 
telah mengarah pada proposal bagi Korea Selatan untuk 
membantu membangun infrastruktur Korea Utara dan 
membuka jalur kereta lintas perbatasan.  

Kim dan Moon mengakhiri KTT pada September 
2018 dengan berdiri bersama di puncak Gunung Paektu, 
gunung berapi yang dianggap suci oleh kedua Korea 
dan yang secara historis menjadi pusat propaganda 
untuk melegitimasi dinasti Kim. Para pemimpin dari 
kedua Korea berpegangan tangan dalam pose penuh 

kemenangan di puncak gunung itu.
“Kami telah sepakat untuk 

menjadikan Semenanjung Korea 
sebagai tanah damai yang bebas dari 
persenjataan nuklir dan ancaman 
nuklir,” ungkap Kim, demikian 
menurut AP. “Jalan menuju masa 
depan kami tidak akan selalu mulus, 
dan kami mungkin menghadapi 
tantangan dan cobaan yang tidak 
bisa kami antisipasi. Tetapi kami 
tidak takut akan tantangan karena 
kekuatan kami akan tumbuh ketika 
kami mengatasi setiap cobaan 
berdasarkan kekuatan bangsa kami.”

Kim setuju untuk menerima 
inspektur internasional guna 
memantau penutupan lokasi uji 
coba rudal. Kedua pemimpin 
bersumpah untuk bekerja sama 
dalam upaya untuk menjadi tuan 
rumah Olimpiade Musim Panas 
pada tahun 2032.

“Kami telah hidup bersama 
selama 5.000 tahun dan hidup 
terpisah selama 70 tahun,” ungkap 
Moon, demikian menurut AP. “Saya 
sekarang mengusulkan agar kami 
menghilangkan dengan sepenuhnya 
permusuhan selama 70 tahun terakhir 
ini dan mengambil langkah besar ke 
depan dalam perdamaian sehingga 
kami bisa menjadi satu lagi.”

PENGARUH LUAR
Korea Utara mempertahankan 

hubungan yang relatif hangat dengan Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), yang memiliki perbatasan darat 
dengannya, dan Rusia.

Presiden Trump dan pemimpin lainnya secara 
historis menekan RRT untuk berbuat lebih banyak guna 
menjinakkan perilaku buruk Korea Utara. Para penyelundup 
menggunakan perbatasan yang tidak terjaga dengan ketat 
antara Tiongkok dan Korea Utara untuk membawa barang-
barang pasar gelap dan barang-barang yang dilarang oleh 
sanksi ke Korea Utara. RRT sebagian besar tetap patuh 
ketika didesak untuk menunjukkan kekuasaannya guna 
mendorong Korea Utara ke arah perilaku yang lebih baik. 

Selama pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada September 2018, Duta Besar A.S. 
saat itu Nikki Haley menegur RRT dan Rusia yang secara 
konsisten mengabaikan sanksi terhadap Korea Utara. 
“Langkah demi langkah, sanksi demi sanksi, dan waktu 
demi waktu, Rusia melakukan upaya menyeluruh untuk 
merongrong rezim sanksi itu,” ungkap Haley, demikian 
menurut CBS News. 

Dia telah menyerukan pertemuan mendesak Dewan 
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Keamanan P.B.B. guna mengkritik Rusia dan RRT 
karena tidak menegakkan sanksi yang menekan Korea 
Utara untuk meninggalkan program nuklir dan rudalnya. 
“Perundingan yang sulit dan sensitif dengan Korea Utara 
sedang berlangsung. Tapi kita masih belum berhasil,” 
ungkap Haley. “Dan sampai kita berhasil, kita tidak boleh 
mengurangi sanksi kuat yang diterapkan di seluruh dunia.”

SUDUT PANDANG YANG BERTENTANGAN
Beberapa ahli mengatakan bahwa Korea Utara dan 
Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda tentang 
urutan dan cakupan penerapan empat pasal deklarasi 
denuklirisasi pada Juni 2018.

“Pyongyang percaya bahwa menghentikan uji coba 
rudal dan nuklir, menonaktifkan lokasi persenjataan 
tertentu, dan memulai proses pengembalian jenazah 
prajurit A.S. dari Perang Korea memenuhi langkah-
langkah pembangunan kepercayaan perjanjian itu,” tulis 
Nate Kerkhoff untuk East Asia Forum yang berbasis 
di Australia pada Agustus 2018. “Sekarang, Pyongyang 
menuntut kemajuan pada pasal yang tersisa dan 
menyerukan Amerika Serikat untuk membuat 'langkah 
berani' menuju pembentukan rezim perdamaian.”

Doug Bandow, peneliti senior di Cato Institute dan 
mantan asisten khusus Presiden A.S. Ronald Reagan, 
berargumen bahwa keterlibatan Korea Utara tidak lebih 
dari sekadar bualan, dan pihak-pihak yang merasa skeptis 
memiliki alasan kuat untuk menyatakan keraguan. 

“Beberapa pakar di bidang Korea percaya bahwa 
Korea Utara siap untuk memproduksi nuklirnya. 
Nuklir menawarkan prestise, berguna sebagai alat bantu 
pemerasan, dan memperkuat dukungan militer bagi 
rezim itu. Nuklir juga memastikan bahwa Kim dan para 
pengikutnya tidak akan berakhir seperti pemimpin Libia 
Muammar Al Gaddafi,” tulis Bandow untuk majalah 
The National Interest pada September 2018 dalam 
sebuah artikel berjudul “North Korea Denuclearization 
Isn’t Free” (Denuklirisasi Korea Utara Tidak Gratis). 
“Bagaimanapun juga, Gaddafi menghentikan program 
nuklir dan rudalnya hanya untuk pada akhirnya 
membintangi video YouTube yang mengerikan ketika para 
pemberontak menemukan dan mengeksekusinya. Oleh 
karena itu, meskipun Kim secara wajar dapat membuat 
kesepakatan pada batasan tersebut — menghentikan uji 
coba rudal dan nuklir, membatasi jumlah persenjataan, 
memungkinkan beberapa bentuk pengamanan/inspeksi, 
mengadopsi langkah-langkah pengurangan ketegangan 
lainnya — menyingkirkan semuanya merupakan hal yang 
kecil kemungkinannya terjadi.”

Namun, masih ada kemungkinan.
Akan tetapi bagi Jepang, kemungkinan itu sangat 

rendah — setidaknya untuk saat ini.
Buku putih pertahanan Jepang yang diterbitkan pada 

Agustus 2018, dan Pedoman Program Pertahanan Nasional 
yang diterbitkan pada Desember 2018, mengatakan 
bahwa Korea Utara tetap menjadi ancaman militer. Buku 
putih pertahanan yang diterbitkan pada bulan Agustus itu 

mengatakan bahwa Jepang harus menambah kemampuan 
rudalnya sendiri dan mempersiapkan diri dengan 
sepenuhnya sembari menyaksikan untuk melihat apakah 
Korea Utara menepati janjinya.

“Tindakan militernya telah menjadi ancaman serius 
dan mendesak yang belum pernah terjadi sebelumnya 
terhadap keamanan nasional Jepang,” ungkap buku putih 
yang diterbitkan pada bulan Agustus itu. “Tidak ada 
perubahan dalam pengakuan dasar kami tentang ancaman 
persenjataan nuklir dan rudal Korea Utara.”

Korea Utara menguji coba beberapa rudal balistik 
jarak jauh pada tahun 2017, meluncurkan beberapa rudal 
di atas wilayah Jepang. Korea Utara juga memiliki rudal 
Rodong jarak pendek yang mampu menghantam Jepang, 
demikian menurut beberapa laporan. 

Buku putih yang diterbitkan pada bulan Agustus 
itu mengakui bahwa pertemuan pada Juni 2018 antara 
Presiden Trump dan Kim memiliki “signifikansi besar,” 
tetapi “kita perlu memastikan secara hati-hati tindakan 
spesifik apa yang akan dilakukan Korea Utara terhadap 
penghapusan rudal nuklir dan (balistik) mulai dari 
sekarang,” ungkapnya.  

Beberapa minggu, bulan, dan tahun ke depan pastinya 
akan dipenuhi dengan pengawasan ketat dan tantangan 
tak terduga dari semua pihak. Ke depannya juga akan 
dipenuhi dengan kemajuan, tidak peduli seberapa lambat 
dan disengaja, dan harapan abadi bahwa Semenanjung 
Korea akan kembali ke keadaan unifikasi dan Korea Utara 
akan melakukan denuklirisasi.

“Rakyat Korea, baik di Korea Utara maupun Korea 
Selatan, layak untuk hidup bersama dalam perdamaian, 
diperintah oleh pemerintah demokratis yang menjaga 
kesejahteraan dan keselamatan mereka,” tulis Bandow 
untuk The National Interest. “Akan tetapi, Korea Utara 
merupakan kenyataan yang tidak dapat dihilangkan begitu 
saja. Korea Utara juga tidak dapat disapu bersih bahkan 
oleh militer sekuat Amerika tanpa kerugian yang berakibat 
fatal. Dan memelihara perdamaian merupakan fondasi 
yang menopang segala sesuatu di atasnya.”  o

Parade militer di Pyongyang menampilkan rudal balistik antarbenua 
pada April 2017.  REUTERS
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Persuasi
Pemerintah Tuvalu 
sedang membangun 
pusat konvensi 
di ibukotanya, 
Funafuti, untuk 
menyelenggarakan 
Forum Kepulauan 
Pasifik pada tahun 
2019.  GETTY IMAGESPASIFIK
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Kekuatan utama dan 
kekuatan yang baru muncul 
menjalin kemitraan dengan 
negara-negara Pasifik 
Selatan untuk mengekang 
pengaruh Tiongkok

Persuasi

Manuver Pasifik yang dilakukan oleh 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah 

mengirim gelombang kejut ke kekuatan utama dan 
kekuatan yang baru muncul di dalam dan di luar 
kawasan itu. RRT telah bergerak dengan cepat dalam 
beberapa bulan terakhir ini untuk menjalin hubungan 
ekonomi dan pertahanan dengan negara-negara 
Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. 
Semakin intensifnya ketertarikan pemerintah komunis 
RRT terhadap Pasifik telah mendorong mitra strategis 
lainnya di kawasan ini — termasuk Australia, India, 
Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat — untuk 
berkolaborasi secara lebih kreatif dan menampilkan 
diri mereka sebagai mitra ekonomi dan pertahanan 
yang lebih menguntungkan daripada RRT.

“Kami memiliki keyakinan bersama bahwa investasi 
yang baik berakar dari transparansi, kompetisi terbuka, 
keberlanjutan, berpegang pada standar global yang 
tangguh, mempekerjakan tenaga kerja lokal, dan 
menghindari beban utang yang tidak berkelanjutan,” 
ungkap Menteri Luar Negeri Australia saat itu Julie 
Bishop pada Juli 2018, demikian menurut Agence 
France-Presse. Pidatonya disampaikan selama 
pengumuman kemitraan trilateral antara Australia, 
Jepang, dan A.S. untuk “memobilisasi investasi dalam 
proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan 
ekonomi, menciptakan peluang, dan memupuk Indo-
Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan makmur.”

Tiongkok telah memperkuat dirinya sebagai 
donor bantuan terbesar kedua di Pasifik Selatan, 
setelah memberikan komitmen sebesar lebih dari 
86,7 triliun rupiah (6 miliar dolar A.S.) dalam 
berbagai proyek di seluruh kawasan itu sejak tahun 
2011, demikian menurut surat kabar Financial Times. 
Australia tetap menjadi donor terbesar, setelah 

memberikan komitmen sebesar 97,1 triliun rupiah 
(6,72 miliar dolar A.S.) antara tahun 2011 dan 2018 
dan membelanjakan 80,6 triliun rupiah (5,58 miliar 
dolar A.S.), demikian yang dilaporkan Financial Times. 
Selandia Baru, A.S., dan Jepang masing-masing 
menjadi donor terbesar ketiga, keempat, dan kelima, 
demikian ungkap surat kabar itu.

MANUVER MILITER
Persaingan untuk mendapatkan pengaruh di wilayah 
maritim yang sangat luas ini — yang meliputi 
Australia, Selandia Baru, negara-negara kepulauan 
Pasifik Selatan, dan wilayah Amerika Serikat, 
Prancis, dan Inggris — sering kali tampaknya 
merupakan pertandingan antara RRT melawan 
semua pihak lainnya.

Para pemimpin Australia, Kanada, Selandia Baru, 
Inggris, dan Amerika Serikat mengonfirmasi niat 
mereka pada awal tahun 2018 untuk meningkatkan 
kontak ekonomi dengan negara-negara Pasifik guna 
menarik mereka menjauh dari RRT. Para pemimpin itu 
mengatakan bahwa masih ada waktu untuk melawan 
intrusi Tiongkok di kawasan tersebut karena tidak ada 
negara Pasifik yang menyetujui janji-janji RRT.

Analis intelijen di Australia mengatakan bahwa 
Pasifik Selatan sekarang merupakan ancaman 
strategis terbesar bagi Australia berdasarkan intelijen 
yang menunjukkan bahwa RRT berniat untuk 
membangun pangkalan militer di kawasan tersebut, 
demikian yang dilaporkan surat kabar The Australian 
pada September 2018.

Berita muncul pada April 2018 bahwa RRT 
secara informal telah mendekati Vanuatu untuk 
membangun pangkalan angkatan laut di pulau 
kecil itu. Baik Vanuatu maupun RRT membantah 
terjadinya pembicaraan semacam itu atau adanya 
rencana semacam itu. Intelijen Australia menunjukkan 
sebaliknya, dan para ahli memberikan pendapat 
tentang mengapa hal itu bisa menjadi skenario yang 
besar kemungkinan terjadi.

Di berbagai penjuru Pasifik Selatan, RRT telah 
mengevakuasi ratusan warga negara Tiongkok dari 
berbagai daerah di Kepulauan Solomon, Timor-Leste, 
dan Tonga, demikian yang dilaporkan majalah berita 
online The Diplomat pada April 2018. Evakuasi ini 
terjadi karena serangan terhadap bisnis yang dimiliki 
oleh warga negara dan diaspora Tiongkok.

“Tidak sulit untuk membayangkan bahwa insiden 
seperti ini dapat dengan mudah berkembang ukuran 
dan intensitasnya ketika kehadiran Tiongkok di 
Pasifik Selatan semakin berkembang,” tulis David 
Brewster, seorang peneliti senior di National 
Security College, Australian National University, di 
The Diplomat pada April 2018. “Faktor mendesak 
ini, dan faktor lainnya, dapat memberi Tiongkok 
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Melanesia

Australasia

Selandia Baru

Polinesia

Mikronesia

Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo, kanan, menyambut Menteri 
Luar Negeri Jepang Taro Kono, kiri, dan Menteri Luar Negeri 
Australia saat itu Julie Bishop selama Pertemuan Menteri Luar 
Negeri ASEAN ke-51 di Singapura pada Agustus 2018.  REUTERS

alasan untuk mencari akses yang aman ke fasilitas 
lokal semisal terjadi krisis. Sama seperti Australia 
telah mengamati dengan cermat warga negaranya di 
Fiji selama krisis masa lalu di negara itu, Tiongkok 
bahkan mungkin berpotensi merasa terdorong untuk 
memberikan pengamanan di lapangan ketika pemerintah 
setempat tidak dapat melakukannya.”

Meskipun pangkalan militer RRT di Vanuatu tetap 
diselimuti penolakan, Australia dan A.S. mengonfirmasi 
rencana untuk meningkatkan infrastruktur militer 
di pangkalan Pulau Manus di Papua Nugini (PNG) 
dan mendirikan pangkalan angkatan laut bersama di 

sana, demikian yang dilaporkan The Australian pada 
September 2018.

Laksamana Mike Rogers, mantan direktur Badan 
Keamanan Nasional (National Security Agency) 
A.S. dan komandan Komando Siber A.S., menyebut 
pangkalan itu sebagai solusi “saling menguntungkan” 
bagi Australia dan PNG.

“Jika Anda melihat PNG dan tempat-tempat lain yang 
memiliki sumber daya yang sangat menarik — bukan 
karena kebetulan Anda melihat lebih banyak warga 
Tiongkok,” ungkap Rogers, demikian menurut The 
Australian, menambahkan bahwa RRT “jelas berusaha 
menciptakan hubungan yang menghasilkan keuntungan 
bagi mereka. Saya tidak mencoba untuk berdebat bahwa 
hal itu pada dasarnya jahat, tetapi di sisi lain, ini adalah 
strategi yang disadari. Tidak ada yang seharusnya mengira 
bahwa upaya ini dilakukan secara impulsif semata atau, 
‘Oh, saya ingin tahu mengapa mereka tertarik — memilih 
pulau itu — di Oseania hari ini?’ Ada alasannya, kawan, 
bukan kebetulan.”

Anggaran belanja pertahanan Australia di Pasifik 
Selatan untuk tahun 2018 mencapai total 1,73 triliun 
rupiah (120 juta dolar A.S.) dan terus meningkat, 
demikian yang dilaporkan The Australian.

“Pasifik merupakan area dengan prioritas sangat tinggi 
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bagi kepentingan keamanan nasional strategis Australia,” 
ungkap Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne.

BERKEMBANGNYA PENGARUH INDIA
India telah muncul dalam beberapa tahun terakhir ini 
sebagai perekonomian utama dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia dan diproyeksikan akan tumbuh lebih 
cepat daripada Tiongkok selama dekade berikutnya. 
Meskipun sebagian besar bantuan asing India yang 
jumlahnya kecil tetapi terus berkembang diberikan ke 
negara-negara tetangga dekatnya di Asia selatan dan 
Samudra Hindia, diplomasi bantuan India telah meluas 
ke negara-negara kecil di Pasifik Selatan, khususnya 
Fiji. Sekitar 38 persen populasi Fiji adalah warga Indo-
Fiji, keturunan pekerja kontrak India yang dibawa ke 
kepulauan itu oleh Inggris pada abad ke-19.

India telah lama mengadopsi kebijakan Bertindak ke 
Timur yang mendorong keterlibatan dengan negara-
negara tetangganya di timur. Para pemimpin di sana 
baru-baru ini bekerja dengan konsorsium Selandia Baru 
untuk mengembangkan area utama di bidang ekonomi, 
perdagangan, diplomasi, keamanan, tata kelola, dan 
pembangunan sosial.

Sebagai kekuatan yang bangkit dan semakin terlibat 
secara regional dan di luar negeri, India tertarik untuk 
terlibat di Pasifik Selatan, demikian ungkap Rani D. 
Mullen, peneliti tamu di Institut Kajian Asia Selatan, 
National University of Singapore.

“Ini bukan keterlibatan baru, terutama dengan 
sejarah panjang lebih dari 100 tahun dan diasporanya 
di Pasifik,” ungkapnya. “Pemikiran baru ini telah 
membuatnya terlibat lebih banyak dengan negara-
negara kepulauan Pasifik melalui kekuatan lunak. 
Keterlibatan ini sebagian besar adalah pelatihan, 
pendidikan, dan keterlibatan budaya.”

Pesan Mullen kepada negara-negara Pasifik Selatan 
yang mencari investor adalah bahwa keanekaragaman 
dengan pasar lain merupakan hal yang baik; tapi 
waspadalah terhadap pamrih yang menyertainya.

“India merupakan pemain baru yang hebat dan 
bersaing dengan Tiongkok. Penting bagi berbagai negara 
untuk melihat jenis investasi yang diusulkan Tiongkok dan 
tingkat pelunasan serta suku bunga yang tinggi. Semua 
itu penting untuk diingat, Tonga misalnya,” ungkap 
Mullen. Ketika Tiongkok mulai membangun dermaga 
dan pelabuhan di dekat India — di Myanmar, Maladewa, 
Pakistan, dan Sri Lanka, di dekat dengan perbatasan 
— “India terkejut. India ingin membangun hubungan 
kerja yang baik yang dapat mengarah pada keterlibatan 
ekonomi yang lebih baik. Itu telah menjadi bagian dari 
faktor pendorong baru-baru ini untuk keterlibatan dengan 
Pasifik Selatan.”

Rajesh Rajagopalan, seorang profesor di Pusat Studi 
Internasional, Jawaharlal Nehru University di New Delhi, 
menyebut dinamika pergeseran di Indo-Pasifik sebagai 
“panggilan waspada” bagi India.

“Kami menghadapi tantangan sebagai konsekuensi 

dari kebangkitan Tiongkok,” ungkap Rajagopalan. “Ada 
potensi untuk perdamaian atau ketegangan, kebijakan luar 
negeri dunia yang bertentangan.”

STRATEGI PASIFIK JEPANG
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah berupaya 
untuk memajukan strategi Jepang untuk Indo-Pasifik 
yang bebas dan terbuka. Dia melangkah lebih jauh baru-
baru ini dengan meluncurkan program pengembangan 
kemampuan untuk negara-negara kepulauan Pasifik yang 
ditujukan pada tatanan maritim.

Abe menyelenggarakan Pertemuan Pemimpin 
Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Leaders Meeting - 
PALM) ke-8 pada Mei 2018, tempat dia menjanjikan 
fokus yang lebih besar pada tatanan maritim berdasarkan 
aturan hukum. Upaya ini merupakan salah satu kontribusi 
berkelanjutan Jepang untuk mengekang pengaruh 
Tiongkok di Pasifik Selatan.

The Diplomat melaporkan bahwa selama pertemuan 
PALM pada tahun 2015, Jepang mengumumkan bantuan 
senilai 6,65 triliun rupiah (460 juta dolar A.S.) untuk 
negara-negara Pasifik Selatan.

Pada Mei 2018, PALM diadakan dengan Perdana 
Menteri Abe dan Perdana Menteri Tuilaepa dari Samoa 
menjabat sebagai ketua bersama. Jepang menyatakan 
niatnya untuk berkomitmen lebih dalam pada stabilitas 
dan kemakmuran kawasan itu berdasarkan “strategi 
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” dan negara-
negara kepulauan Pasifik memiliki pemikiran yang sama 
mengenai pentingnya prinsip-prinsip dasar strategi itu dan 
menyambut baik penguatan komitmen Jepang di kawasan 
Pasifik berdasarkan strategi itu. Abe berjanji akan lebih 
fokus pada tatanan maritim berdasarkan aturan hukum.

Pada bulan yang sama, konstruksi dimulai di Pusat 

Laksamana Philip S. Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik 
A.S. (USINDOPACOM), berpartisipasi dalam upacara penghormatan 
di Taman Makam Pahlawan Nasional Pukeahu di Wellington, 
Selandia Baru, pada Agustus 2018, selama kunjungan pertamanya 
ke negara itu sebagai komandan USINDOPACOM.

KOPRAL KEPALA ROBIN W. PEAK/ANGKATAN LAUT A.S.
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Kepulauan Solomon yang merupakan 
salah satu negara Pasifik Selatan 
menebangi hutan tropisnya hampir 20 
kali lipat dari tingkat berkelanjutan, 
demikian menurut penelitian kelompok 
lingkungan yang diterbitkan pada 
Oktober 2018. Tindakan itu didorong 
oleh permintaan akan kayu yang tiada 
hentinya dari Tiongkok.

Volume ekspor komoditas ekspor 
tunggal terbesar di kepulauan itu 
melonjak lebih dari 20 persen menjadi 
lebih dari 3 juta meter kubik pada tahun 
2017, demikian yang ditunjukkan oleh 
statistik bank sentral, senilai 5,46 triliun 
rupiah (378 juta dolar A.S.).

Kelompok lingkungan dan hak asasi 
manusia Global Witness mengatakan 
bahwa penebangan hutan ini lebih 
dari 19 kali lebih tinggi dari tingkat 
berkelanjutan, dan jika terus berlanjut 
dapat menggunduli negara itu dan tak 
lama lagi menghabiskan kontributor 
tunggal terbesar bagi pertumbuhan 
ekonomi Kepulauan Solomon.

Penggundulan hutan juga 
melenyapkan sayuran dan buah-buahan 
liar yang menjadi sumber makanan 
warga setempat dan menghancurkan 
habitat hewan.

Analisis data impor Global Witness 
juga menemukan bahwa sebagian 

besar kayu dikirim ke Tiongkok, importir 
kayu utama dunia, yang dikatakannya 
menggarisbawahi urgensi bagi Beijing 
untuk mengatur impor dan menyelidiki 
asal-usul barang impor itu.

“Skala penebangan sangat tidak 
berkelanjutan sehingga hutan alam 
akan segera habis jika tidak ada 
perubahan,” ungkap Beibei Yin, yang 
memimpin tim peneliti yang menyusun 
laporan itu, melalui telepon dari London 
yang menjadi basis Global Witness.

“Perusahaan Tiongkok yang 
mengimpor sebagian besar kayu sangat 
signifikan jumlahnya sehingga jika 
mereka semua berhenti membeli, maka 
masih ada peluang untuk memulihkan 
kondisi alam,” ungkapnya.

Global Witness menyatakan 
155.000 meter kubik sebagai volume 
ekspor kayu gelondongan berkelanjutan 
dari Kepulauan Solomon, yang 
merupakan angka terendah tetapi 
merupakan angka yang terakhir 
kalinya dihitung dari beberapa analisis 
pemerintah dan pakar, dengan angka 
tertinggi sekitar 300.000 meter kubik.

Global Witness tidak memberikan 
kapan kemungkinan habisnya hutan itu 
tetapi mengutip perkiraan awal sekitar 
tahun 2036 berdasarkan perkiraan yang 
dibuat pada 2011 oleh Kementerian 

Kehutanan Kepulauan Solomon.
Kantor perdana menteri Kepulauan 

Solomon mengarahkan Reuters kepada 
sekretaris menteri kehutanan, yang 
tidak segera menanggapi permintaan 
komentar melalui email.

Kementerian perdagangan Tiongkok 
tidak segera menanggapi permintaan 
komentar melalui faks.

Kepulauan Solomon memiliki 
lebih dari 2,2 juta hektar hutan yang 
mencakup sekitar 80 persen dari luas 
daratannya, yang tersebar di 990 pulau.

Meskipun Kementerian Kehutanan 
negara itu sebelumnya mengatakan 
bahwa pihaknya telah memperketat 
peraturan untuk memberantas 
pembalakan liar, Global Witness 
mengatakan kurangnya kemampuan 
penindakan meningkatkan risiko 
ditebangnya lebih banyak pohon dari 
jumlah yang diizinkan.

Analisis satelit Global Witness 
terhadap jalan yang digunakan untuk 
penebangan menunjukkan adanya jalan 
sepanjang 669 kilometer yang terletak 
di atas ketinggian 400 meter, tempat 
penebangan secara nominal dibatasi.

Interpol memperkirakan 
perdagangan global kayu ilegal bernilai 
lebih dari 722,5 triliun rupiah (50 miliar 
dolar A.S.) per tahun.

Hutan Kepulauan Solomon ditebang dengan cepat 
untuk memasok permintaan Tiongkok

REUTERS

Penggundulan hutan 
juga melenyapkan 
sayuran dan buah-buahan 
liar yang menjadi sumber 
makanan warga setempat 
dan menghancurkan 
habitat hewan.

Burung pitta 
wajah hitam di 
Pulau Solomon
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Perubahan Iklim Pasifik yang didanai Jepang di Samoa.
PALM mengadakan pertemuan setiap tiga 

tahun, memberikan kesempatan kepada Abe untuk 
mengumpulkan perwakilan dari anggota Forum 
Kepulauan Pasifik untuk meningkatkan hubungan.

“Sejak dahulu kala, Samudra Pasifiklah yang telah 
memberi kita berkah laut. Dan aturan hukum yang 
memberikan perlindungan kepada berbagai negara, besar 
dan kecil, untuk hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dari 
mereka,” ungkap Abe selama pertemuan PALM pada Mei 
2018. “Jepang tidak akan berhenti dalam memberikan 
bantuannya guna meningkatkan kemampuan berbagai 
negara untuk melindungi laut, termasuk kemampuan 
penegakan hukum masing-masing negara.”

Abe mengatakan kepada mitra kepulauan Pasifiknya 
bahwa Jepang akan mengembangkan infrastruktur 
berkualitas baik dalam “aspek keras maupun lunak” untuk 
membantu keberlanjutan dan kemakmuran mandiri. 
Jepang juga akan meningkatkan pertukaran orang-ke-
orang untuk “mengembangkan para pemimpin yang akan 
memikul masa depan negara-negara PALM,” ungkap Abe.

Pertemuan PALM berikutnya akan berlangsung pada 
tahun 2021.

HATI DAN PIKIRAN
Kemitraan di Pasifik Selatan hadir dalam berbagai 
kombinasi. Tiga negara besar yaitu Australia, Jepang, 
dan Amerika Serikat telah berjanji untuk terus bekerja 
bersama-sama dan menjalin hubungan strategis lainnya, 
sebagai penyeimbang terhadap RRT.

“Kemitraan trilateral ini adalah pengakuan bahwa 

diperlukan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan 
perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik,” 
ungkap Menteri Luar Negeri Australia saat itu Julie 
Bishop, demikian yang dilaporkan surat kabar Stars and 
Stripes pada Agustus 2018.

Paul Buchanan, seorang analis keamanan Amerika yang 
berbasis di Auckland, mengatakan kepada Stars and Stripes 
bahwa dia sudah melihat peningkatan dalam pendanaan 
yang diterapkan akibat berkembangnya jejak RRT di 
Pasifik Selatan.

Jejak itu, menurut Buchanan, termasuk kedutaan 
Tiongkok baru di Tonga yang akan berfungsi sebagai 
pangkalan intelijen sinyal yang berada di dekat kabel data 
bawah air dan kapal pengintai dan hidrografi baru yang 
diberikan kepada Angkatan Laut Fiji oleh RRT. (Laporan 
lain mengatakan bahwa Tiongkok telah memberikan 
pelatihan dan kendaraan kepada kepolisian Fiji, demikian 
yang dilaporkan surat kabar itu.)

Semakin banyak analis mengatakan bahwa kebutuhan 
pembelanjaan infrastruktur di Pasifik sangat penting. 
“[Kemitraan trilateral] ini adalah tentang persaingan untuk 
merebut hati dan pikiran di kawasan ini dan di dunia dan 
berpura-pura menyatakan sebaliknya merupakan tindakan 
konyol,” ungkap Brad Glosserman, profesor tamu di Tama 
University Tokyo, kepada Stars and Stripes.

Seperti analis lainnya, dia juga membantah anggapan 
bahwa proyek-proyek Pasifik Selatan RRT telah 
berhasil. “Banyak proyek ini yang tidak berjalan,” 
ungkap Glosserman. “Gagasan bahwa ini merupakan 
kesuksesan luar biasa bagi pihak Tiongkok bukanlah hal 
yang nyata.”  o

Presiden A.S. Donald Trump, kiri, 
menyambut Perdana Menteri Jepang 
Shinzo Abe selama pertemuan di 
Gedung Putih di Washington, D.C., 
pada Februari 2017.  GETTY IMAGES

“Aturan hukum 
yang memberikan 
perlindungan 
kepada berbagai 
negara, besar dan 
kecil, untuk hak-
hak yang tidak 
bisa dipisahkan 
dari mereka.”
~Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang
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M A N A J E M E N

P E R I K A N A N
PENANGKAPAN IKAN BERLEBIHAN MENGANCAM CARA HIDUP, 

KEMAKMURAN, DAN PADA AKHIRNYA KEDAULATAN 
NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK

KOLONEL ROBERT T. HENDRICKSON/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.
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T
una adalah makanan andalan bagi 
ratusan juta orang di seluruh dunia 
dan juga menjadi mesin ekonomi 
utama di banyak negara yang tersebar 
di sepanjang sabuk tuna di Samudra 
Pasifik Barat dan Tengah. 

Sekitar 60 persen tuna di pasaran 
saat ini secara global — dari sashimi 

bigeye hingga cakalang kalengan — berasal dari 
sabuk tuna, yang membentang 5 derajat di utara dan 
selatan khatulistiwa.

Banyak negara kepulauan Pasifik sangat 
tergantung pada perikanan ini untuk kemakmuran 
dan kedaulatan mereka. Di Kiribati, misalnya, 
ikan menyumbang 28,8 persen dari semua protein 
dalam asupan makanan dan 55,8 persen dari protein 
hewani yang dikonsumsi. Jumlahnya sama untuk 
negara-negara kepulauan Pasifik lainnya di kawasan 
itu, demikian menurut Badan Pangan dan Pertanian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendapatan dari penangkapan ikan 
berkontribusi terhadap 64 persen dari produk 
domestik bruto (PDB) Kiribati, 46 persen dari 
PDB Tuvalu, 32 persen dari PDB Kepulauan 
Marshall, dan 24,4 persen dari PDB Mikronesia, 
demikian menurut laporan Bank Dunia. Selain itu, 
33 persen penduduk Tonga bekerja di sejumlah 
sektor perikanan. Untuk Samoa, 42 persen 
penduduk bekerja di sektor perikanan.  

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan,  
dan tidak diregulasi
Penangkapan ikan berlebihan bisa membahayakan 
ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi di 
masa depan bagi negara-negara ini. Para nelayan 
memanen dan tidak melaporkan lebih dari 30 persen 
kuota tahunan untuk tuna di kawasan itu, demikian 
menurut studi terpisah yang dilakukan antara lain 
oleh Bank Dunia, Pew Charitable Trusts, Badan 
Perikanan Forum (Forum Fisheries Agency - FFA) 
Kepulauan Pasifik, dan Uni Eropa. Pemanenan 
berlebihan pada ikan yang matang secara seksual 
dapat menyebabkan runtuhnya persediaan ikan 
dengan menipisnya persediaan benih ikan dan 
menyebabkan penurunan tajam dalam pemijahan.

Mengingat risiko itu, negara-negara Indo-Pasifik 
harus bekerja bersama-sama untuk melindungi 
sumber daya berharga ini dan menstabilkan kawasan 
itu. Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah 
(Western and Central Pacific Fisheries Commission 

- WCPFC) dan FFA merupakan lembaga utama 
yang bertugas untuk mengelola populasi ikan di 
kawasan ini dan mengendalikan penangkapan ikan 
ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU).

Pola persediaan tuna yang memiliki migrasi 
tinggi membuat pengelolaan perikanan menjadi 
lebih menantang. Seekor tuna yang berenang di 
zona ekonomi eksklusif (ZEE) Kiribati hari ini 
dapat berenang di ZEE Kepulauan Marshall besok 
atau di tempat lain di laut lepas. Pergerakan tanpa 
batas di antara berbagai yurisdiksi ini menciptakan 
lanskap penindakan yang menantang. Banyak 
spesies, termasuk tuna, ditangkap secara berlebihan 
di kawasan ini dan secara global.

Penangkapan ikan IUU berkontribusi pada 
ketegangan di kawasan ini dan sekitarnya. 
Penangkapan ikan IUU merampas pendapatan 
negara-negara kepulauan Pasifik secara kolektif lebih 
dari 8,67 triliun rupiah (600 juta dolar A.S.) per 
tahun, demikian yang ditemukan oleh laporan FFA 
pada tahun 2016. Jumlah yang dicuri itu merupakan 
jumlah yang substansial, mengingat bahwa negara 
seperti Kiribati memiliki PDB yang besarnya sekitar 
2,89 triliun rupiah (200 juta dolar A.S.) per tahun. 
Hanya 20 persen tuna yang ditangkap di kawasan ini 
dilakukan oleh armada kepulauan Pasifik, demikian 
menurut Greenpeace Selandia Baru.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berpose dengan 
perwakilan Kiribati David Teaabo dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia 
Pasifik di Port Moresby, Papua Nugini, pada November 2018.  REUTERS
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Konsekuensi luas
Akan tetapi, penangkapan ikan lebih dari sekadar 
ketahanan pangan. Ini adalah cara hidup warga 
di kawasan ini, dan juga merupakan dasar 
kedaulatan ekonomi.

Stok ikan yang sehat secara langsung terkait 
dengan ketahanan pangan, keamanan ekonomi, 
dan keamanan teater regional, seperti yang 
diungkapkan oleh banyak insiden. Kelangkaan 
pangan berkontribusi pada berbagai masalah 
stabilitas. Ini adalah penyebab utama migrasi 
massal penduduk, yang dapat berkontribusi bagi 
sindikat kejahatan transnasional, seperti yang 
terlibat dalam perdagangan manusia, untuk 
membangun pijakan di suatu daerah.  

Nelayan Somalia berpaling ke pembajakan di 
Tanduk Afrika setelah penangkap ikan perairan 
jauh asing secara ilegal melakukan penangkapan 
ikan berlebih di ZEE Somalia dan menyebabkan 
keruntuhan perikanan. Konflik antara Islandia 
dan Inggris meletus akibat hak penangkapan 
ikan pada akhir tahun 1970-an, dan pertikaian 
serupa terjadi antara Kanada dan Spanyol 
pada akhir tahun 1990-an. Penangkapan ikan 
berlebih juga menyebabkan meningkatnya 

ketegangan dalam beberapa tahun terakhir di 
Laut Cina Selatan antara berbagai negara Asia 
Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
yang saling mengeklaim hak atas perikanan. 
RRT telah secara agresif mengganggu nelayan 
Vietnam dan Filipina, misalnya.

Anjloknya stok ikan dapat menyebabkan 
keruntuhan ekonomi di banyak negara 
kepulauan Pasifik ini. Ketergantungan ekonomi 
mereka terhadap kesehatan stok ikan membuat 
negara-negara penting strategis ini sangat rentan 
terhadap taktik diplomasi buku cek dan buku 
utang seperti yang dipergunakan oleh RRT. 
Hal ini juga meningkatkan kerentanan mereka 
terhadap pembajakan, ekstremisme kekerasan, 
organisasi kriminal transnasional, dan elemen 
destabilisasi lainnya. 

Arah mendatang
Negara-negara penangkap ikan yang 
bertanggung jawab harus bersatu untuk 
memerangi penangkapan ikan berlebih yang 
tidak dilaporkan yang terjadi di perairan 
teritorial negara-negara kepulauan Pasifik. 
Manajemen regional kooperatif dapat memiliki 
manfaat yang besar untuk menjaga keberlanjutan 
sabuk tuna. Sekutu dan mitra dapat membantu 
membangun tata kelola maritim yang efektif 
dan membangkitkan kehendak politik di dalam 
kawasan ini. Komunitas internasional telah 
mencurahkan upaya besar untuk membangun 
kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan 
pengawasan dan boarding penegakan hukum. 
Akan tetapi, sistem pengawasan berteknologi 
tinggi terkini yang ditambah dengan kapal 
penegak hukum terbaru dan tercanggih telah 
terbukti tidak efektif tanpa adanya tahap akhir 
penuntutan. Langkah konservasi dan manajemen 
(CMM) dari WCPFC lemah dalam hal prosedur 
trans-shipment dan pencatatan tangkapan.  

Titik awal untuk memerangi penangkapan 
ikan berlebih adalah negara-negara penangkap 
ikan yang bertanggung jawab dari WCPFC 
bersatu dan menerapkan CMM tegas yang 
mengatur pencatatan tangkapan. Selain itu, 
WCPFC harus menerapkan peraturan yang 
melarang semua trans-shipment di laut lepas. 
Yang terakhir, negara-negara pesisir harus 
mengadopsi dan menerapkan undang-undang 
domestik serupa untuk pencatatan tangkapan 
dan trans-shipment di dalam ZEE mereka dan 
memiliki kehendak politik untuk secara agresif 
menuntut penangkap ikan IUU yang melanggar 
hukum mereka — yang pada dasarnya merampas 
pendapatan nasional mereka.

Banyak kekuatan utama yang bertanggung 
jawab mengambil sikap proaktif dalam 

Pertimbangkan kasus ikan pollock Laut Bering Tengah di 

“Lubang Donat.” Area ini dapat ditemukan di perairan inter-

nasional yang sedikit lebih besar dari Laut Mediterania, di 

antara Alaska dan Rusia. Zona ekonomi eksklusif Rusia dan 

A.S. mengelilingi Lubang Donat, namun secara hukum ini 

merupakan perairan internasional dan oleh karena itu terbuka 

bagi penangkap ikan dari negara mana pun. Perairan ini kaya 

akan pollock, ikan yang digunakan untuk segalanya mulai 

dari pupuk hingga sandwich ikan. Armada internasional tanpa 

henti menguras stok pollock Lubang Donat dari tahun 1983 

sampai 1993. Pada puncaknya tahun 1989-90, hasil tangka-

pan ikan pollock melampaui 1,4 juta metrik ton. Pada tahun 

1990-91, hasil tangkapan sulit mencapai 300.000 metrik 

ton. Pada tahun berikutnya, stok anjlok akibat penangkapan 

ikan berlebih. Per tahun 2016, waktu dilakukannya survei 

terbaru, stoknya tetap menipis.

STUDI KASUS ANJLOKNYA STOK
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menangani munculnya krisis penangkapan 
ikan berlebih ini. Selandia Baru, misalnya, 
mengerahkan kapal patroli Angkatan Laut 
Selandia Baru untuk mendukung operasi 
pulsa penangkapan ikan IUU selama tiga 
bulan di perairan Fiji, yang memungkinkan 
lebih dari 150 boarding penegak hukum 
maritim. Sebelas perjanjian ship-rider bilateral 
antara A.S. dan negara-negara kepulauan 
regional memungkinkan operasi serupa. A.S. 
juga memvisikan bantuan hukum di masa 
mendatang di darat untuk membantu negara-
negara ship-rider meningkatkan kapasitas 
penuntutan mereka.

Australia, Prancis, Selandia Baru, dan 
Amerika Serikat telah bekerja sama dengan 
kawasan dan negara-negara kepulauan Pasifik 
selama bertahun-tahun untuk membangun 
kesadaran ranah maritim serta kapasitas dan 
kapabilitas keamanan. Jepang dan Kanada juga 
sedang bekerja di ruang perdagangan ini.  

Perjanjian Tuna Pasifik Selatan, sebuah 
kesepakatan berkelanjutan antara Amerika 
Serikat dan 16 negara kepulauan Pasifik, mulai 
berlaku pada tahun 1988 dan telah berlangsung 

lebih dari 30 tahun dengan perpanjangan pada 
tahun 1993 dan 2002. Pada Desember 2016, 
negara peserta memperbarui perjanjian ini 
untuk memodernisasi cara kapal penangkap 
ikan A.S. memperoleh akses ke perairan 
penangkapan tuna produktif dari negara peserta 
perjanjian. Perjanjian ini, yang merupakan 
model kerja sama perikanan dan internasional, 
telah membantu menetapkan persyaratan 
pelaporan data dan pengamat perikanan, 
serta standar pemantauan, pengendalian, dan 
pengawasan untuk perikanan kawasan tersebut.

Diperlukan upaya yang lebih besar untuk 
membangun jenis prakarsa ini. Negara-
negara penangkap ikan perairan jauh lain 
yang bertanggung jawab perlu mengambil 
sikap yang lebih tegas terhadap kapal yang 
melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan 
trans-shipment di bawah bendera mereka guna 
memastikan keberlanjutan jangka panjang dari 
penggerak ekonomi regional utama kawasan itu 
— tuna. Prospek tuna terkait erat dengan masa 
depan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Semakin 
maju perekonomian negara kepulauan Pasifik, 
semakin maju keamanan teater kawasan ini.  o

Calon pembeli 
memeriksa tuna 
beku di Pasar 
Toyosu, yang dibuka 
kembali di Tokyo 
pada Oktober 2018.
THE ASSOCIATED PRESS
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epatah Maori, yang menggunakan harakeke, atau 
tanaman rami, sebagai metafora, berarti bahwa 
tanpa suara anak-anak di dunia, umat manusia 

(generasi berikutnya) tidak akan bertahan hidup. 
(Tanaman ini mewakili sebuah keluarga (whanau); daun 
bagian luar adalah leluhur (tapuna); daun bagian dalam 
adalah orang tua (matua), dan daun paling dalam adalah 
bayi (rito atau pepe). Hanya daun bagian luar yang 
dipotong dan meninggalkan daun bagian dalam untuk 
melindungi anak.)

Orang Maori menetap di Selandia Baru sekitar 1.000 
tahun yang lalu, sementara orang Eropa menetap kurang 
dari 200 ratus tahun yang lalu. Saya bukan keturunan 
Maori, namun saya bertugas di Angkatan Darat yang 
memiliki budaya berkembang yang sepenuhnya 
mencerminkan warisan ganda Eropa dan Maori. 
Sebagian besar hal yang kami lakukan sebagai Angkatan 
Darat — cara kami berpakaian, latihan, pangkat, tradisi, 
dan simbol kami — berasal dari Inggris. Akan tetapi, 

karakter saya sebagai 
Prajurit Selandia Baru 
juga sangat dibentuk 
oleh etos Pejuang Maori, 
dan sebagai organisasi, 
kami telah merangkul 
banyak praktik dan tradisi 
Maori. Pada tahun 1995, 
Angkatan Darat Selandia 
Baru secara resmi diakui 
sebagai entitas suku di 

Selandia Baru dan sejak tanggal itu juga disebut sebagai 
Ngati Tumatauenga — Suku Dewa Perang.

Maksud saya menjelaskan hal ini adalah untuk 
menggambarkan, terutama kepada rekan dari A.S., 
bahwa kendati Selandia Baru adalah demokrasi Barat, 
anggota komunitas Five Eyes, dan kami memiliki 
pasukan pertahanan profesional kecil yang menggunakan 
doktrin, taktik, teknik, dan prosedur yang serupa dengan 
Anda, DNA kami tidak sama. Kami menganggap diri 
kami berbeda. Yang penting bagi saya sebagai individu, 

pemimpin, dan sebagai Prajurit profesional mungkin 
sering kali tidak begitu penting bagi Anda, dan prioritas 
saya, terkadang dan alhasil, akan berbeda. 

MEMBINA PEMAHAMAN
Jadi, saat kita berusaha mengembangkan pemimpin 
regional untuk dunia yang kompleks dengan penekanan 
pada operasi bersama dan dengan mitra regional, 
penting bagi kita yang mendukung pengembangan 
kepemimpinan di seluruh Indo-Pasifik mengakui bahwa 
apa yang berhasil bagi kita mungkin tidak berhasil 
dengan cara yang sama bagi mitra regional kita. 
Kebutuhan dan fokus pelatihan masing-masing, bahkan 
cara mitra kita belajar membutuhkan pemahaman yang 
cermat. Selain itu, hanya dengan meluangkan waktu 
untuk memahami bahwa kita dapat lebih menyesuaikan 
bantuan kita, baik untuk audiensi yang kita dukung 
maupun hasilnya, termasuk hasil interoperabilitas, yang 
kita upayakan bersama.

Oleh karena itu, untuk secara efektif berintegrasi 
dengan militer lain di kawasan yang begitu beragam, 
kita membutuhkan pelatih dan pendidik kapabel yang 
mampu menyesuaikan praktik dan prosedur kita, tanpa 
mengorbankan esensi atau inti sari praktik dan prosedur 
tersebut, dengan kebutuhan yang berbeda dari negara-
negara di kawasan kita, kemudian bekerja bersama negara 
tersebut dengan relatif mudah. Kita membutuhkan 
pelatih yang dapat berempati dengan budaya yang 
berbeda dari budaya mereka sendiri dan yang nyaman 
dengan tidak hanya meluangkan waktu untuk terlibat, 
berinteraksi, dan menjalin hubungan kerja yang erat 
dengan rekan-rekan di seluruh Indo-Pasifik, tetapi juga 
dapat mengembangkan solusi pelatihan yang disesuaikan, 
namun relevan. Pertimbangkan cara Angkatan Darat 
Selandia Baru berusaha melakukannya.

Sebelumnya, kami memberikan pelatihan 
kepemimpinan resmi di Selandia Baru pada awal karier 
petugas kemudian, selain titik sentuh sesekali dalam 
kursus tertentu — khususnya untuk bintara (NCO) dan 
bintara tinggi — mengandalkan pengalaman sambil 

P

Hutia te rito o te harakeke, Kei whea te komako e ko? 
Ki mai ki ahau; He aha te mea nui o te Ao? Maku e ki 
atu, he tangata, he tangata, he tangata

Jika jantung semak rami dibuang, di mana burung bellbird akan bernyanyi? Jika saya ditanya, “Apa hal 
terpenting di dunia?” Saya terdorong untuk menjawab: “Manusia, manusia, manusia.”

Sekolah Artileri Angkatan 
Darat Selandia Baru 

menguji perwira junior 
baru dan penembak dari 

Resimen Lapangan 16 
dalam latihan tembakan 

senjata dan mortir selama 
Latihan Hellfire di Waiouru. 

PASUKAN PERTAHANAN SELANDIA BARU
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Pasukan Pertahanan Papua Nugini (PNGDF) 
meluncurkan kerangka kerja untuk 
meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan 
pembimbingan para pemimpinnya pada 

tahun 2017. Ini adalah program pengembangan 
kepemimpinan pertama dari pasukan militer ini.

Komandan PNGDF Brigjen Gilbert Toropo 
mengatakan kerangka kerja kepemimpinan Kumul 
diperlukan “untuk mengembangkan organisasi dan 
melaksanakan misi kami untuk membela PNG, rakyat 
dan kepentingannya hingga standar tertinggi,” demikian 
menurut The National, surat kabar Papua Nugini yang 
berbahasa Inggris.

Toropo meluncurkan kerangka kerja ini bersama 
Kepala Sekretaris Duta Besar Isaac Lupari dan Menteri 
Pertahanan Solan Mirisim dalam upacara pada bulan 
Desember 2017, demikian menurut surat kabar Post-
Courier Papua Nugini.

Pejabat senior PNGDF menandatangani Deklarasi 
Laloki pada tahun 2014 untuk mengadopsi kerangka 
kerja kepemimpinan, yang didasarkan pada nilai-
nilai militer dan “akan menjadi tulang punggung 
pengembangan kepemimpinan di PNGDF,” kata 
Toropo.

Letkol Dickers Esso menciptakan kerangka kerja 
ini dengan bantuan dari Pasukan Pertahanan Selandia 
Baru. Kelompok kerja ahli, yang terdiri dari Kepala Staf 
PNGDF Kolonel Ray Numa dan pemimpin puncak 
PNGDF lainnya, mendukung kerangka kerja tersebut, 
demikian menurut laporan Post-Courier.

Kolonel Carl Wrakonei, komandan area PNGDF, 
menyampaikan kepada Post-Courier pada Agustus 
2018 bahwa pengembangan kepemimpinan PNGDF 
merupakan prioritas nomor satu komandan PNGDF. 
PNGDF melaksanakan sesi pelatihan pertamanya 
di bawah kerangka kerja Kumul pada Agustus dan 
Oktober 2018.

Dua anggota Pasukan Pertahanan Selandia Baru, 
Sertu Nathan Turner dan Sertu Alex Fraser, membantu 
memfasilitasi kursus, yang menargetkan pemimpin dari 
letnan hingga brigadir jenderal.

Wrakonei mengatakan kursus pertama akan 
memungkinkan peserta memperoleh perangkat untuk 
“menyediakan platform yang baik bagi pemimpin junior 
untuk berlatih dan memajukan pesan kepemimpinan di 
tingkat mereka,” demikian yang dilaporkan Post-Courier.

STAF FORUM

KERANGKA KERJA 
KEPEMIMPINAN

KUMUL

bekerja untuk mempersiapkan orang-orang kami 
untuk memimpin di tingkat berikutnya.

Untuk lebih mempersiapkan orang-orang kami 
untuk memimpin di lingkungan kontemporer, kami 
mengadopsi kerangka kerja yang lebih menyelaraskan 
pelatihan kepemimpinan dengan kemajuan karier dan 
lebih mengintegrasikan pengembangan kepemimpinan 
dalam kursus pelatihan kami. Pergeseran ini 
bertujuan untuk menghasilkan pasukan pemimpin 
yang mandiri dan tangguh yang memiliki perangkat 
yang tepat sepanjang karier untuk menginspirasi dan 
mengarahkan orang-orang di bawah komando mereka. 
Kerangka kerja ini berkembang melalui gerbang 
berikut: memimpin diri, memimpin tim, memimpin 
pemimpin, sistem, kapabilitas, kapabilitas terpadu, dan 
memimpin organisasi.

Langkah-langkah ini memperhitungkan semua 
orang dari rekrut hingga kepala angkatan darat. 
Ini terhubung dengan model kemajuan karier 
Angkatan Darat Selandia Baru dan berbentuk kelas 
teori, pelaporan 360 derajat, dan pembelajaran 
pengalaman luar ruang. Yang penting, dan selain 
kursus kepemimpinan yang berdiri sendiri, kerangka 
kerja ini memberikan dasar untuk mengintegrasikan 
pelatihan kepemimpinan ke dalam semua kursus 
spesialis dan komando. Misalnya, kami mendasarkan 
tujuan kepemimpinan dari Kursus Komandan Bagian 
Infanteri pada tingkat memimpin tim, sementara 
kami menghubungkan Kursus Komandan Kompi 
Tempur dengan tingkat Memimpin Sistem. Sebagai 
brigadir jenderal, saya mengikuti Kursus Memimpin 
Organisasi pada Agustus 2018.

Sistem ini mengakui bahwa pemimpin memerlukan 
pengembangan di semua tingkat, terlepas dari 
pangkat, posisi, atau pengalaman dan memberikan kita 
titik referensi umum untuk pelatihan kepemimpinan 
di seluruh Angkatan Darat. Selain itu, sistem ini 
memberikan titik awal untuk percakapan kami dengan 
mitra regional mengenai bantuan yang mungkin 
kami sediakan untuk pengembangan kepemimpinan 
mereka sendiri. Terhadap berbagai hasil pembelajaran 
dan hasil yang diupayakan oleh mitra, kami kemudian 
mengembangkan paket dukungan pelatihan yang 
meningkatkan kemampuan kepemimpinan individu 
dan meningkatkan cara kami berinteraksi dan 
beroperasi dengan mitra kami.

BEKERJA SAMA DENGAN PAPUA NUGINI
Pada tahun 2017, Papua Nugini mendirikan direktorat 
pengembangan kepemimpinan. Selama delapan 
tahun terakhir, Pasukan Pertahanan Selandia Baru 
(NZDF) telah bekerja sama dengan Papua Nugini 
untuk membantu mengembangkan kerangka kerja 
kepemimpinan Kumul melalui serangkaian pertukaran 
dan prakarsa pengembangan kursus. Kumul, burung 
surga Papua Nugini, melambangkan kepemimpinan, 
keunggulan, dan ambisi rakyat negeri ini. NZDF 
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menciptakan program kepemimpinan Kumul sebagai 
penghormatan atas hubungannya dengan PNG dan 
pengakuan akan budaya PNG. 

Sementara kerangka kerja kepemimpinan Kumul 
mencerminkan kerangka kerja pengembangan 
kepemimpinan NZDF, kerangka kerja ini khas Papua 
Nugini dalam hal tingkat kepemimpinan, gagasan 
etis, dan elemen nilainya. Pasukan Pertahanan Papua 
Nugini (PNGDF) baru-baru ini telah merancang, 
mengembangkan, dan menyampaikan Kursus Kapabilitas 
Pemimpin, yang telah memvalidasi kerangka kerja 
kepemimpinan Kumul dan menghasilkan peningkatan 
yang nyata dalam kepemimpinan PNGDF. Keberhasilan 
dalam mendirikan direktorat pengembangan 
kepemimpinan PNGDF kemudian menyampaikan 
pelatihan yang baik mencerminkan apa yang dapat 
dihasilkan dari kemitraan yang kuat.

Program bantuan bersama kami menyediakan jenis 
pelatihan kepemimpinan ini kepada beberapa negara 
di Pasifik dan Asia Tenggara. Program ini mendanai 
berbagai tim pelatihan seperti yang kami kirim ke 
PNG, penempatan permanen staf dukungan ke negara-
negara kepulauan Pasifik dan kehadiran perwakilan dari 
angkatan darat Pasifik dan Asia Tenggara dalam kursus 
komando, kepemimpinan, dan spesialis di Selandia 
Baru. Kami juga memberikan dukungan kepada negara 
mitra kami untuk mengikuti kursus di lembaga tersier 
di Selandia Baru. Semua ini adalah interaksi yang 
mendorong interoperabilitas.

YANG TERPENTING ADALAH MANUSIA
Pepatah Maori yang saya gunakan sebagai pembuka 
berbicara tentang hal yang penting dalam hidup 

dan menjawab pertanyaan “apa hal terpenting dari 
semuanya? He tangata, he tangata, he tangata.” Yang 
terpenting adalah manusia, manusia, manusia.

Karena dukungan yang diberikan Angkatan Darat 
Selandia Baru kepada rekan-rekan regional, kami 
mendukung pengembangan pemimpin regional 
untuk beroperasi bersama kami, mitra dan sekutu 
kami di dunia yang semakin kompleks — hasil yang 
jelas menargetkan “bagian manusia” dari “persamaan 
interoperabilitas” yang jauh lebih besar.

Namun, yang tak kalah pentingnya adalah jaringan 
hubungan profesional yang telah kami jalin dengan 
para pemimpin dari seluruh kawasan ini. Seiring orang-
orang kami berkembang dan maju dalam karier, mereka 
memiliki rekan dari negara mitra yang maju pada saat 
yang sama seperti mereka dan merupakan kontak yang 
sangat berharga baik di saat damai maupun krisis. 
Sering kali, hubungan yang dibangun oleh keterlibatan 
regional memungkinkan kami untuk memintas birokrasi, 
berintegrasi secara lebih efisien dengan mitra Asia dan 
Pasifik, dan beroperasi secara lebih efektif bersama-sama 
di kawasan kami. Proposisi nilai dari hasil ini, khususnya 
dari perspektif interoperabilitas, sudah jelas. o

Artikel ini merupakan adaptasi pidato Mayjen John R. Boswell dalam panel 
“Mengembangkan Pemimpin Regional untuk Dunia yang Kompleks” dalam Konferensi 
Pasifik Pasukan Darat di Honolulu, Hawaii, pada 24 Mei 2018.

Tentara Selandia Baru berjaga selama upacara Hari Anzac di 
Taman Makam Pahlawan Nasional Pukeahu pada 25 April 2018, 
di Wellington. Hari Anzac memperingati anggota Korps Angkatan 
Darat Australia dan Selandia Baru yang berjuang dalam 
Pertempuran Gallipoli dalam Perang Dunia I.  GETTY IMAGES
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PERDAMAIAN
Menjaga
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Sri Lanka muncul sebagai penjaga perdamaian global, 
Kepala Angkatan Darat Letjen Mahesh Senanayake 

menyampaikan kepada FORUM
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PPresiden Sri Lanka Maithripala Sirisena menunjuk 
Mahesh Senanayake sebagai Kepala Angkatan Darat 
pada Juni 2017, dan pada saat itu pangkatnya juga 
dinaikkan menjadi letnan jenderal.

Senanayake berpartisipasi dalam hampir setiap 
operasi Pembebasan Macan Tamil Eelam (LTTE) 
yang melibatkan pasukan keamanan Sri Lanka, 
menghabiskan 30 tahun dalam pertempuran. Ia 
diakui berkat kegagahan dan keberaniannya dalam 
menghadapi musuh. Untuk pelayanannya, ia diberi 
penghargaan Rana Wickrama Padakkama untuk 
tindakan keberanian dan kepahlawanan individual 
dalam pertempuran yang dilakukan atas inisiatif 
tentara sendiri; Rana Soora Padakkame beberapa kali 
untuk tindakan perilaku terhormat individual dalam 
menghadapi musuh selama penempatan militer; 
dan Uththama Seva Padakkma untuk dedikasi 
pada tugas dengan setidaknya 15 tahun pelayanan 
berkelanjutan dengan catatan disiplin dan pelayanan 
yang sempurna.

Senanayake lulus dari Ananda College di 
Kolombo dan bergabung dengan Angkatan Darat Sri 
Lanka pada Oktober 1981. Setelah menyelesaikan 
pelatihannya, ia bergabung dengan Korps Insinyur. 
Ia juga memiliki gelar sarjana teknik sipil dari 
Universitas Jawaharlal Nehru, India, dan merupakan 
lulusan U.S. Army Command and General Staff 
College.

Sepanjang karier militernya, ia telah meraih 
banyak tanda kehormatan dan memegang jabatan 
komando, staf, dan instruksional. Ia menjabat 
sebagai komandan pusat resimen dari Resimen 
Pasukan Khusus, komandan Brigade Infanteri 
211-Vavuniya, komandan Brigade Pasukan Khusus, 
dan komandan umum Divisi 52 di Varani, Jaffna. 
Selain itu, ia juga melakukan tugas penunjukan staf, 
termasuk Kantor Staf Kolonel Jenderal di Divisi 52 
dan Staf Brigadir Jenderal di Markas Besar Pasukan 
Keamanan di Jaffna selama periode yang paling 
kritis dalam perang. Ia juga menjabat dalam peran 
kepemimpinan di Army Command and Staff College 
di Sapugaskanda.

Pada tahun 2016, ia ditunjuk sebagai komandan 
Pasukan Keamanan-Jaffna dan memberikan 
kontribusi yang luar biasa terhadap pemukiman 
kembali pengungsi di semenanjung itu. Masyarakat 
dan pemerintah mengakui pelayanannya yang tak 

tertandingi bagi proses rekonsiliasi. Pada Maret 
2017, ia ditunjuk sebagai kepala staf Angkatan Darat 
Sri Lanka. Ia juga menjabat sebagai kolonel Resimen 
Pasukan Khusus.

 
Menurut Anda apa kesuksesan terbesar 
Angkatan Darat Sri Lanka?
Setelah berhasil mengakhiri perang saudara selama 
30 tahun pada 2009, kami mengurangi terorisme 
di tanah air dan telah mengembangkan teori baru, 
strategi cara memerangi terorisme. Kami berada 
di tahun ke-9 sejak gencatan senjata dan tidak 
mengalami satu pun ledakan perang di tanah air.

Menurut Anda mengapa pendekatan Anda 
untuk mempertahankan perdamaian begitu 
sukses?
Kami menggunakan rencana yang sangat 
komprehensif dan telah bekerja sangat keras untuk 
mengintegrasikan mantan pemberontak dalam 
masyarakat. Kami menggunakan gabungan konsep 
“5R,” yang merupakan singkatan dari rehabilitasi, 
rekonstruksi, reintegrasi, resettlement (pemukiman 
kembali), dan rekonsiliasi. Jadi, Angkatan Bersenjata 
sebagai energi terbesar di balik strategi ini terlibat 
sepenuhnya dalam konsep ini yang membawa negara 
menuju normalitas.

Kepala Angkatan Darat Sri Lanka Letjen Mahesh Senanayake 
memeriksa pasukan kehormatan selama upacara saat ia 
mengemban komando di Kolombo pada Juli 2017.
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Bagaimana Anda menggambarkan peran Sri 
Lanka untuk masa depan dalam menjaga 
keamanan di kawasan Indo-Pasifik?
Penting bagi Sri Lanka untuk tetap damai demi 
keamanan regional, dan penting bagi kawasan ini untuk 
tetap damai. Pembangunan ekonomi dan perdamaian 
regional saling melengkapi. Kami telah membentuk 
kemitraan penting dengan banyak negara di kawasan 
ini. Misalnya, India dan Pakistan merupakan dua 
mitra utama. Kami, sebagai mitra netral, akan menjadi 
aktor terbaik di kawasan ini untuk menghubungkan 
Pasifik melalui Sri Lanka. Penting halnya untuk 
mempertahankan dialog dengan negara-negara ini 
dan secara internal. Di Sri Lanka, Kantor Kepala 
Pertahanan menghubungkan Angkatan Darat, Angkatan 
Laut, dan Angkatan Udara di trimatra tersebut dari 
tahap perencanaan itu sendiri dan mengoordinasikan 
latihan bersama bilamana kami terlibat.

Bisakah Anda menyampaikan lebih lanjut 
tentang peran Sri Lanka dalam operasi 
pemeliharaan perdamaian internasional?
Sri Lanka telah menyumbangkan pasukan untuk 
berbagai misi pemeliharaan perdamaian P.B.B. 
selama bertahun-tahun ke negara-negara seperti 
Republik Demokratik Kongo, Haiti, Lebanon, Mali, 
Sudan Selatan, Timor Leste, dan Sahara Barat. 
Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah berusaha 
meningkatkan komitmen kami terhadap misi 
tersebut. Saat ini, kami mendukung misi di Republik 
Afrika Tengah, Lebanon, dan Sudan Selatan. Kami 
memasok berbagai kapabilitas pasukan seperti 
insinyur, pengamat, dan petugas staf. Misalnya, di 
Sudan Selatan, kami mengawasi rumah sakit Level II.

Perubahan apa yang ada di depan Angkatan 
Darat Sri Lanka, mengingat bahwa perang 
saudara telah lama berakhir?
Sekarang kami punya 200.000 Tentara di Angkatan 
Darat. Kami telah mengumumkan rencana untuk 
tahun 2020 dan 2025, namun itu tidak berarti kami 
akan melakukan perampingan, meski jumlahnya 
mungkin bergeser. Ini akan mengarah pada ukuran 
yang tepat untuk menjaga integritas negara yang 
berlaku untuk tiap cabang Angkatan Darat, insinyur 
artileri. Kami menggunakan Angkatan Darat untuk 
membantu membangun kembali negara kami. 
Kami juga akan meningkatkan kontribusi terhadap 
pemeliharaan perdamaian P.B.B.

Bisakah Anda menyampaikan lebih lanjut 
tentang peran Angkatan Darat dalam 
membangun kembali negara pascakonflik?
Angkatan Darat merupakan bagian yang sangat 
besar dari keterlibatan Sri Lanka dengan masyarakat. 
Untuk memengaruhi masyarakat, kami membantu 
masyarakat untuk memastikan kami tidak berperang 

lagi. Dalam arti yang lebih luas, kami telah membagi 
Angkatan Darat menjadi tiga pasukan. Yang pertama 
adalah untuk mempertahankan pasukan tempur yang 
berlatih untuk perang. Pasukan kedua adalah untuk 
membangun bangsa. Kami dapat berbakti kepada 
negeri melalui proyek konstruksi, pertanian, dan 
irigasi. Kami memperbaiki sistem dan membangun 
kembali negara untuk berbakti dalam hal tiap Prajurit 
menjadi ahli bukan di infanteri tetapi di industri. Divisi 
ketiga adalah untuk mengelola Angkatan Darat serta 
olahraga, dan memimpin proses pembangunan bangsa. 
Angkatan Darat telah ikut serta dalam pertandingan 
atletik selama 22 tahun. Melalui ketiga divisi ini, kami 
berharap tenaga kerja Sri Lanka akan dipimpin oleh 
Angkatan Darat karena mereka memiliki disiplin dan 
pelatihan untuk mewujudkannya. Kami berharap untuk 
mengembangkan kapasitas bangsa dengan cara ini.

Apa yang Anda lihat sebagai tantangan 
keamanan terbesar yang dihadapi Sri Lanka?
Kami beralih dari pasukan berbasis ancaman menuju 
pasukan berbasis kapasitas. Kami akan mempertahankan 
kekuatan pasukan, pelatihan, dan mempersiapkan 
peralatan untuk menghadapi segala kemungkinan, 
agresi internal atau eksternal, dan bencana alam. Kami 
juga mempersiapkan diri terhadap ancaman yang 
tidak konvensional seperti perdagangan narkoba, 
penyelundupan manusia, perang siber; itulah ancaman 
baru yang akan kami hadapi. Kami juga bersiap untuk 
situasi tumpahan dari negara lain, sebagai negara 
kepulauan, sebuah pulau untuk transit. Kami dapat 
digunakan sebagai titik peluncuran untuk ancaman yang 
tidak konvensional. Terdapat kebanyakan negara-negara 
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Muslim di Timur, yang jumlahnya cukup banyak.
Sri Lanka terbuka. Kami adalah destinasi wisatawan, 

jadi siapa pun bisa masuk dan menggunakannya 
untuk aktivitas tersebut. Itulah salah satu alasan kami 
sangat tertarik dengan perang siber. Di bawah menteri 
pertahanan, unit siber dibentuk di semua trimatra untuk 
operasi bersama. Tidak hanya akan ada operasi bersama 
di seluruh matra, tetapi semua instansi pemerintah 
bekerja sama untuk mengatur unit tersebut.

Memang benar bahwa kami tidak memiliki 
masalah saat ini, tetapi itu adalah ancaman yang akan 
kami hadapi.

Menurut Anda apa pesan yang dapat kita ambil 
dari simposium dan pameran Land Forces of 
the Pacific (LANPAC) tahunan keenam yang 
diselenggarakan pada 22-24 Mei 2018, di 
Honolulu, Hawaii?
Pertemuan itu menekankan pentingnya operasi 
gabungan dan operasi multilateral. Tantangan dan 
situasi saat ini begitu kompleks sehingga tidak ada 
satu negara yang bisa memiliki solusi untuk hal itu. 
Jadi, solusinya harus multilateral untuk menangani 
masalah regional dan global.

Kami meyakini perang bersama, tetapi dengan 
pendekatan multilateral, ada tantangan terhadap 
hal itu. Perang merupakan perluasan politik dalam 
banyak hal. Agenda politik berbagai negara dapat 
mengganggu. Tanpa memahami perdamaian 
sesungguhnya yang hendaknya dinikmati masyarakat, 
mereka menghasilkan ideologi sendiri. Mereka 
mungkin tidak bekerja sama dengan cara yang kita 
pikirkan, khususnya dalam hal berbagi intelijen. 

Jika intelijen tidak dibagikan dalam arti nyata, itulah 
tantangan nyata yang akan dihadapi setiap angkatan 
bersenjata. Bukan hanya bagian pelatihan bersama 
yang menantang, tetapi juga masalah intelijen manusia. 
Ini adalah persoalan edukasi masyarakat untuk 
memahami bahwa kita adalah manusia, orang yang 
terbagi menurut kasta, agama, dan sebagainya. Mereka 
menyadari dan mendapatkan edukasi mengenai 
pentingnya kerja sama regional demi keamanan.

Kami memahami pentingnya Komando Indo-Pasifik 
A.S. sebagai orang Sri Lanka — kami sungguh mengerti 
sebagai sebuah negara. Kami sangat menantikan kerja 
sama dengan Komando Indo-Pasifik A.S.

Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan 
kepada pembaca FORUM?
Kami meyakini bahwa tetangga kami adalah teman 
kami. Kami ingin memastikan bahwa tetangga 
kami berteman dan berhasrat untuk memastikan 
tiap negara adalah teman dan memiliki keyakinan 
bahwa semua tetangga kami dapat bekerja sama. 
Sangat penting halnya untuk meluangkan waktu 
untuk memastikan semua tentara di kawasan ini 
berteman dan bahwa mereka benar-benar memahami 
pentingnya pendekatan multilateral. o

Kiri: Prajurit Sri Lanka berpartisipasi dalam misi pemeliharaan 
perdamaian P.B.B. di Haiti, membantu mendistribusikan 
perlengkapan pemilu pada tahun 2006.

Anggota tim penyelamat Angkatan Darat Sri Lanka membawa 
seorang wanita ke tempat yang aman melalui genangan banjir di 
pinggiran kota Kaduwela di luar ibu kota, Kolombo, pada bulan 
Mei 2016.
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Kapal selam kelas Scorpene ketiga Angkatan 
Laut India, Karanj, siap meluncur ke Laut Arab 
usai upacara di Galangan Kapal Mazagon Dock di 
Mumbai pada 31 Januari 2018.  AFP/GETTY IMAGES

MODERNISASI
KAPAL SELAM
INDIA
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H
ari itu adalah tanggal merah bagi 
Angkatan Laut India sebab mereka 
merayakan peringatan 50 tahun divisi 
kapal selamnya pada 8 Desember 2017. 
Perdana Menteri Narendra Modi 

memperingati acara ini dengan menugaskan kapal 
selam kelas Scorpene produksi pribumi pertama 
India, Indian Navy Ship (INS) Kalvari.

 Diberi nama sesuai nama hiu harimau — 
predator mengerikan di Samudra Hindia — INS 
Kalvari adalah kapal selam pertama dari enam kapal 
selam diesel-elektrik pemburu-pembunuh (SSK) 
dengan ukuran 61,7 meter dan bobot 1.565 ton 
yang dibuat oleh Mazagon Dock Ltd. (MLD) milik 
pemerintah yang berbasis di Mumbai. Kesepakatan 
ini terjadi di bawah transfer teknologi dari galangan 
kapal Prancis DCNS, yang kini bernama Naval 
Group. Diberi nama Proyek-75, program ini 
dimulai pada bulan Desember 2006, dan Kalvari 
diluncurkan sembilan tahun kemudian. Setelah 
itu, pelengkapan dan uji coba memakan waktu dua 
tahun lagi.

Penugasan Kalvari berawal pada 8 Desember 
1967, ketika kapal selam dengan nama yang 
sama dikirim ke Angkatan Laut India. Itu adalah 
kapal selam pertama dari delapan kapal selam 
patroli diesel-elektrik kelas Foxtrot Soviet yang 
membentuk divisi kapal selam Angkatan Laut 
India. Dibuat di galangan Sudomekh di Leningrad 
(sekarang St. Petersburg), kini delapan kapal selam 
ini semuanya telah dibebastugaskan. Scorpene 
kedua diberi nama Khanderi, juga sesuai nama 
Foxtrot kedua. Khanderi diluncurkan pada Januari 
2017 dan sedang menjalani uji coba laut, sementara 
yang ketiga, Karanj, diluncurkan pada 31 Januari 
2018. Tiga kapal selam selebihnya berada dalam 
berbagai tahap pelengkapan dan akan bergabung 
dengan armada paling lambat tahun 2020. 

 
REINKARNASI KAPAL
Angkatan Laut India biasanya mereinkarnasi kapal 
dan kapal selam yang dibebastugaskan melalui 
namanya. Pejabat membebastugaskan Kalvari 
pertama pada Mei 1996 setelah hampir 30 tahun 
bertugas.

 Presiden India Ram Nath Kovind, yang 
juga merupakan panglima tertinggi Angkatan 
Bersenjata, menganugerahi divisi kapal selam 
dengan President's Colour, kehormatan tertinggi 
yang diberikan kepada unit militer. Pada 27 Mei 
1951, Angkatan Laut India, yang merayakan tahun 
2017 sebagai “tahun kapal selam,” merupakan 

matra pertama dari trimata yang menerima 
kehormatan tersebut.

 Laksamana Pertama (purn) Rakesh Anand, 
ketua dan direktur utama MDL, menganggap 
induksi Kalvari ke dalam Angkatan Laut India 
sebagai "pengubah permainan di bidang perang 
bawah air berkat keunggulannya dalam semua 
aspek operasional.” Memuji penyelesaian 
semua tembakan senjata sebelum penugasan, 
ia mengatakan teknologi canggih Scorpene 
mencakup fitur siluman yang unggul seperti teknik 
peredaman akustik mutakhir, tingkat kebisingan 
terpancar yang rendah, bentuk yang dioptimalkan 
secara hidrodinamis, dan letalitas melalui torpedo 
berpandu presisi dan rudal antikapal luncuran tube. 

Kementerian Pertahanan dan pihak berwenang 
angkatan laut telah menyangkal bahwa kebocoran 
data yang meliputi banyak hal tentang Proyek-75 
oleh surat kabar The Australian pada Agustus 
2016 telah merongrong program kapal selam 
sensitif New Delhi atau membahayakan keamanan 
nasional. Menyepelekan dampak publisitas 
tersebut, pihak berwenang berkeras bahwa 
dokumen yang dibocorkan tersebut — seluruhnya 
berjumlah 22.400 halaman — sebagian besar 
terdiri dari data dan informasi generik dari 
tahun 2011 yang telah dimodifikasi. Australia 
memberikan kontrak kepada DCNS (Naval 
Group) senilai 501,1 triliun rupiah (50 miliar dolar 
Australia) pada April 2016 untuk membuat 12 
kapal selam, dan kebocoran itu dianggap sebagai 
konsekuensi dari mata-mata korporat. 

Divisi kapal selam selama ini berada di garis 
depan dalam semua operasi ofensif Angkatan Laut 
India. Divisi ini memainkan peran yang sangat 
memukau dalam Perang India-Pakistan tahun 
1971, ketika empat kapal selamnya dikerahkan 
di teater operasi maritim timur dan barat di 
Teluk Benggala dan Laut Arab, yang membatasi 
operasi musuh. Saat ini, Angkatan Laut India 
memiliki pengalaman mengoperasikan enam kelas 
kapal selam konvensional dan nuklir, dan kapal 
selam merupakan bagian intrinsik dari strategi 
maritimnya yang menggunakan deterensi untuk 
menjaga perdamaian. 

MENGATASI RINTANGAN
Lima puluh tahun riwayat kapal selam India 
tidak semuanya berjalan dengan lancar. Empat 
tahun yang lalu, comptroller dan auditor jenderal 
melaporkan bahwa konstruksi kapal perang pribumi 
terus tersandung oleh terlampauinya waktu dan 

ARMADA KAPAL SELAM KELAS SCORPENE 
PRIBUMI MENJADI BINTANG PERAYAAN

MODERNISASI
KAPAL SELAM
INDIA

SAROSH BANA
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Personel Angkatan Laut India berdiri di atas 
kapal selam India selama International Fleet 
Review di Visakhapatnam pada Februari 2016.  
AFP/GETTY IMAGES

DIVISI KAPAL SELAM SELAMA INI 
BERADA DI GARIS DEPAN DALAM 
SEMUA OPERASI OFENSIF ANGKATAN 
LAUT INDIA. SAAT INI, ANGKATAN 
LAUT INDIA MEMILIKI PENGALAMAN 
MENGOPERASIKAN ENAM KELAS KAPAL 
SELAM KONVENSIONAL DAN NUKLIR, 
DAN KAPAL SELAM MERUPAKAN BAGIAN 
INTRINSIK DARI STRATEGI MARITIMNYA 
YANG MENGGUNAKAN DETERENSI 
UNTUK MENJAGA PERDAMAIAN.
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biaya. Kepala akuntan India menyebut MDL 
telah menyertakan biaya untuk butir-butir 
yang tidak dapat diterima. Laporan itu juga 
mengecam kurangnya pandangan ke depan dan 
komunikasi antara Kementerian Pertahanan 
dan Angkatan Laut India. 

Proyek-75 berjalan lima tahun terlambat 
dari jadwal, dan biaya kontrak aslinya 
sebesar 38 triliun rupiah (2,63 miliar dolar 
AS) telah membengkak menjadi 55 triliun 
rupiah (3,8 miliar dolar A.S.). INS Kalvari 
seharusnya ditugaskan pada tahun 2012. Selain 
terlampauinya waktu dan biaya, ada satu lagi 
tantangan utama lain. Scorpene tadinya akan 
dilengkapi dengan sistem propulsi udara 
independen (AIP) yang dikembangkan sejak 
tahun 2002 oleh Organisasi Penelitian dan 
Pengembangan Pertahanan, namun AIP 
belum ditambahkan dan penundaan yang 
panjang kini menimbulkan pertanyaan tentang 
produksi akhirnya.

AIP meningkatkan daya tahan bawah air 
dari kapal selam nonnuklir tiga sampai lima kali 
lipat. Kapal selam tanpa AIP hanya bisa berada 
di bawah air selama dua sampai tiga minggu. 
Sementara kapal selam konvensional kini 
dilengkapi dengan AIP, ketiadaan kapabilitas 
vital ini menimbulkan kendala operasional 
bagi India. Angkatan Laut India dirundung 

minimnya armada berjumlah 15 kapal selam, 
termasuk INS Kalvari dan INS Arihant, kapal 
buatan pribumi pertama — kapal selam rudal 
balistik submersibel bertenaga nuklir (SSBN) 
yang ditugaskan pada Agustus 2016. Beberapa 
kapal selam sudah hampir dipensiunkan, dan 
hingga 10 kapal dapat dioperasikan kapan saja. 
Selain Kalvari, Arihant, dan sebuah kapal selam 
bertenaga nuklir yang disewa dari Rusia selama 
10 tahun dalam kesepakatan senilai 13 triliun 
rupiah (900 juta dolar A.S.), sisa armada terdiri 
dari delapan kapal selam kelas Sindhughosh 
(kelas Kilo asal Rusia) 3.100 ton, turun dari 10, 
dan empat kapal selam HDW Tipe 209 asal 
Jerman kelas Shishumar 1.850 ton. Sementara 
usia operasional kapal selam ditetapkan sekitar 
25 tahun, delapan Kilo tersebut sudah berusia 
23 hingga 28 tahun dan HDW berusia 20 
hingga 28 tahun.

Salah satu Kilo terbaru, INS Sindhurakshak, 
yang ditugaskan pada tahun 1997, hancur oleh 
ledakan di tambatannya di Mumbai dalam 
bencana masa damai terburuk Angkatan Laut 
India yang menewaskan tiga perwira dan 15 
awak pada Agustus 2013.

TANTANGAN TETAP ADA
Sebagai kekuatan maritim regional yang 
berusaha mengonsolidasikan jangkauannya di 

Seorang 
karyawan DCNS 
melihat baling-
baling kapal 
selam Scorpene 
di perusahaan 
pertahanan 
angkatan laut, 
yang sekarang 
berganti nama 
menjadi Naval 
Group, di La 
Montagne, 
Prancis, pada 
April 2016. 
REUTERS
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seluruh lautan dari Tanduk Afrika hingga Selat 
Malaka dan Laut Cina Selatan, India ingin 
meningkatkan kekuatan kapal selamnya dan 
memperluas kelompok tempur kapal induknya. 
Untuk memastikan tingkat kekuatan, India 
menargetkan induksi 24 kapal selam baru 
pada tahun 2030 di bawah rencana 30 tahun 
yang disetujui oleh Komite Kabinet tentang 
Keamanan pada tahun 1999. Setengahnya akan 
dibuat dengan kolaborasi asing pada tahun 2012, 
dan 12 sisanya dibuat sesuai rancangan pribumi. 

Terlampauinya waktu dan biaya dengan 
proyek Scorpene menunjukkan target masih 
jauh. Laju pengembangan yang lambat dapat 
memiliki implikasi strategis bagi India, yang 
memiliki garis pantai yang sangat luas sepanjang 
7.615 kilometer yang melintasi Laut Arab, 
Teluk Benggala, dan Samudra Hindia. Salah 
satu kawasan pulaunya, Andaman dan Nicobar, 
lebih dekat dengan Myanmar, Thailand, dan 
Indonesia daripada daratan India. Dengan 
lebih dari 90 persen dari perdagangan 
internasionalnya berdasarkan volume diangkut 
melalui laut, India telah menugaskan Angkatan 
Laut India untuk mengamankan garis 
komunikasi lautnya yang vital.

INS Arihant, dikembangkan dan dibuat di 
dalam negeri dengan biaya 42 triliun rupiah 
(2,9 miliar dolar A.S.) sebagai kapal pertama 
dari rangkaian tiga kapal bertenaga nuklir, 
dicetuskan pada tahun 1998 tetapi baru 
diluncurkan pada Juli 2009 dan ditugaskan 
lebih dari tujuh tahun kemudian. Perancang 

Rusia telah membantu dalam proyek ini, 
yang didasarkan pada rancangan kapal selam 
Akula-1 yang dimodifikasi. INS Arihant 6.000 
ton telah dibuat melalui kemitraan publik-
swasta, dengan reaktor 83 megawatt dirancang 
oleh Pusat Penelitian Atom Bhabha, lambung 
kapal dibuat oleh Larsen & Toubro Ltd., dan 
perakitan dilakukan oleh Pusat Galangan Kapal 
Direktorat Jenderal Proyek Angkatan Laut di 
Visakhapatnam.

INS Arihant dipersenjatai dengan 
12 rudal balistik yang diluncurkan kapal 
selam/kapal Sagarika K-15 pribumi yang 
memiliki jangkauan 700 kilometer dan dapat 
mengangkut 1 ton hulu ledak nuklir. Seratus 
awak kuat Arihant, yang memiliki panjang 110 
meter, telah dilatih oleh spesialis Rusia.

Untuk pengalaman dalam mengoperasikan 
dan melatih kapal selam serang bertenaga 
nuklir (SSN), Angkatan Laut India menerima 
pengiriman kapal kelas Akula II dari Rusia pada 
April 2012 dengan sewa 10 tahun. Diawaki oleh 
73 orang, kapal selam 8.140 ton ini telah diberi 
nama baru INS Chakra II dan ditempatkan 
di Visakhapatnam, yang juga merupakan 
pangkalan kapal selam perwira tinggi. Meski 
memiliki daya tahan 100 hari dan dapat 
mencapai kecepatan 30 knot serta menyelam 
hingga kedalaman 600 meter, kapal ini tidak 
dapat membawa hulu ledak nuklir sesuai 
kesepakatan sewa, meski dilengkapi dengan 
delapan tube torpedo. Uni Soviet saat itu juga 
menyewakan kepada Angkatan Laut India 

INS Kadmatt, 
peluncur 
multiroket anti-
kapal selam 
bersiap berlabuh 
di Manila, 
Filipina, dalam 
tur muhibah 
selama empat 
hari yang juga 
mencakup 
Vietnam dan 
Singapura pada 
Oktober 2017. 
THE ASSOCIATED PRESS
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SSN kelas I Akula, yang namanya diganti menjadi INS 
Chakra, dari tahun 1988 hingga 1991.

PENGEMBANGAN KEKUATAN REGIONAL
India memiliki kebutuhan mendesak untuk mengikuti 
perkembangan di pesisirnya, dengan pengembangan 
kekuatan yang stabil dalam kapabilitas tempur bawah laut 
dari Pakistan dan Tiongkok, dua tetangga yang pernah 
berperang dengan India di masa lalu. Dengan salah satu 
armada kapal selam serang terbesar yang terdiri dari 
empat kapal selam serang rudal balistik bertenaga nuklir 
(SSBN), enam SSN, dan 53 SSK, Beijing mengerahkan 
deterensi nuklir berbasis laut yang kuat melalui kapal 
selam bersenjata nuklir jarak jauh. Menurut Pentagon, 
SSBN kelima nantinya mungkin akan dibuat, dan masing-
masing dari lima kapal selam tersebut dipersenjatai 
dengan 12 rudal JL-2 yang dapat mengirimkan hulu ledak 
nuklir 1 ton pada jarak 8.000 kilometer.

Tiongkok juga menjual kapal selam ke Pakistan 
dan Bangladesh. Delapan kapal selam yang dijual 
ke Islamabad dengan total biaya yang diperkirakan 
antara 58 triliun rupiah (4 miliar dolar A.S.) hingga 
72,4 triliun rupiah (5 miliar dolar A.S.) adalah kapal 
selam diesel-elektrik S20. Empat kapal selam pertama 
akan dibuat oleh China Shipbuilding Industry Corp., 
yang juga akan mendirikan pusat pelatihan di Karachi, 
dan akan dikirim pada tahun 2023, sementara sisanya 
akan dirakit di Karachi Shipbuilding and Engineering 
Works pada tahun 2028. Angkatan Laut Pakistan sudah 
mengoperasikan tiga kapal selam Agosta 90B (kelas 
Khalid) yang dibeli pada tahun 1990-an dan dua kapal 
selam Agosta 70 (kelas Hashmat) yang lebih tua dari 
akhir tahun 1970-an. 

Bangladesh membeli dua kapal selam diesel-elektrik 
kelas Ming Tipe 035G dari Beijing dalam kesepakatan 
senilai 2,8 triliun rupiah (193 juta dolar A.S.) Kapal-
kapal ini akan menjadi kapal selam pertama di Angkatan 
Laut Bangladesh dan, seperti yang disampaikan Perdana 
Menteri Bangladesh Sheikh Hasina pada Maret 2014, akan 
mengubah matra itu menjadi kekuatan “tiga dimensi.” 
“Masalah konstruksi pangkalan kapal selam sedang dalam 
proses,” ia menambahkan, demikian menurut Dhaka 
Tribune, sebuah surat kabar berbahasa Inggris.

Pengambilan keputusan yang lamban juga 
menghambat peningkatan keahlian India dalam 
konstruksi kapal selam. Dalam program sebelumnya 
terkait empat kapal selam HDW kelas Shishumar, dua 
kapal pertama dibuat oleh HDW di Kiel dan dikirim ke 
Angkatan Laut India pada tahun 1986, sementara dua 
kapal lainnya dibuat di MDL dan ditugaskan pada tahun 
1992 dan 1994. MDL telah menginvestasikan 260,7 
miliar rupiah (18 juta dolar A.S.) untuk menciptakan 
infrastruktur konstruksi kapal selam, yang akhirnya 
tidak dipergunakan setelah tahun 1994. Yang juga 
hilang selama bertahun-tahun adalah pelatihan dan 
keterampilan yang diberikan kepada personel India, 
banyak yang dilakukan di fasilitas HDW di Jerman, 

dan kepada arsitek dan pengawas angkatan laut 
India. Galangan itu harus memulai dari awal setelah 
mendapatkan kontrak untuk membuat Scorpene pada 
tahun 2005. 

Guna menambah kapasitas produksi untuk konstruksi 
terpadu yang mengurangi periode pembuatan, Proyek 
Modernisasi Mazdock sebesar 1,8 triliun rupiah (130 juta 
dolar A.S.) tahun 2014 milik MDL menciptakan fasilitas 
baru dan juga mendirikan bengkel perakitan subseksi 
senilai 507 miliar rupiah (35 juta dolar A.S.) untuk 
konstruksi dua lini kapal selam secara bersamaan.

PROSPEK PROYEK-75
Proyek-75 India bernilai 174 triliun rupiah (12 miliar 
dolar A.S.), dan biayanya dapat meningkat lebih tinggi 
tergantung pada tingkat ofset dan transfer teknologi dari 
kolaborator asing.

Permintaan informasi yang diterbitkan oleh Angkatan 
Laut India telah memicu tanggapan dari Naval Group, 
untuk Scorpene yang dimodifikasi; ThyssenKrupp 
Marine Systems Jerman menyodorkan Tipe 214 
miliknya; Saab Kockums ab Swedia, untuk A26-nya; dan 
Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering 
Rusia untuk Amur 1650-nya. Navantia dari Spanyol, 
yang diharapkan menawarkan kelas S-80, dan Mitsubishi 
Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries dari 
Jepang, yang bersama-sama memproduksi kapal selam 
Soryu, awalnya dianggap sebagai pesaing, tetapi mundur.

Proyek-75 India mempersyaratkan enam SSKS untuk 
dikonstruksi di galangan kapal publik atau swasta dalam 
negeri dengan potensi untuk membuat kapal selam 
konvensional modern melalui kerja sama dengan mitra 
teknologi asing. Kapal selam tersebut akan dilengkapi 
dengan AIP, dipersenjatai dengan rudal jelajah serangan 
darat, dan kompatibel dengan senjata dan sensor 
pribumi. Parameter teknis akan ditetapkan berdasarkan 
tanggapan empat perusahaan, yang harus menyampaikan 
penawaran teknis dan komersial setelah permintaan 
proposal resmi diterbitkan. 

Proses seleksi akan memakan waktu sekitar dua 
tahun, dengan kapal selam pertama diharapkan 
akan diluncurkan delapan bulan setelah kesepakatan 
difinalisasi. Teknologi yang ditransfer akan 
meningkatkan kapabilitas rancangan pribumi di Biro 
Rancangan Angkatan Laut serta di galangan kapal. Kapal 
selam tersebut kemungkinan besar akan menjadi derivatif 
rancangan yang ada sembari menyertakan perubahan 
dan modifikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 
operasional Angkatan Laut India.

Meski berusaha mendapatkan kembali jangkauan 
bawah lautnya, India akan membutuhkan jauh lebih 
banyak upaya, kehendak politik, dan pendanaan yang 
diperlukan untuk meningkatkan armada kapal selamnya 
ke tingkat esensial. o

Artikel ini pertama kali muncul dalam majalah Business India edisi 29 
Januari-11 Februari 2018. 



VINAY KAURA

India dan Indonesia menjalin hubungan 
yang lebih erat demi keamanan

Kerja Sama Regional 
Strategis

Meski India dan Indonesia memiliki 
keterkaitan sejarah dan budaya yang 
panjang, kemitraan strategis merupakan 
perkembangan baru-baru ini. Keduanya 
memiliki berbagai kekhawatiran yang 
sama, salah satunya yang berkaitan dengan 
peningkatan pesat Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) dan niatnya di teater maritim. Sejak 
2014, pemerintahan Perdana Menteri India 
Narendra Modi berusaha meningkatkan 
hubungan India dengan banyak negara Asia 
Tenggara sebagai bagian dari Kebijakan 
Bertindak Ke Timur, yang terlihat dalam 
kunjungannya ke Indonesia pada akhir Mei 
2018 sebelum pidato pertamanya dalam 
Dialog Shangri-La di Singapura.

SUARAIPDF
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India, tak lagi puas dengan hanya memandang ke timur, 
ingin menjadi kontributor aktif bagi keseimbangan 
kekuatan regional dengan bertindak ke timur. Meski 
bukan peran India untuk mendikte sifat dan ruang 
lingkup kerja sama Indo-Pasifik, melalui diskusi dan 
eksperimentasi, India dapat menemukan area di mana 
peningkatan kerja sama akan melayani kepentingan 
keamanan bersama. Seperti yang disampaikan Luhut 

Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
Indonesia, “Hubungan India dan Indonesia penting 
bagi keseimbangan kekuatan di Asia.” Jelas, Indonesia 
sama tertariknya untuk memastikan bahwa RRT 
secara efektif dicegah bergerak maju pada lintasan 
antagonisnya saat ini.

Upaya pemerintah Modi untuk menghubungkan 
India dengan lingkungan maritim tradisionalnya, 
terutama di Indo-Pasifik, ditujukan untuk 
mempertahankan tatanan internasional liberal berbasis 
aturan dengan memastikan kebebasan pergerakan 
orang, barang, dan jasa melalui Selat Malaka, salah satu 
rute pengiriman tersibuk antara Samudra Hindia dan 
Pasifik. Kebebasan navigasi, ketersediaan infrastruktur 
pelabuhan, dan akses pasar yang tidak terhalang wajib 
demi tujuan ini. Oleh karena itu, fokus utama kunjungan 
Modi ke Indonesia adalah untuk menyoroti bahwa 
kedua negara ini adalah tetangga maritim dekat. Modi 
dan Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” sepakat 
untuk meningkatkan hubungan India-Indonesia menjadi 
kemitraan strategis komprehensif. Pernyataan bersama 
mereka menekankan “pentingnya mencapai kawasan 
Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, berbasis 
aturan, damai, makmur, dan inklusif,” yang akan 
menegakkan “kedaulatan dan integritas wilayah, hukum 
internasional, khususnya UNCLOS [Konvensi Hukum 
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa], kebebasan navigasi 
dan penerbangan lintas wilayah, serta pembangunan 
berkelanjutan.”

Sementara itu, Jokowi berusaha mentransformasi 
Indonesia menjadi kekuatan maritim dan antusias 
dengan kedaulatan maritim untuk negaranya. Oleh 
karena itu, pernyataan berulang tentang melindungi 
kebebasan navigasi tak salah lagi ditujukan pada RRT, 
yang terlibat dalam sengketa wilayah yang marak 
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diperebutkan di Laut Cina Selatan dan Timur. Jakarta 
mengeklaim bahwa pihaknya bukanlah pihak yang 
bersengketa wilayah dengan Beijing di Laut Cina Selatan; 
akan tetapi, Indonesia tidak ragu berseteru dengan RRT 
mengenai hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan 
Natuna. Sikap dramatis Jokowi yang mengadakan rapat 
kabinet di atas kapal perang di Kepulauan Natuna hanya 
beberapa hari setelah pertikaian angkatan laut Tiongkok-
Indonesia pada tahun 2016 dipandang sebagai peragaan 
tekad terhadap RRT.

Indonesia tidak terlalu menentang Kebijakan Satu 
Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) yang dipimpin 
RRT seperti halnya India, namun Indonesia juga tidak 
begitu mendukung seperti yang diharapkan RRT. Setelah 
pertemuan mereka, Modi berusaha menghubungkan 
kebijakan India yakni Bertindak Ke Timur dan Keamanan 
dan Pertumbuhan bagi Semua di Kawasan ini dengan 
kebijakan tumpuan maritim Jokowi yang ambisius.

Di masa lalu, kerja sama maritim India-Indonesia 
umumnya masih terbatas pada patroli bilateral yang 
terkoordinasi, patroli anti-pembajakan, dan latihan 
pencarian dan penyelamatan. Oleh karena itu, penting 
bagi mereka untuk beralih menuju keterlibatan yang lebih 
intensif, sebab bersama-sama mereka mengendalikan 
titik masuk dari Teluk Benggala ke Selat Malaka. 
Kepentingan India dalam bergabung dengan Patroli 
Selat Malaka (MSP) — pengaturan empat negara 
dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand 
— harus dilihat dalam konteks ini. Namun, partisipasi 
India lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 
Sebuah pertemuan di antara para ahli teknis pada Mei 
2018 di Bali mengeksplorasi permasalahan tersebut 
namun segera mengungkapkan bahwa pihak India tidak 
memiliki pemahaman penuh tentang nuansa operasional 
MSP. Karena tidak adanya kemajuan yang tampak 

memungkinkan, pernyataan bersama Modi-Jokowi hanya 
mencatat bahwa pertemuan Mei 2018 adalah “untuk 
mengeksplorasi cara-cara dalam meningkatkan kerja sama 
teknis strategis tentang keamanan maritim.”

Indonesia adalah pemimpin de facto ASEAN. Karena 
lingkungan keamanan di kawasan ini semakin diperparah 
oleh persaingan AS-RRT, Jakarta ingin ASEAN menjadi 
pusat konseptualisasi dan evolusi kawasan Indo-Pasifik. 
Jokowi telah menguraikan konsepsi Indonesia akan 
Indo-Pasifik yang “terbuka, transparan, dan inklusif, 
memajukan kebiasaan dialog, memajukan kerja sama dan 
persahabatan, serta menegakkan hukum internasional.” 
Visi Modi akan Indo-Pasifik terdengar sangat mirip. Ia 
telah menunjukkan bahwa India ingin mempertahankan 
arsitektur keamanan regional yang bebas dan terbuka 
di Asia dengan “sentralitas ASEAN,” dan bahkan tanpa 
kepemimpinan Amerika.

New Delhi telah memanfaatkan posisinya di balik 
kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan 
Australia untuk menyeimbangi peningkatan keangkuhan 
geoekonomi dan geopolitik Tiongkok. Dalam upayanya 
untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan Indo-
Pasifik, India terus memanfaatkan pendekatan pembatasan 
melalui keterlibatan langsung dengan RRT dan berusaha 
menahan perilakunya. 

Secara strategis, Indonesia sama pentingnya bagi 
Amerika Serikat dan RRT karena Indonesia melintasi 
titik sempit vital Indo-Pasifik. Jakarta telah mendapatkan 
investasi Tiongkok tanpa menunjukkan bukti 
keberpihakan pada RRT. Sebagai salah satu dari segelintir 
negara di kawasan ini yang memiliki kapabilitas dan 
kredibilitas untuk memberikan kontribusi yang signifikan 
melawan keangkuhan Tiongkok, Jakarta kini menganggap 
New Delhi sebagai mitra strategis yang kredibel.

Modi menandatangani kesepakatan dengan Jokowi 

India ingin 
mempertahankan 
arsitektur 
keamanan 
regional yang 
bebas dan terbuka 
di Indo-Pasifik 
dengan anggota 
Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa 
Asia Tenggara di 
pusat rencana itu.
THE ASSOCIATED PRESS
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Perdana Menteri India Narendra 
Modi, tengah, memeriksa pasukan 
kehormatan sambil ditemani Presiden 
Indonesia Joko Widodo di istana 
kepresidenan di Jakarta pada Mei 
2018.  AFP/GETTY IMAGES
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yang memungkinkan India mengakses pelabuhan Sabang 
di Sumatra bagian utara, yang meningkatkan kemampuan 
Angkatan Laut India untuk mempertahankan forward 
presence di Selat Malaka. RRT bukan tidak menyadari 
implikasinya. Sehari sebelum perjalanan Modi ke Indonesia, 
surat kabar Global Times yang dikelola negara Tiongkok 
menegaskan bahwa RRT tidak akan “menutup mata” 
jika New Delhi mencari “akses militer ke pulau strategis 
Sabang,” dan menganjurkan India untuk tidak “salah 
langkah dan terjebak dalam persaingan strategis dengan 
Tiongkok dan akhirnya mencelakai diri sendiri.”

Mengingat pergeseran geopolitik yang takterbalikkan, 
Indo-Pasifik telah muncul sebagai salah satu ajang 
utama politik kekuasaan global. Munculnya konsensus 
India dengan Indonesia, sebagaimana tecermin dalam 
peningkatan hubungan mereka ke tingkat kemitraan 
strategis yang komprehensif, dapat memberikan dasar bagi 
keterlibatan yang lebih erat antara kedua negara untuk 
mengembangkan konsep Indo-Pasifik lebih lanjut. Delhi 
dan Jakarta telah sepakat untuk mengambil langkah konkret 
guna mempercepat kerja sama ekonomi dan keamanan di 
ranah maritim. Pembaruan kesadaran bahwa mereka adalah 
tetangga dekat yang berbagi tantangan umum secara luas 
terkait penggunaan lautan yang berkelanjutan membuat 
mereka harus berkontribusi lebih terhadap pemeliharaan 
keamanan regional di Indo-Pasifik. Tantangan bagi Modi 
dan Jokowi adalah untuk melembagakan kerja sama 
maritim sehingga Indo-Pasifik menjadi benar-benar bebas, 
terbuka, dan inklusif.  o

Vinay Kaura adalah asisten profesor urusan internasional dan studi keamanan dan 
merupakan koordinator Pusat Studi Perdamaian dan Konflik di Sardar Patel University of 
Police, Security and Criminal Justice di Rajasthan, India. Artikel ini awalnya diterbitkan 
dalam Asia Pasifik Buletin No. 437 yang diproduksi oleh East-West Center. Pandangan yang 
diungkapkan di sini merupakan pandangan penulis sendiri dan belum tentu mencerminkan 
kebijakan atau posisi East-West Center atau organisasi mana pun yang berafiliasi dengan 
penulis. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. 

Mengingat pergeseran 
geopolitik yang 
takterbalikkan, Indo-
Pasifik telah muncul 
sebagai salah satu 
ajang utama politik 
kekuasaan global.
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AFRIKA SELATAN

INGGRIS

KEBERHASILAN 
pembiakan singa
Konservasionis menyambut 

anak-anak singa pertama 
di dunia yang dikandung 
dan dilahirkan melalui cara 

inseminasi buatan. Anak singa tersebut 
lahir di Pusat Konservasi Ukutula, 80 
kilometer barat laut Pretoria di provinsi 
Barat Laut Afrika Selatan, demikian 
menurut para peneliti. 

Kedua anak singa itu, jantan dan 
betina, yang dikandung di habitat alaminya 
dan lahir pada tanggal 25 Agustus 2018, 
berada dalam kondisi sehat dan normal, 
kata Andre Ganswindt, direktur lembaga 
penelitian mamalia Universitas Pretoria.

Terobosan timnya terwujud setelah 
18 bulan uji coba intensif. Peneliti 
mengambil sperma dari singa jantan sehat, 
kemudian memantau kadar hormon singa 
betina sampai layak dibuahi. Singa betina 
kemudian diinseminasi buatan dengan 
menggunakan teknik non-operasi.

Ia mengatakan terobosan itu bisa 
diulang, dan ilmuwan berharap teknik itu 

dapat digunakan untuk menyelamatkan 
kucing besar lainnya yang terancam 
punah.

Singa punah di 26 negara Afrika, 
dan jumlahnya di alam liar turun 43 
persen selama dua dasawarsa terakhir, 
dengan hanya sekitar 20.000 ekor yang 
tersisa, demikian menurut International 
Union for Conservation of Nature, yang 
mencantumkan singa Afrika sebagai 
binatang rentan.

“Jika kita tidak melakukan sesuatu, 
singa akan menghadapi kepunahan,” 
ungkap Ganswindt.

Ia mengatakan bahwa daripada 
memindahkan singa untuk pembiakan, 
teknik baru ini memungkinkan pembiak 
membawa sperma ke betina penerima, 
seperti yang dilakukan pada populasi gajah 
tangkapan di Amerika Utara dan Eropa.

Imke Lueders, ilmuwan yang terlibat 
dalam studi ini, mengatakan, “Memiliki 
anak singa pertama yang lahir dari 
inseminasi buatan di negara kisaran 

alaminya, dan bukan di kebun 
binatang luar negeri, merupakan tonggak 
pencapaian penting bagi Afrika Selatan.

“Teknik reproduksi berbantu 
merupakan alat lain dalam sarana 
pelestarian kami, tentu saja bukan solusi 
tunggal, melainkan teknologi lain yang 
dapat kami gunakan untuk melindungi 
spesies yang terancam punah,” ungkapnya.  
Agence France-Presse

SALURAN TV HAK ASASI 
MANUSIA DILUNCURKAN
Saluran televisi pertama di dunia 
yang didedikasikan untuk hak asasi 
manusia diluncurkan di London pada 
pertengahan Januari 2019 dengan 
janji untuk menyampaikan cerita 
tersembunyi yang terlewatkan oleh 
media arus utama.

International Observatory of 
Human Rights (IOHR) mengatakan 
saluran berbasis webnya akan 
membawa persoalan hak asasi 
manusia kepada audiensi di lebih dari 
20 negara di seluruh Eropa, Amerika 
Latin, dan Timur Tengah.

“Ada begitu banyak orang di dunia 
yang tidak bisa angkat bicara, dan 
tampaknya ini semakin memburuk,” 
ungkap direktur IOHR Valerie Peay 
kepada Thomson Reuters Foundation 
saat peluncuran resmi.

Topiknya akan mencakup 
pengungsi, kebebasan pers 
dan pemenjaraan wartawan, 
ekstremisme, hak perempuan, 
dan penderitaan orang tanpa 
kewarganegaraan di dunia.

“Kita hidup di dunia siklus berita 
24 jam dan sering kali cerita raib, 
dan kita melihat hak asasi manusia 
dikesampingkan,” ujar Peay.

Program yang sedang digarap akan 
menengok Tiongkok 30 tahun setelah 
penumpasan protes pro-demokrasi 
Lapangan Tiananmen dan dampak 
positif serta negatif dari teknologi 
pada perempuan.

Yalda Hakim, presenter dan jurnalis 
BBC, menyampaikan dalam acara 
peluncuran bahwa saluran ini bertujuan 
“untuk memberikan suara kepada yang 
tidak bersuara” dan "untuk membuat 
hak asasi manusia seksi" di dunia di 
mana rentang perhatian menyusut dan 
sound bite diatur.

Siaran dapat disaksikan melalui 
platform interaktif netgem.tv dan akan 
segera tersedia melalui aplikasi seluler.

Program tersedia dalam bahasa 
Inggris, namun IOHR nantinya 
berharap dapat menyiarkan dalam 
bahasa lain, termasuk bahasa Farsi, 
Turki, Arab, dan Rusia.  Reuters

Seorang pria 
memprotes 
Tiongkok 
di dekat 
gedung 
Perserikatan 
Bangsa-
Bangsa di 
Jenewa, 
Swiss, pada 
November 
2018.

CAKRAWALA DUNIAIPDF
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ILMUWAN HONG KONG
mengklaim terobosan antivirus
Ilmuwan Hong Kong mengeklaim bahwa mereka 
telah membuat penemuan terobosan potensial dalam 
perang melawan penyakit menular — bahan kimia yang 
dapat memperlambat penyebaran penyakit virus yang 
mematikan.

Sebuah tim dari Universitas Hong Kong 
menggambarkan bahan kimia yang baru ditemukan itu 
sebagai “sangat ampuh dalam mengganggu siklus hidup 
berbagai virus” dalam studi yang diterbitkan pada Januari 
2019 di jurnal Nature Communications.

Bahan kimia tersebut suatu hari dapat digunakan 
sebagai antivirus spektrum luas untuk sejumlah penyakit 
menular — dan bahkan untuk virus yang belum muncul 
— jika lulus uji klinis, demikian ungkap para ilmuwan pada 
Januari 2019.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, penyebaran 
galur flu burung yang terkadang mematikan, seperti 
sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) dan 
sindrom pernapasan akut parah (SARS), telah menyoroti 
kebutuhan akan obat-obatan baru yang dapat bekerja 
lebih cepat dari vaksin.

Antivirus spektrum luas dipandang sebagai “cawan 
suci” karena dapat digunakan terhadap berbagai patogen. 
Sebaliknya, vaksin biasanya hanya melindungi terhadap 
satu galur, dan pada saat vaksin diproduksi, virus mungkin 
telah bermutasi.

Tim Hong Kong tersebut menguji bahan kimia AM580 
pada mencit dalam studi dua tahun dan menemukan 

bahwa AM580 menghentikan replikasi sejumlah galur 
flu, termasuk H1N1, H5N1, dan H7N9, serta virus yang 
menyebabkan SARS dan MERS.

AM580 juga menghentikan replikasi virus Zika yang 
dibawa nyamuk dan enterovirus 71, yang menyebabkan 
penyakit tangan, kaki, dan mulut.

“Ini yang kita sebut obat antivirus spektrum luas, yang 
berarti obat ini dapat membunuh sejumlah virus,” kata ahli 
mikrobiologi Dr. Yuen Kwok-yung, yang memimpin tim 
itu. “Ini cukup penting dalam pengendalian awal epidemi.”

Studi ini merupakan bagian dari semakin banyaknya 
penelitian oleh ahli virus untuk menemukan obat yang 
menghindari penargetan virus secara langsung — hal yang 
dapat menyebabkan resistensi. Sebaliknya mereka mencari 
senyawa yang mengganggu cara virus menggunakan asam 
lemak krusial, yang dikenal sebagai lipid, dalam sel inang 
untuk bereplikasi.

“Studi ini merupakan sains yang sedang berkembang 
— langkah awal menuju arah baru yang menarik,” kata 
Benjamin Neuman, pakar virus di Texas A&M University-
Texarkana yang telah menerbitkan studinya sendiri tentang 
melaparkan virus dari lipid.

“Virus benar-benar bergantung pada pasokan yang 
dicuri dari inangnya, dan sejumlah studi baru-baru ini 
menunjukkan bahwa pengobatan yang mengganggu aliran 
lipid yang stabil dalam sel yang terinfeksi sangat efektif 
dalam memblokir berbagai macam virus,” ungkapnya.  
Agence France-Presse

Ahli mikrobiologi Dr. Yuen Kwok-
yung memimpin tim yang menguji 
bahan kimia yang mencegah 
sejumlah galur flu bereplikasi.
THE ASSOCIATED PRESS

INSET: Bahan kimia AM580 
menghambat replikasi dalam 
sel yang terinfeksi virus sindrom 
pernapasan Timur Tengah. 
NATURE COMMUNICATIONS
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SERBA-SERBI Berita-berita yang menarik, tak lazim, dan menghibur.IPDF

Setiap tahun, warga Indonesia dari remaja 
dan kakek-kakek hingga montir dan pelajar 
berkumpul di Jawa Timur untuk merayakan 

kecintaan mereka pada skuter Vespa khas Italia. 
Bagi sebagian orang, ini adalah jenis kecintaan 
ekstrem, di mana kendaraan dikustomisasi 
menyerupai sepeda motor monster metal yang baru 
keluar dari distopia Hollywood.

Ratusan penggemar pergi ke festival di Kediri 
untuk memamerkan kreasi mereka, yang berkisar dari 
Vespa vintage hasil restorasi hingga tangki gaya Mad 
Max yang dilengkapi dengan senapan mesin palsu, 
selusin ban ekstra atau mainan boneka menakutkan 
sebagai hiasan kap. Untuk mengikuti lomba dalam 
festival, setiap kendaraan yang dikustomisasi harus 
memiliki mesin Vespa, dan sebagian besar peserta 
mencoba mempertahankan bagian depan khas merek 
ini yang melengkung. Hiasan lainnya tergantung pada 
pemilik dan anggaran mereka. Meski banyak yang 
hanya mampu membeli besi tua atau bahan bekas 
yang ditemukan di tempat rongsokan, yang lainnya 
menghamburkan banyak uang. 

Peded, kakek berusia 43 tahun yang telah 
memodifikasi Vespa sejak tahun 1990-an, 
mengatakan ia suka skuternya mengisahkan cerita. 

“Saya suka mendekorasi Vespa hingga ekstrem, 
namun saya tidak suka menggunakan sampah,” 
ujar Peded, dengan Vespanya yang dipasangi 
tanduk kerbau besar dari tanah suku Toraja di pulau 
Sulawesi. 

Festival tiga hari ini, kini di tahun ketiganya, 
merupakan salah satu dari beberapa acara yang 
diselenggarakan di seluruh negeri. Sorotannya 
mencakup lomba untuk memilih kendaraan paling 
cantik dan balap trek tanah untuk sepeda motor 
yang lebih cepat. Reuters

Bagi siapa pun yang takut dengan ular piton albino, ular 
jagung oranye atau iguana yang bersisik dan berjenggot, 
Chea Raty mengatakan bahwa berada dekat dengan 
hewan tersebut di kafe bertema reptil pertama di Phnom 
Penh adalah satu-satunya penangkal.

Mengambil ide dari kafe kucing yang sudah populer 
di ibu kota Kamboja itu, Chea Raty meluncurkan 
bisnisnya untuk mengubah reputasi hewan melata seperti 
kadal dan ular, dan meyakinkan pembencinya bahwa itu 
hanyalah kesalahpahaman.

Ketika pelanggan meneguk latte dan menongkrong 
bersama reptil, “mereka akan menyukainya seperti saya,” 
kata pria berusia 32 tahun ini sambil mengelus pial leher 
iguana yang bersisik.

Dinding kafenya dijejeri tangki kaca bercahaya 
berisikan ular dengan panjang dan warna yang beragam, 
sementara burung makaw berwarna terang menjerit 
di pojokan. Beberapa pengunjung melihat kandang-
kandang itu dengan ragu. Yang lain lebih berani dan 
merangkul makhluk tersebut. 

Tidak ada biaya masuk, jadi pengunjung bisa 
memesan kopi dan meminta duduk bersama sahabat 
melata. Es teh untuk pelanggan langsung menjadi objek 
keren bagi ular piton bola berwarna kuning dan krim 
untuk melingkarkan tubuhnya.

Pelanggan Y Navim awalnya waswas dengan ular 
jagung, ular oranye yang membunuh mangsa dengan 
melilitnya. Namun, tak lama berselang, ular itu pun 
beristirahat di telapak tangannya saat ia 
menghirup kopi. “Kafe ini cukup unik,” 
kata perempuan berusia 22 tahun 
itu. “Saya belum pernah melihat 
beberapa reptil ini sebelumnya. 
Mereka cantik dan menakutkan.”   
Agence France-Presse

PENCINTA VESPA 
MEMBAWANYA KE 
TINGKAT EKSTREM

Hadapi Ketakutan Anda  
di Kafe Reptil
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KATA TERAKHIRIPDF

Foto Dari: ISSEI KATO | Reuters 

KUANG
HAN

Tentara Taiwan berpartisipasi dalam latihan Han Kuang di Pangkalan Udara Ching Chuan Kang di Taichung, Taiwan 
tengah, pada 7 Juni 2018. Menggelar latihan tahunan terbesarnya, Taiwan menyimulasikan invasi oleh Republik Rakyat 
Tiongkok. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memimpin latihan itu, seiring Beijing meningkatkan tekanan militer dan 
diplomatik pada pulau ini di tengah meningkatnya ketegangan. Taiwan sebelumnya mengecam serangkaian latihan 
di dekat pulau ini oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat sebagai intimidasi. “Efektivitas tempur Angkatan 
Bersenjata kita adalah jaminan keamanan nasional kita. Ini adalah dasar masyarakat yang berkembang, dan merupakan 
kekuatan cadangan bagi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan kita,” kata Tsai di Taichung, demikian menurut Reuters.
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Indo-Pacific Defense FORUM adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA 

bagi siapa pun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Pasifik.
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